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bersekolah  t ing g i ‐ t ing g i . 
Asumsi masyarakat tersebut di 
atas sangat tidak suportif 
t e r h a d a p  p e n i n g k a t a n 
k e i l m u a n  b a g i  a n a k 
perempuan. Selain itu, tidak 
ada pengaturan terpusat yang 
mewajibkan siswa perempuan 
y a n g  h a m i l  u n t u k  t e t a p 
mendapatkan pendidikan, 
sehingga siswa yang hamil 
( d e n ga n  a l a s a n  a p a p u n ) 
akhirnya harus berakhir pada 
pernikahan dan hanya memiliki bekal pengetahuan yang 
rendah.

Ketidaksetaraan gender yang diuraikan tersebut di atas 
berkaitan erat dengan diskriminasi, baik diskriminasi de jure 
maupun de facto. Dalam konteks pendidikan, diskriminasi de 
jure  berkaitan erat dengan aturan yang membedakan kaum 
perempuan dan laki‐laki dalam memasuki bidang‐bidang 
tertentu dalam pendidikan―secara de jure tidak ada 
diskriminasi gender dalam pendidikan karena setiap warga 
negara berhak atas pendidikan, sebagaimana diatur di dalam 
Undang‐Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. Namun, secara de facto, masyarakat memiliki persepsi 
bahwa perempuan dan laki‐laki berbeda sehingga ada 
bidang‐bidang tertentu yang hanya cocok untuk perempuan 
dan bidang lain untuk laki‐laki. Misalnya perempuan lebih 
cocok di bidang Sastra atau Sosial, dan laki‐laki di bidang 
Teknik atau Eksakta. Hal ini juga sering terefleksikan dalam 
keluarga ‐ yang terbatas secara finansial ‐ dengan 
mengutamakan anak laki‐laki daripada anak perempuannya 
untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi karena 
laki‐laki dianggap akan bertanggung jawab atas keluarganya 
sehingga perlu pendidikan lebih tinggi. Meninjau pada 
asumsi‐asumsi  tersebut,  dapat  dikatakan bahwa 
ketidaksetaraan gender berasal dari budaya (pola pikir), 
khususnya di masyarakat yang patriarki. Dengan demikian, 
upaya merekonstruksi pola pikir maupun sudut pandang 
terhadap isu gender agar masyarakat dapat berperspektif 
gender yang baik harus dilakukan, salah satunya melalui jalur 
pendidikan.

Hukum terkristalisasi dari tuntutan dan harapan masyarakat 
akan suatu nilai yang dianggap benar atau salah dalam suatu 
komunitas tertentu. Dengan demikian, hukum dalam suatu 
komunitas merupakan cermin dari keyakinan masyarakat 
tersebut akan nilai suatu perbuatan. Bila masyarakat memiliki 
pola berpikir tertentu, maka hampir dapat dipastikan hukum 
yang berlaku di masyarakat tersebut akan mencerminkan 
pola pikir tersebut. Hal ini tampak dari pelbagai peraturan 
hukum yang berkaitan dengan perempuan dan gender² di 
Indonesia. Tidak sedikit peraturan yang dibuat oleh 
pemerintah Indonesia, yang tentunya merupakan cerminan 

Gender, Hukum, dan Pendidikan

ender adalah konstruksi sosial maupun kultural yang Gdilekatkan oleh masyarakat kepada kelompok laki‐
laki dan perempuan. Budaya adalah faktor yang 

sangat berpengaruh dalam konstruksi gender. Indonesia 
adalah negara dengan keunikan suku bangsa dan budaya yang 
menyebabkan pemahaman terhadap gender pun beragam. 
Perbedaan pemahaman tersebut merupakan konsekuensi 
logis atas gender sebagai konstruksi budaya dan persepsi 
masyarakat terhadap laki‐laki dan perempuan. Artinya, 
masyarakat ‐ pada satu tempat dengan tempat lain, antara 
zaman dulu dan sekarang ‐ memiliki perbedaan dan 
mengalami perubahan termasuk pemahaman mereka atas 
(status, posisi, apa yang pantas dan tidak pantas, layak dan 
tidak layak pada) laki‐laki dan perempuan; sehingga tidak 
heran bilamana masyarakat memiliki beragam persepsi 
mengenai konsep dan pengertian gender dan bias gender. 
Pembedaan gender ini kemudian diperkuat pula dengan 
mitos, stereotype dan pembagian kerja seksual yang berlaku 
bagi masing‐masing jenis kelamin.¹ Seperti kelompok laki‐laki 
diberikan peranan dan status serta pembagian kerja yang 
berbeda dengan kelompok perempuan.

Kesetaraan gender bicara mengenai relasi yang sejajar di 
antara laki‐laki dan perempuan, khususnya dalam konteks 
persamaan perlakuan, akses, dan kesempatan di pelbagai 
bidang kehidupan. Perdebatan banyak muncul berkaitan 
dengan belum adanya kesetaraan gender dan adanya 
pembatasan untuk memasuki bidang‐bidang tertentu baik 
bagi perempuan maupun laki‐laki. Dalam dunia profesional, 
tidak jarang kita menyipitkan mata pada laki‐laki yang 
bergelut di bidang tataboga atau mode atau memandang 
'aneh' pada perempuan yang tertarik pada bidang otomotif 
atau pertambangan. Kita merasa aneh dengan laki‐laki yang 
menekuni bidang‐bidang (yang dianggap) kewanitaan, dan 
sebaliknya pada perempuan yang menekuni bidang yang 
banyak digeluti oleh laki‐laki. Dalam bidang pendidikan, 
penelitian menunjukkan adanya kecenderungan drop out 
sekolah yang tinggi pada siswa perempuan dibandingkan 
dengan siswa laki‐laki. Hal ini antara lain disebabkan karena 
'harga jual' laki‐laki di pasar tenaga kerja lebih tinggi dan 
asumsi bahwa anak perempuan sebaiknya tidak perlu 
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budaya dan pola berpikir masyarakat Indonesia, yang tanpa 
disadari berdampak pada adanya diskriminasi dan 
marjinalisasi perempuan di Indonesia. Namun sebaliknya dari 
uraian di atas, hukumpun dapat bertindak pro‐aktif dengan 
melakukan pengaturan sedemikian rupa sehingga dapat 
mengubah pola pikir masyarakat yang ada sehingga hukum 
lebih berfungsi membudayakan dan mengubah persepsi 
masyarakat akan sesuatu hal tertentu yang dianggap lebih 
baik. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia baik melalui 
inisiatifnya maupun atas usulan sekelompok masyarakat yang 
peduli dapat melakukan pengubahan maupun penyusunan 
peraturan baru yang lebih berpihak kepada perempuan 
(dengan tanpa mendiskrimininasi laki‐laki tentunya). 
Peraturan baru ini diharapkan dapat menggerakkan 
masyarakat untuk mengubah pola pikir lama menjadi lebih 
menghargai dan mengoptimalkan potensi perempuan di 
Indonesia.

Beberapa hukum positif atau aturan yang dipandang masih 
bias gender antara lain, Undang‐undang Nomor 1 tahun 1974 
tentang Pokok‐pokok Perkawinan yang memuat pembakuan 
peran perempuan dalam beberapa pasalnya.³ Pengaturan 
peranan suami dan isteri di dalam Undang‐undang tersebut 
jelas mencerminkan adanya budaya masyarakat pada saat 
pengundangan peraturan tersebut (sekitar tahun 1970an) di 
mana suami lebih banyak bekerja di sector publik dan isteri 
lebih banyak bekerja di sektor domestik sebagai pengurus 
rumah tangga dan keluarga. Tanpa disadari peraturan 
perundangan yang membakukan peranan perempuan 
tersebut telah menjadi acuan bagi sektor ketenaga‐kerjaan 
yang pada akhirnya berdampak negatif kepada perempuan. 

Perempuan yang kemudian di dekade berikutnya (mulai 
tahun 1980an dan terutama setelah adanya krisis ekonomi 
tahun 1997) dituntut untuk berpartisipasi di sektor publik 
untuk membantu perekonomian keluarga, dipandang oleh 
sektor ketenagakerjaan hanya sebagai pekerja yang mencari 
tambahan penghasilan semata, sehingga upah perempuan 
pun dibayarkan lebih rendah daripada laki‐laki dengan 
pekerjaan yang setara. Bahkan pajak penghasilan yang 
dikenakan kepada perempuan menjadi lebih besar daripada 
yang dikenakan kepada laki‐laki karena perempuan selalu 
dianggap lajang.

Contoh lainnya ada dalam hukum pidana material baik di 
dalam KUHP maupun RUU KUHP yang sedang dipersiapkan, 
di mana tidak ada satu pun pengertian diberikan kepada 
'kejahatan seksual' sebagai salah satu kekerasan yang 
korbannya lebih banyak perempuan. Yang digunakan di dalam 
KUHP dan RUU KUHP adalah istilah 'kejahatan terhadap 
kesusilaan'. Padahal kejahatan terhadap kesusilaan lebih 

menitikberatkan pada kejahatan yang dilakukan di area publik 
(seperti yang pengaturannya yang ada di dalam KUHP), 
sehingga KDRT tidak dapat tercakup di dalamnya. Sementara 
kejahatan seksual harus dipersepsikan lebih luas, yaitu 
sebagai gender‐based violence atau kejahatan yang 
didasarkan karena korban berjenis kelamin perempuan. 
Untuk pengertian yang terakhir ini, penanggulangan dan 
perlindungannya akan sangat bernuansa sosiologis, dengan 
tidak cukup dari sudut pandang yuridis semata. Hukum positif 
Indonesia melalui KUHP (Kitab Undang‐undang Hukum 
Pidana) hanya mengatur kekerasan yang berakibat perlukaan 
secara fisik saja, baik yang ditujukan kepada perempuan atau 
laki‐laki sebagai korbannya. Dengan demikian tidak diberikan 
penekanan khusus apabila korbannya adalah seorang 
perempuan yang secara sosiologis tersubordinat oleh 
pelakunya. Begitu pula tidak diberikan pengaturan kepada 
kekerasan yang berakibat tidak kepada perlukaan fisik, 
misalnya pelecehan, celaan ataupun kekerasan verbal yang 
lebih mengakibatkan perlukaan psikis.

Dengan melihat pada ilustrasi dan uraian di atas, pendidikan 
dan hukum adalah dua hal penting yang dapat mendorong 
adanya kesetaraan gender. Melalui hukum, paradigma 
masyarakat akan posisi, status dan peranan laki‐laki dan 
perempuan dapat dibentuk agar setara gender, di mana 
setiap orang memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk 
berperan dalam pembangunan negeri ini.  Melalui 
pendidikan, terutama sejak dini, harus diperkenalkan bahwa 
jenis kelamin tidak membatasi seseorang untuk dapat 
berprestasi dan memaksimalkan potensinya. Buku‐buku 
pelajaran yang memperlihatkan adanya pembakuan gender 
harus diperbaiki. Melalui buku‐buku pelajaran dan guru di 

“... setiap kebijakan program,
perencanaan, maupun evaluasi
harus memuat adanya
pengarusutamaan gender ...”



sekolah justru siswa diajarkan untuk menghargai hak setiap 
orang dari jenis kelamin apapun untuk dapat mencapai 
apapun yang dicita‐citakannya.

Unpar sebagai salah satu institusi pendidikan harus juga 
menjadi bagian dari institusi pendidikan yang mengapreasi 
kesetaraan gender. Apresiasi tersebut ditunjukkan melalui 
kebijakan‐kebijakan Unpar yang melihat bahwa laki‐laki dan 
perempuan memiliki potensi dan kesempatan yang sama 
dalam pendidikan. Dalam jajaran pimpinan Unpar, 
perempuan telah terbukti memiliki kesempatan yang sama 
untuk menjadi  pengambil keputusan dengan jabatan sebagai 
kepala jurusan, dekan, hingga rektor.

Adakalanya gender di kalangan peserta didik dipersepsi 
mahasiswi dengan mengatakan 'bagi saya kuliah hanya untuk 
mendapatkan gelar saja; atau supaya bisa mengenal orang, 
atau mendapat jodoh di sini'. Untuk hal tersebut institusi 
pendidikan harus dapat menjadi media untuk menumbuhkan 
persepsi yang berbeda serta membuka wawasan yang 
berbeda bagi mahasiswa baik perempuan maupun laki‐laki. 
Dalam hal ini, Unpar dituntut untuk selalu melakukan 
kegiatan‐kegiatan agar para mahasiswi yang berpotensi 
memiliki kesadaran bahwa mereka merupakan aset penting 
yang dapat memberikan sumbangsih bagi pembangunan 
bangsa. Tentu saja penyadaran tersebut perlu diberikan juga 
kepada para mahasiswa untuk memandang perempuan 
sebagai mitra yang memiliki potensi yang sama untuk 
membangun bangsa. Melalui pendidikan di Unpar, pola pikir 
dan persepsi yang bias gender dapat diubah melalui 
penumbuhan wawasan dan kesadaran mengenai kesetaraan 
gender. Hal ini dapat dilakukan melalui matakuliah‐
matakuliah yang diberikan (Hukum Hak Asasi Manusia dan 
Fakultas Filsafat dengan matakuliah Feminisme), atau juga 
kegiatan‐kegiatan ko‐kurikuler dan ekstra kurikuler di luar 
perkuliahan yang diharapkan dapat membuka pemikiran 
mahasiswa Unpar. 

Selain itu dapat disediakan wadah seperti pusat studi gender 
atau asosiasi sebagai upaya strategis dan wadah binaan. 
Wadah tersebut bukan hanya 
diperuntukkan bagi dosen 
tetapi juga bagi mahasiswa 
termasuk para karyawan untuk 
m e n a m p u n g  p e m i k i r a n 
sekaligus memberi dan berbagi 
pengetahuan serta pengalaman 
terkait persepsi tentang gender. 
Dengan demikian, peserta didik 
khususnya mahasiswa dan 
mahasiswi dapat menghargai 
diri dan menganggap bahwa 
s e t i a p  o r a n g  t e r m a s u k 
perempuan berharga, bernilai, 
dan memiliki potensi. Nilai‐nilai 
t e r s e b u t  y a n g  p e r l u 
dibangkitkan dari diri tiap orang 
termasuk perempuan. 

Masalah utama yang ada pada 
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persepsi tentang gender terletak pada stigma masyarakat 
peranan dan status serta posisi perempuan dan laki‐laki di 
masyarakat. Institusi pendidikan dan juga hukum harus turut 
berperan untuk membentuk persepsi yang suportif terhadap 
potensi perempuan. Idealnya, setiap kebijakan program, 
perencanaan, maupun evaluasi harus memuat adanya 
pengarusutamaan gender sehingga setiap program memiliki 
dampak dan bermanfaat bagi kesetaraan gender sekaligus 
peningkatan potensi perempuan. Hal ini hanya dapat 
didukung oleh pendidikan dan aturan hukum yang memadai.

¹. Achie Sudiarti Luhulima., SH, Konvensi Penghapusan segala 
Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita dalam “Penghapusan 
Diskriminasi terhadap Wanita”, Penerbit Alumni, 2000.

². Gender adalah konstruksi sosial budaya yang dilekatkan 
pada peran, fungsi dan status perempuan dan laki‐laki dalam 
masyarakat yang bersangkutan.

³. UU No. 1/1974 : Pasal 31 ayat 3 : suami adalah kepala 
rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.
Pasal 34 ayat 1: suami wajib melindungi isterinya dan 
memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah 
tangga sesuai kemampuannya.
Pasal 34 ayat 2: Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga 
sebaik‐baiknya.

Dr. Niken Savitri, S.H., MCL., dosen Fakultas Hukum 
Unpar sejak 1992. Sarjana Hukum Unpar (1989), Master of 
Comparative Law, University of Queensland (1999), Diploma 
of Human Right, Lund University (2001), Doktor Ilmu Hukum 
Unpar (2008).

Saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Aakdemik FH 
Unpar.

Aktif di berbagai pelatihan bidang gender dan HAM, menjadi 
anggota Asosiasi Pengajar Hukum dan Gender Indonesia, 
serta pernah menjabat sebagai Koordinator Pusat Studi 
Gender Unpar (2001-2005).

(jurnalva.com)
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Utama

Perempuan dan Pendidikan Tinggi
Indraswari

Pendidikan adalah satu dari 17 tujuan pembangunan 
berkelanjutan (sustainable development goals ‐ SDGs) 
yaitu program pembangunan global yang disepakati 

oleh negara‐negara anggota PBB, berlangsung sejak 1 Januari 
2016 ‐ 31 Desember 2030. SDGs merupakan kelanjutan dari 
tujuan pembangunan millennium (millennium development 
goals ‐ MDGs) yang berlangsung pada periode 1 Januari 2001 
‐ 31 Desember 2015.

Indonesia adalah salah satu negara yang menandatangani 
kesepakatan SDGs. Meskipun SDGs (dan MDGs) adalah 
kesepakatan global yang tidak mengikat (non legally binding), 
tidak dapat dipungkiri butir‐butir SDGs dan MDGs adalah 
butir‐butir penting yang menjadi kebutuhan masyarakat dan 
menjadi perhatian pemerintah dalam menjalankan program‐
program pembangunan.

Pembangunan dalam bidang pendidikan, tertuang dalam 
tujuan ke‐empat dari SDGs yaitu ensure inclusive and 
equitable quality education and promote lifelong learning 
opportunities for all. Tujuan tersebut terkait dan merupakan 
kelanjutan dari tujuan ke‐dua MDGs, achieve universal 
primary education. 

Pendidikan sendiri adalah keniscayaan bagi kemajuan suatu 
bangsa. Kebijakan tentang pendidikan tertuang dalam 
berbagai peraturan di tingkat nasional dan daerah. Program 
pendidikan formal‐non formal, umum‐kejuruan, pendidikan 
dasar‐menengah‐tinggi dikembangkan di penjuru negeri. 

Di atas kertas tidak ada pembedaan kebijakan pendidikan 

b a g i  s e l u r u h  ko m p o n e n 
masyarakat. Namun tidak 
d a p a t  d i p u n g k i r i  a k s e s 
t e r h a d a p  p e n d i d i k a n 
dipengaruhi antara lain oleh 
kelas sosial, lokasi geografis 
dan jenis kelamin. Artikel ini 
menyoroti  butir  terakhir, 
k h u s u s ny a  p a d a  t i n g ka t 
pendidikan tinggi.

Aquarini Priyatna (2016) dalam 
art ikel  “Gender Bias  and 
Indonesian Education System” 
mengutip Thulstrup dan Koswara (2001) yang menyatakan 
dari total jumlah penduduk Indonesia sebesar 205 juta jiwa 
pada tahun 2000, hanya 25.000 orang yang menyelesaikan 
pendidikan doktoral, dari jumlah tersebut hanya 15 persen 
perempuan. Dalam artikel yang sama, dikutip data Direktorat 
Jendral Pendidikan Tinggi yang menunjukan hanya tujuh 
persen perempuan sarjana S1 yang melanjutkan pendidikan 
ke jenjang S2, dan hanya tiga persen perempuan sarjana S2 
yang melanjutkan ke S3. 

Data di atas memperlihatkan minimnya jumlah perempuan 
yang mengakses pendidikan tinggi. Kebijakan yang netral 
gender hanya netral pada tataran formulasi, namun bias 
gender pada tataran implementasi. Masalah terletak pada 
situasi di lapangan terkait konstruksi sosial tentang apa dan 
bagaimana “menjadi perempuan” yang banyak dipengaruhi 

no rma so s ia l  b udaya ,  yang 
menyebabkan kebijakan yang ada 
tidak berdampak sama bagi laki‐
laki dan perempuan.

Apa yang sebenarnya terjadi? 
Penulis mencoba ber‐refleksi 
berdasarkan pengalaman pribadi 
dan mendengar pengalaman 
s e s a m a  p e r e m p u a n  y a n g 
b e r ke s e m p ata n  m e n e m p u h 
pendidikan tinggi. 

Setelah menyelesaikan pendidikan 
S1 dan memiliki beberapa tahun 
pengalaman kerja, saya mendapat 
beas iswa untuk  menempuh 
pendidikan S2. Beragam reaksi 
saya terima saat itu. Ada yang 

Kebijakan publik ‐ termasuk kebijakan dalam bidang pendidikan ‐ perlu memperhatikan situasi 
khusus di lapangan. Kebijakan yang netral gender pada tataran formulasi, bisa menjadi bias 
gender saat diterapkan di lapangan, terkait situasi yang berbeda yang dihadapi laki‐laki dan 
perempuan. Perlu dilakukan tindakan khusus sementara untuk mengatasi masalah tersebut. 

icrcjakarta.info
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mendukung, mengucapkan selamat, namun ada pula yang 
“mengingatkan” agar saya mempertimbangkan kembali 
keputusan melanjutkan S2, di luar negeri pula. Mereka yang 
“mengingatkan” umumnya berpandangan tidak terlalu 
penting seorang perempuan menempuh pendidikan tinggi 
jenjang pasca sarjana. Saat itu saya tidak terlalu menanggapi 
komentar‐komentar negatif dan memilih fokus pada 
persiapan studi. 

Beberapa tahun setelah selesai S2 saya kembali mendapat 
beasiswa untuk menempuh pendidikan S3. Saat itu saya 
berstatus menikah dengan satu anak. Kembali saya menerima 
komentar positif sebagaimana di atas. Namun tetap ada 
komentar negatif yang “mempertanyakan” bahkan 
“menggugat” keputusan saya yang seorang istri dan ibu untuk 
melanjutkan studi S3, di luar negeri. “Apa lagi yang dicari? 
Neng sakola teh rek nepi ka mana? Artinya, mau sampai 
mana/setinggi apa sekolah? Bagaimana dengan suami dan 
anak?”. Bahkan saat keluarga dan orang‐orang terdekat 
memberikan dukungan penuh, masih ada komentar negatif 
yang jauh dari menyemangati seorang perempuan untuk 
menempuh pendidikan tinggi.   

Diskusi dengan sesama perempuan yang menempuh 
pendidikan S2 dan S3 di dalam dan luar negeri, menemukan 
kemiripan dengan apa yang saya alami. 
Dalam penelitian kualitatif, refleksi saya di atas adalah bagian 
dari life stories atau personal histories, merupakan bagian 
dari teknik pengumpulan data dalam metode penelitian 
kualitatif dan banyak digunakan dalam penelitian‐penelitian 
berperspektif gender. Tentu personal histories yang saya 
sampaikan diatas singkat sekali dan perlu dikembangkan 
lebih detil dalam penelitian sesungguhnya.

Life stories/personal histories memberikan nuansa dan 
kedalaman tentang suatu wacana tertentu. Dalam hal ini, life 
stories/personal histories para perempuan penempuh 
pendidikan tinggi menunjukan benang merah terkait 
kompleksitas masalah yang mereka hadapi sebagai 
perempuan, istri, ibu dan mahasiswa pasca sarjana. Bacaan 
berbagai kajian dan data statistik rendahnya partisipasi 
p e re m p u a n  ya n g  m e n e m p u h  p e n d i d i ka n  t i n g g i 
mengukuhkan kompleksitas masalah tersebut. 

Dalam kenyataan, perempuan menghadapi tantangan lebih 
besar dalam mengakses pendidikan tinggi dibandingkan laki‐
laki. Pada umumnya kesempatan menempuh pendidikan 
tinggi datang bersamaan dengan usia ideal reproduksi 
perempuan. Dalam konteks budaya timur, pernikahan lebih 
merupakan kewajiban sosial ketimbang pilihan bebas 
individu. Hal ini berlaku bagi laki‐laki dan perempuan, namun 
perempuan menghadapi tekanan sosial yang lebih besar 
dibandingkan laki‐laki untuk memenuhi kewajiban tersebut. 
Menikah, menjadi istri dan ibu adalah kewajiban utama, hal 
lain termasuk studi lanjut adalah prioritas nomor dua. 

Dalam institusi perkawinan, tantangan lain menghadang 
perempuan yaitu pasangan yang belum tentu mendukung 
seorang istri menempuh pendidikan tinggi, lebih tinggi dari 
dirinya. Sebagian malah melarang istri yang ingin 

mengembangkan diri melalui studi lanjut. Mereka yang 
mendukung, harus pula “rela” menanggung tanggung jawab 
pengasuhan anak dan kerja domestik lain, saat istri 
menempuh pendidikan tinggi.  Idealnya institusi perkawinan 
adalah wadah di mana siapapun di dalamnya dapat 
mengembangkan diri secara optimal dan saling mendukung 
satu sama lain. Namun fakta tidak selalu demikian. 

Ternyata kebijakan yang netral gender menjadi tidak lagi 
netral saat diterapkan di lapangan. Bagaimana solusinya? 
Diperlukan tindakan khusus sementara (affirmative action) 
agar perempuan tidak tertinggal dalam pendidikan tinggi. 
Tindakan yang dimaksud misalnya dengan kebijakan kuota 
atau mengalokasikan persentase tertentu kursi/beasiswa 
pasca sarjana untuk perempuan, sebagaimana halnya 
dengan kebijakan kuota dalam dunia politik yaitu minimal 30 
persen kursi legislatif untuk perempuan. 

Langkah lain adalah lembaga pemberi beasiswa, universitas, 
tidak sekadar membuka peluang yang sama bagi perempuan 
dan laki‐laki untuk studi lanjut atau mendapatkan beasiswa. 
Perlu ada langkah khusus misalnya pemberian beasiswa ‐ 
khususnya untuk studi lanjut di luar negeri ‐ yang satu paket 
dengan biaya hidup untuk pasangan bagi mahasiswa yang 
berkeluarga. Mereka yang memiliki anak balita perlu 
difasilitasi agar mendapat fasilitas/subsidi biaya penitipan 
anak. Universitas perlu memberikan cuti melahirkan bagi 
mahasiswi ‐ bukan hanya cuti studi sebagaimana yang 
berlaku saat ini ‐ guna mengakomodasi mahasiswi yang hamil 
dan melahirkan saat menempuh pendidikan tinggi. 

Demikian pula batasan usia untuk mendapatkan beasiswa 
pasca sarjana perlu mempertimbangkan perempuan yang 
selama periode tertentu dalam hidupnya fokus menjalankan 
f u n g s i  r e p r o d u k s i  b i o l o g i s  ( d a n  r e p r o d u k s i 
sosial/pengasuhan anak). Janganlah akses mereka untuk 
menempuh pendidikan tinggi tertutup karena alasan batas 
usia yang tidak memperhitungkan waktu yang dicurahkan 
untuk menjalankan fungsi reproduksi tersebut.

Sebagian lembaga pemberi beasiswa/universitas di negara 
maju sudah menerapkan kebijakan kuota dan berbagai hal di 
atas. Senada dengan tujuan SDGs ke‐empat promote lifelong 
learning opportunities for all, selayaknya perempuan tidak 
lagi tertinggal dalam mengakses pendidikan tinggi, tidak 
semata untuk kepentingan pengembangan diri pribadi 
namun juga untuk kemajuan bangsa.

Dr. Indraswari, Dosen Program Studi Ilmu Administrasi 
Publik, FISIP Unpar. Menyelesaikan pendidikan S1 di 
Universitas Padjadjaran, S2 di Universitas Essex Inggris, dan 
S3 di The Australian National University (ANU) Australia.

Mengampu mata kuliah Sosiologi, Sosial Budaya Indonesia, 
Manajemen Pembangunan, Komunikasi Publik.

Saat ini menjabat sebagai Komisioner Komisi Nasional Anti 
Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 
periode 2015-2019.
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Utama

Mengapa Mahasiswi Lebih Banyak
daripada Mahasiswa?

P. Krismastono Soediro

i seluruh dunia pada tahun 2015 diperkirakan Dterdapat 481 juta perempuan berusia di atas 15 
tahun yang sama sekali tidak dapat membaca, 

demikian laporan Gender and EFA 2000‐2015: Achievements 
and Challenges, yang dipublikasikan oleh UNESCO, 
khususnya UNGEI (United Nations Girls' Education Initiative). 
Walaupun diskriminasi gender dapat dialami oleh siapa saja, 
tetapi hingga kini perempuan lebih sering dalam situasi 
kurang diuntungkan. Diskriminasi berbasis gender dalam 
pendidikan merupakan sebab maupun akibat bentuk‐bentuk 
ketidaksetaraan gender secara lebih luas. Untuk memutus 
lingkaran tersebut UNESCO berkomitmen mempromosikan 
kesetaraan gender dalam sistem‐sistem pendidikan.

World Atlas of Gender Equality in Education  yang 
dipublikasikan oleh UNESCO (2012), yang merekam 
perkembangan kesetaraan gender dalam pendidikan selama 
empat dasawarsa sejak 1970, menginformasikan bahwa pada 
jenjang pendidikan dasar di seluruh dunia semakin banyak 
negeri yang mencapai universal primary education. Hal ini 
tentu bagus untuk kesetaraan gender. Pada jenjang 
pendidikan menengah (tentu saja tingkat partisipasi di 
seluruh dunia lebih rendah daripada jenjang pendidikan 
dasar) persentase siswa dan siswinya relatif sama, namun 
terdapat negeri‐negeri yang perbedaan persentasenya lebar.

Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Tinggi 

Pada jenjang pendidikan tinggi (yang mana akses untuk 
masuk tentu lebih sulit dibandingkan dengan jenjang 
pendidikan menengah) ternyata justru terdapat kemajuan 

sangat pesat dalam persentase 
jumlah mahasiswi di seluruh 
dunia. Di seluruh dunia jumlah 
mahasiswi ternyata lebih 
b a nya k  d a r i p a d a  j u m l a h 
mahasiswa. Di regio‐regio ini 
jumlah mahasiswi lebih banyak 
dibandingkan mahasiswa: 
Amerika Utara dan Eropa Barat, 
Eropa Tengah dan Eropa Timur, 
Amerika Latin dan Karibia, Asia 
Tengah. Ada pun di regio Asia 
Timur dan Pasif ik jumlah 
mahasiswi relatif sama dengan mahasiswa. Di regio‐regio 
Arab, Asia Selatan dan Asia Barat, serta Afrika Sub‐Sahara 
jumlah mahasiswi lebih sedikit daripada mahasiswa. 

Bagaimana dengan Indonesia? World Economic Forum's 
Gender Gap Report 2015 mencatat bahwa nisbah jumlah 
mahasiswi terhadap jumlah mahasiswa 1,03 (relatif hampir 
sama, sedikit lebih tinggi). 

Da lam pengamatan U N E S C O  tampaknya t ingkat 
kemakmuran nasional berpengaruh terhadap persentase 
jumlah mahasiswi. Pada umumnya semakin makmur suatu 
bangsa semakin tinggi pula persentase jumlah mahasiswinya 
(walaupun terdapat beberapa kekecualian seperti Kyrgystan, 
Mongolia, dan Filipina).

Jika ditilik lebih lanjut, di tingkat dunia persentase mahasiswi 
lebih tinggi pada ilmu‐ilmu sosial dan humaniora, sedangkan 

Kesetaraan gender merupakan prioritas global bagi UNESCO, yang terkait erat dengan promosi hak atas 
pendidikan dan dukungan terhap pencapaian sasaran the Education for All (EFA) serta sasaran 
pembangunan secara lebih luas. Ketidaksetaraan gender dalam pendidikan pada semua jenjang semakin 
menyempit. Di tingkat dunia jumlah mahasiswi relatif seimbang dengan mahasiswa, bahkan sedikit lebih 
banyak. 
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persentase mahasiswa tinggi pada ilmu‐ilmu alam dan 
rekayasa. Pada jenjang sarjana persentase mahasiswi relatif 
seimbang dengan mahasiswa, sedangkan pada jenjang 
magister persentase mahasiswi lebih tinggi daripada 
mahasiswa, tetapi pada jenjang doktor persentase mahasiswi 
lebih rendah daripada mahasiswa. Dalam pekerjaan peneliti, 
di tingkat dunia persentase perempuan lebih rendah 
daripada laki‐laki. Hal‐hal berikut ini barangkali menjelaskan 
mengapa persentase perempuan lebih rendah daripada laki‐
laki dalam pekerjaan peneliti: work‐life balance, gender 
stereotyping, pengukuran kinerja, kriteria promosi, tata 
kelola, dan peran peneliti dalam masyarakat. Akan tetapi di 
sejumlah negeri persentase perumpuan lebih tinggi daripada 
laki‐laki dalam pekerjaan peneliti.

Mengapa Mahasiswi Lebih Banyak?

Persentase jumlah mahasiswi yang lebih tinggi daripada 
mahasiswa patut dicermati. Bagaimana hal ini terjadi? 
U N E S C O  member ikan  want i ‐want i  bahwa over‐
representation perempuan dalam pendidikan tinggi bukan itu 
bukanlah karena hasil tindakan afirmatif. Penelitian empirik 
menggarisbawahi beberapa sebab peningkatan partisipasi 
perempuan dalam pendidikan tinggi, mulai dari fakta bahwa 
pendidikan yang lebih tinggi diperlukan untuk mobilitas sosial 
yang lebih tinggi dan peningkatan kemakmuran. Selanjutnya, 
perempuan memerlukan pendidikan yang lebih tinggi untuk 
memperoleh pekerjaan yang sama dengan laki‐laki. Akan 
tetapi tidak dapat disangkal bahwa globalisasi menuntun 
pada perhatian lebih terhadap egalitarianisme gender. 
Akhirnya, kenyaataanya memang perempuan sering 
memperoleh nilai rapor yang lebih tinggi daripada laki‐laki.

Akan tetapi perlu dicatat, demikian UNESCO, bahwa over‐
representation perempuan dalam pendidikan tinggi tidak 
ditranslasikan ke dalam representasi yang proporsional di 
pasar tenaga kerja, terutama dalam posisi kepemimpinan dan 
pengambilan keputusan. Perempuan masih menghadapi 
halangan dalam pekerjaan, suara, politik, dan hukum. 
Hasilnya, perempuan berpendidikan tinggi sering melakukan 
pekerjaan yang tidak memerlukan seluruh potensi dan 
kecakapannya.

Persentase mahasiswi yang lebih tinggi daripada mahasiswa 

dalam pendidikan tinggi ini semakin menjadi 
perhatian di negeri‐negeri maju karena 
persentasenya sangat signifikan, dimulai 
sejak dasawarsa 1980‐an dan 1990‐an. 
Situasi ini dinamakan reversal of gender 
inequalities in higher education. Stéphan 
Vincent‐Lancr in  (2008)  menengarai 
s e j u m l a h  f a k t o r.  P e r t a m a ,  f a k t o r 
demografik. Usia ketika menikah yang 
meningkat dan kebebasan lebih besar bagi 
perempuan memberikan kesempatan 
kepada perempuan untuk menempuh 
pendidikan tinggi. Kedua, faktor sosisologis, 

yaitu berkurangnya diskriminasi terhadap perempuan di 
pasar tenaga kerja, di masyarakat, di dalam keluarga. Ketiga, 
faktor ekonomik, yaitu gaji yang lebih tinggi dengan 
pendidikan yang lebih tinggi, dan struktur perekonomian 
yang berubah. Keempat, faktor edukasional, yaitu perubahan 
dan pandangan dan model pendidikan yang lebih 
memungkinkan perempuan terlibat dalam pendidikan tinggi.

Masa Depan?

Bagaimana masa depan kesetaraan gender dalam 
pendidikan tinggi? Melihat faktor‐faktor demografik, 
sosiologis, ekonomik, dan edukasional dewasa ini tampaknya 
persentase mahasiswi masih akan lebih tinggi daripada 
mahasiswa pada tahun‐tahun mendatang. Apa pandangan 
Anda sendiri mengenai situasi gender dalam pendidikan 
tinggi dewasa ini dan masa depan? 

P. Krismastono Soediro, Kepala Kantor Yayasan Unpar, 
menulis dalam kapasitas sebagai pribadi.

Data di Amerika Serikat/Sumber: Mark J. Perry (2012)
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achievements dengan pencapaian. Ketiga dimensi tersebut 
saling berkaitan dan mempengaruhi proses perubahan sosial 
yang menjadi semangat dasar pemberdayaan, dengan skema 
berpikir sebagai berikut:

Sumber Daya

Sesuai dengan penjelasan dari Kabeer (1999) sumber daya 
bukanlah suatu konsep yang abstrak melainkan suatu konsep 
yang dinamis dan dapat menjadi perantara perpindahan dari 
satu bentuk kekuatan ke bentuk kekuatan lainnya. Kekuatan 
tersebut kemudian didistribusikan melalui sejumlah institusi 
dan hubungan di dalam masyarakat. Dengan melihat 
penjelasan tersebut, ketiga aktivis Paguyuban Seruni 
menggunakan posisi yang mereka miliki untuk memperkuat 
sejumlah proses pembuatan keputusan, internal dan 
eksternal, berkaitan dengan perlindungan BMP di wilayah 
kerja mereka. Melalui peningkatan kemampuan mereka, 
secara individu dan lembaga, mereka dapat mempengaruhi 
pihak‐pihak yang berwenang untuk menentukan prioritas 
pembuatan kebijakan di tingkat akar rumput, seperti 
kecamatan, hingga di tingkat yang lebih tinggi seperti 
kabupaten. Upaya peningkatan kemampuan yang mereka 
lakukan adalah melalui jenjang pendidikan formal yang akan 
dibahas di bagian lain secara lebih mendalam.

Proses 

Sejumlah aktivitas mereka lakukan, baik secara pribadi 
maupun berkelompok, untuk menyatakan keberpihakan 
mereka kepada perlindungan BMP di sekitar wilayah kerja 
mereka. Secara terbuka dan nyata, mereka menyatakan 
pilihan hidup untuk terlibat secara langsung dalam 
serangkaian proses pencapaian kekuatan yang dikenal 
dengan istilah power within. Mereka belajar untuk 
melakukan serangkaian proses negosiasi, tawar menawar 
bahkan protes  untk  mencapai  pos is i  yang leb ih 
menguntungkan diri mereka, komunitas yang mereka wakili, 
bahkan BMP dalam sejumlah proses pembuatan keputusan 
tentang hidup mereka. Sejalan dengan penjelasan Kabeer 
(1999), proses yang mereka jalani didasari arti, motivasi dan 
tujuan yang mereka wujudkan dalam sejumlah hal yang 
mereka lakukan dalam keseharian mereka sebagai bagian 
dari komunitas atau paguyuban. Melalui penuturan ketiga 
aktivis Paguyuban Seruni di atas, kita dapat melihat bahwa 

Penelitian

Penelitian ini secara garis besar dibagi menjadi 3 
tahapan utama yaitu: pertama, mencari potensial 
narasumber yang dapat menjadi partisipan bahkan 

menjadi model pendampingan buruh migran perempuan 
(BMP) di tingkat akar rumput di Indonesia. Kedua, melakukan 
proses wawancara mendalam kepada sejumlah perempuan 
(dan laki‐laki) yang telah bersedia meluangkan waktunya 
untuk berbagi pengalaman dengan peneliti. Terakhir, peneliti 
melakukan proses analisa isi wawancara untuk dituliskan di 
dalam laporan penelitian ini.

Dari serangkaian proses komunikasi, Paguyuban Peduli Buruh 
Migran dan Perempuan Seruni yang berkedudukan di 
Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas menerima 
peneliti dengan tangan terbuka. Peneliti bukan hanya 
berkesempatan untuk mewawancarai, bahkan terlibat 
langsung dalam acara Lokakarya Saluran Informasi Buruh 
Migran Indonesia  ( B M I )  Banyumas dengan judul 
“Mewujudkan Perlindungan dan Pemberdayaan TKI/BMI 
sejak dari Hulu” di Desa Gumelar, Kabupaten Banyumas.

Sri Setyawati, Narsidah dan Lily merupakan aktivis Seruni 
yang juga merupakan mantan buruh migran. Seruni 
merupakan Komunitas yang memfokuskan kegiatannya 
kepada isu perempuan dan isu migran. Ketiga perempuan ini 
bekerja sama untuk membentuk komunitas Seruni utnuk 
melindungi, memberikan advokasi, dan pemberdayaan bagi 
pata butuh migran. Selain itu juga Seruni memberikan 
pelatihan‐pelatihan keterampilan bagi para mantan buruh 
migran. Selain itu juga Seruni memberikan pelatihan‐
pelatihan keterampilan bagi para mantan buruh migran. 
Ketiga perempuan ini menjadikan komunitas Seruni sebagai 
wadah yang mampu membantu permasalahan terkait buruh 
migran. Mereka berusaha untuk mengajak para mantan 
buruh migran untuk melanjutkan pendidikan, mendorong 
mereka agar tidak kembali lagi menjadi buruh migran dan 
mengajak para mantan buruh migran untuk mencari 
pekerjaan atau membuka usaha sendiri.

Menurut Kabeer (1999) ada 3 dimensi utama yang saling 
berkaitan yang mempengaruhi proses pemberdayaan: 

resources, agency dan 
achievements. Untuk 
kepentingan penelitian 
i n i ,  m a k a  i s t i l a h 
r e s o u r c e s  a k a n 
d igant ikan  dengan 
sumber daya; agency 
dengan proses; serta 

Identifikasi Potensi Perempuan di Akar Rumput
dalam Upaya Perlindungan
Buruh Migran Perempuan Indonesia
Penelitian  ini telah berhasil mengidentifikasi peran perempuan dalam upaya perlindungan buruh migran 
perempuan (BMP) di Indonesia. Aktivis perempuan dari Paguyuban Seruni di Banyumas menjadi model 
pemberdayaan perempuan untuk dapat  melakukan serangkaian aktivitas perlindungan BMP Indonesia.



dengan situasi dan kondisi yang ada.

Akses pendidikan 

Ketiga aktivis Paguyuban Seruni telah membuktikan bahwa 
akses terhadap pendidikan akan membantu pemberdayaan 
perempuan. Narsidah dan Lily membulatkan tekadnya 
dengan segenap upaya untuk menjalani studi jenjang S‐1 di 
Fakultas Hukum untuk memampukan diri  mereka 
mendampingi BMP dari aspek hukum di berbagai tingkatan 
yang berbeda. Sedangkan Sri, di sela‐sela kesibukannya 
sebagai aktivis dan ibu dari 2 anak, telah menetapkan 
langkahnya di bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 
untuk mewujudkan cita‐citanya membentuk generasi baru 
yang lebih baik di masa mendatang.

Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Kabeer 
(1999), terdapat sejumlah perubahan mendasar yang 
diakibatkan oleh jenjang pendidikan yang ditempuh oleh 
ketiga aktivis Paguyuban Seruni, sebagai berikut, Pertama, 
pendidikan telah mampu mempengaruhi pemikiran dan 
perilaku ketiga aktivis tersebut. Mereka yang awalnya adalah 
berasal dari komunitas marjinal, yaitu mantan BMP dari desa 
terpencil dan miskin, telah mampu meningkatkan proses 
hidupnya untuk memiliki kekuatan dalam melakukan 
sejumlah upaya perlindungan BMP lainnya yang berasal dari 
komunitas yang sejenis dengan mereka. 

Kedua, pendidikan telah membuka kesempatan yang lebih 
luas pada mereka untuk mengakses pengetahuan, informasi 
dan ide‐ide yang baru. Melalui kontak yang lebih luas dengan 
dunia di luar keluarga dan komunitas mereka, mereka 
memiliki kemampuan untuk menggunakan hal‐hal tersebut 

proses seringkali berhadapan dengan keterbatasan institusi 
atau komunitas atau paguyuban, terutama berkaitan dengan 
masalah kaderisasi .  Keterbatasan tersebut dapat 
mengakibatkan penurunan kemampuan mereka untuk 
membuat pilihan‐pilihan yang strategis dalam hidup mereka. 
Permasalahan tersebut, dalam jangka panjang bahkan dapat 
membuat perubahan dalam cara mereka memandang diri 
mereka dan kapasitas mereka untuk memberdayakan dirinya 
dan komunitas yang ada di sekitar dirinya.

Pencapaian 

Sumber daya dan proses yang dijalani oleh ketiga aktivis 
Paguyuban Seruni menunjukkan bahwa kemampuan dan 
potensi yang mereka miliki telah membuat situasi yang 
mereka jalani hingga sekarang ini. Mereka telah memiliki 
kesadaran yang cukup tinggi untuk menyatakan apa yang 
telah mereka capai dan apa yang masih ingin mereka lakukan, 
baik secara individu maupun bersama komunitas. Narsidah, 
Lily dan Sri adalah perempuan yang memiliki kemauan dan 
kemampuan untuk memerdekakan dirinya dan menjadi sosok 
yang lebih mandiri sehingga tidak perlu lagi bergantung pada 
orang lain untuk kelangsungan hidupnya.

Dari ketiga sosok perempuan ini, kita dapat melihat 
keterkaitan antara sumber daya, proses dan pencapaian 
dalam bentuk yang sangat aktif.  Secara aktif  dan 
berkelanjutan, mereka meningkatkan kapasitas diri mereka 
sendiri, sebagai sumber daya, untuk dapat meningkatkan 
proses kehidupan mereka sebagai individu dan bagian dari 
ko m u n i ta s .  M e l a l u i  s e j u m l a h  a kt i v i ta s ,  m e re ka 
mempertanyakan dan menafsir ulang peran dan tanggung 
jawab yang mereka miliki untuk dapat melakukan 
transformasi bentuk perlindungan BMP Indonesia, sesuai 
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perempuan‐perempuan lainnya untuk berpartisipasi dalam 
proses pengembangan dan peningkatan kesejahteraan hidup 
mereka sehari‐hari sebagai bagian dari komunitas.

Penelitian ini masih sangat bisa dikembangkan dengan 
memperdalam pertanyaan penelitian dengan menanyakan 
pertanyaan lanjutan yang muncul dari analisa terhadap 
jawaban yang didapatkan, menambah jumlah responden 
supaya mencakup kelompok aktor lain seperti BMP sukses 
dan aktor laki‐laki, dan memperluas fokus penelitian supaya 
mencakup aspek‐aspek lain dari upaya perlindungan seperti 
upaya‐upaya yang lebih diarahkan pada BMP itu sendiri. 
Untuk itu dibutuhkan penelitian lanjutan dengan cakupan 
yang lebih luas. 

Sylvia Yazid, S.IP., MPPM., 
Ph.D., Ketua Program Studi 
Ilmu Hubungan International 
Unpar (2015-2019).
Matakuliah yang sedang dan 
pernah diampu pada program 
sarjana dan magister Unpar 
a d a l a h  N G O  d a n 
Pemberdayaan Masyarakat 
Sipil, Organisasi Internasional 
dan Bahasa Inggris Hubungan 
Internasional .  Sementara 
b i d a n g  k e a h l i a n  u n t u k 
pengajaran, penelitian dan 

pembimbingan mencakup Non-Governmental Organization 
(NGO), Organisasi Internasional, kajian kebijakan, dan 
migrasi tenaga kerja.

Selain di bidang akademis, Sylvia Yazid juga dari waktu ke 
waktu berkegiatan di dunia radio dan pernah menjadi penyiar 
paruh waktu di Radio Australia Siaran Indonesia, Australian 
Broadcasting Corporation di Melbourne.

Elisabeth A.S. Dewi, S.IP., 
M . A . ,  P h . D . ,  K e p a l a 
Parahyangan  Centre  for 
International Studies
Sambil terus berkarya di dunia 
akademik, Elisabeth “Nophie” 
Dewi mendedikasikan waktu, 
energi dan perhatiannya untuk 
gereja, Yayasan St. Melania, 
dan Keuskupan Bandung. 
“Nophie” juga terus mencoba 
be rbaga i  ha l  ba ru  un tuk 
d i t e r a p k a n  d a l a m  d u n i a 
p e n d i d i k a n ,  m u l a i  d a r i 

menerbitkan buku karya mahasiswa, membawa mahasiswa ke 
alam terbuka, dan memberikan kesempatan kepada 
mahasiswa untuk mengalami pengalaman langsung 
berinteraksi dengan masyarakat Bandung.

secara lebih efektif untuk proses pendampinan dan 
perlindungan BMP, terutama calon‐calon BMP yang lebih 
muda dari segi usia dan pengalaman. 

Ketiga, pendidikan telah meningkatkan kemampuan 
pemeliharaan hidup mereka secara individual dan komunitas 
sesuai dengan pilihan yang mereka ambil. Keempat, 
pendidikan telah membawa dampak yang berkaitan dengan 
hubungan kekuasaan yang mereka miliki di dalam maupun di 
luar rumah tangga mereka masing‐masing. Dalam hal ini, 
pendidikan telah memampukan perempuan untuk memiliki 
peran yang lebih besar Dalam proses pengambilan 
keputusan. Bahkan lebih jauh, pendidikan telah mendorong 
perempuan untuk mempertanyakan dominasi laki‐laki di 
dalam rumah tangga dan komunitas mereka. 

Aksi bersama 

Serangkaian aktivitas yang dijalani oleh 3 perempuan aktivis 
Paguyuban Seruni dan keberhasilan mereka mendorong 
proses transformasi seputar perlindungan BMP di berbagai 
tingkatan telah menunjukkan aksi yang disebut oleh Kabeer 
(1999) sebagai 'tekanan politik dari bawah'. Perempuan‐
perempuan yang telah berhasil memperdayakan diri mereka, 
dengan menggunakan berbagai proses, mewakili kelompok 
marjinal, berjuang memperoleh hak mereka di berbagai 
tingkatan.

Aksi bersama yang mereka lakukan bersama dengan lembaga 
pemerintahan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, 
mahasiswa, dan LSM adalah pusat terjadinya transformasi 
sosial, baik bagi diri mereka masing‐masing ataupun 
Paguyuban Seruni sebagai bagian dari komunitas yang lebih 
luas. Sebagai akibatnya, hal tersebut membuka kesempatan 
yang lebih luas untuk mereka berkiprah di wilayah publik 
secara lebih luas, yang secara langsung ataupun tidak 
langsung dalam jangka waktu panjang akan 'menantang' 
kekuatan patriarki yang ada dalam berbagai institusi. 

Paguyuban Seruni memang tidak dimaksudkan untuk 
berkiprah dalam tingkatan politis, tetapi bentuk‐bentuk yang 
mereka perjuangkan, yaitu perlindungan BMP adalah sangat 
berkaitan dengan proses kesetaraan, demokratisasi, 
pembangunan dan penguatan identitas warga desa, 
terutama BMP atau calon BMP. Hal ini sangat mendorong 

(Diedit oleh LPPM Unpar - DH)
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Disertasi

Hermeneutika dan Penafsiran Hukum 
Tindakan menafsir/interpretasi adalah kegiatan yang tidak dapat dilepaskan dari keberadaan 
manusia dan dapat dikatakan sebagai takdir (condemned) bagi manusia (Merleau‐Pounty). 
Manusia harus senantiasa menafsir karena selalu menghadapi konteks yang berubah 
(Poespoprodjo). Di sisi lain, kehidupan manusia dalam bermasyarakat tidak terlepas dari hukum.  
Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum (Cicero). Berbagai kegiatan manusia yang berkenaan 
dengan adanya dan berlakunya hukum (pengembanan hukum) tidak terlepas dari tindakan 
menafsir. Melalui tindakan menafsir, hukum dan hermeneutika memiliki hubungan yang ekslusif 
seperti hubungan hermeneutika dan teologi, karena sifat penafsirannya mempunyai konsekuensi 
pada hidup dan matinya manusia (Levinson & Mailoux).

ermeneutika adalah ilmu tentang menafsir yang Hmemiliki perjalanan cukup panjang dan dapat 
dikatakan mengikuti sejarah peradaban manusia.  

Berkembang di Yunani melalui mitos dewa Hermes, kemudian 
ditarik ke ranah logos oleh Aristoteles. Selanjutnya 
Hermeneutika memasuki ranah teologi beriringan dengan 
eksegese, kemudian berkembang pada ranah sastra, dan 
hermeneutika menjadi sangat dinamis di ranah filsafat. 
Perjalanan panjang tersebut mengantarkannya bertemu 
dengan berbagai bidang ilmu, termasuk Ilmu hukum. 
Pertemuan hermeneutika dengan hukum berkembang secara 
filosofis dan dapat ditelusuri dalam pemikiran filsuf‐filsuf 
kontemporer. Salah satunya adalah Gadamer yang 
membahas secara khusus dalam bukunya “Truth and 
Method” pada sub bab “The exemplary significance of legal 
hermeneutics”. Selanjutnya pertemuan tersebut melahirkan 
istilah 'hermeneutika hukum'. 

Pada tataran filsafat hukum, hermeneutika telah sangat 
berkembang dengan berbagai kajian yang menunjukan peran 
pentingnya dalam hukum. Pendapat B. Arief Sidharta dapat 
menunjukan hal tersebut yaitu filsafat hermeneutika 
member i  landasan kef i l safatan (ontolog ika l  dan 
epistemologikal) pada keberadaan Ilmu Hukum atau sebagai 
“filsafat ilmu dari ilmu hukum”. Pendapat ini penyimpulan 
dari pemikiran Gadamer dalam buku yang telah disebutkan di 
atas. Intinya bahwa ilmu hukum merupakan eksemplar 
hermeneutika in optima forma yang diaplikasikan pada aspek 
kehidupan bermasyarakat. Melengkapi pendapat tersebut, 
Gregory Leyh mengemukakan bahwa hermeneutika akan 
menempuh tugas ontologis (juga epistemologis) dalam 
hukum, yakni tugas yang berkenaan dengan hubungan yang 
tidak terelakan antara teks dan pembaca, masa lalu dan masa 
kini, yang memungkinkan terjadinya pemahaman. Tugas 
tersebut muncul dari kenyataan bahwa ilmu hukum selalu 
diimplementasikan untuk menyelesaikan masalah hukum 
konkret. Interpretasi dalam penemuan hukum tidak 
dilakukan hanya kepada teks yuridik melainkan juga 
menetapkan fakta‐fakta relevan dan makna yuridikalnya.

Hal yang perlu menjadi perhatian tentang uraian ini adalah 
tidak melulu menonjolkan eksistensi hermeneutika pada 
tataran filsafat hukum, melainkan berupaya menelusuri 
bagaimana hermeneutika menyentuh tataran yang lebih 

konkrit dari filsafat hukum yaitu tataran teori (ilmu) hukum 
serta menyentuh pula tataran paling praktis‐aplikatif dari ilmu 
hukum yaitu upaya penafsiran hukum oleh hakim dalam 
ruang‐ruang pengadilan. Oleh karena itu akan ditelusuri titik‐
titik temu antara hermeneutika dan penafsiran hukum untuk 
m e n g e t a h u i  s e j a u h  m a n a  p e m i k i ra n ‐ p e m i k i ra n 
hermeneutika telah terangkum dalam penafsiran hukum. 

Menurut Meuwissen, hermeneutika dalam hukum berperan 
dalam penemuan hukum yang merupakan kegiatan khas ilmu 
hukum, inti dari pengembanan hukum. Bagian penting dari 
kegiatan penemuan hukum adalah tindakan menafsir. 
Penemuan hukum merupakan proses yang menempatkan 
heuristika sebagai sentral bagi suatu www.keputusan hukum 
dan legitimasinya. Proses tersebut berjalan saling menutupi 
dan berkelindan dalam tahap pengambilan putusan (ex ante) 
maupun sesudahnya (ex post), faktor‐faktor faktual 
(psikologikal dan kemasyarakatan) dan argumentasi rasional 
memainkan peranan dalam penemuan hukum. Kekhasan  
itulah, yang membawa ilmu hukum kembali pada tradisi 
hermeneutika yang sudah sangat tua. 

Dengan kembali pada hermeneutika menunjukan bahwa 
arena sebuah keputusan hukum selalu mengimplikasi 
hubungan antara kaidah yang berupa momen‐momen 
normatif (peraturan perundang‐undangan) dan fakta yang 
berupa momen‐momen konkret (situasi/peritiwa konkret). 
Kedua momen ini akan saling mempengaruhi yang membuat 
ahli hukum memalingkan arah pandangan pada kedua 
momen tersebut secara terus menerus. Hubungan kedua 
momen tersebut menimbulkan hubungan sirkular (lingkaran 
tak berujung pangkal) yang selanjutnya akan terkait dengan 
pemikiran‐pemikiran dalam perkembangan hermeneutika itu 
sendiri. 

Konsep‐konsep penafsiran hukum telah berkembang berupa 
bentuk‐bentuk atau metode penafsiran yang selama ini telah 
dipergunakan oleh hakim seperti penafsiran gramatikal, 
sistematis, historis, sosiologis, teleologis dan varian‐varian 
yang berkembang kemudian. Apabila melihat inti dari 
hermeneutika adalah pemikiran yang lebih mendalam 
berkaitan dengan tindakan menafsir, maka menghubungkan 
hermeneutika yang telah berkembang di ranah filsafat 
dengan hukum, khususnya tindakan menafsir di tataran 
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aplikatif‐praktis, menjadi penting agar pengembanan hukum 
berjalan lebih baik lagi. Untuk mengetahui hubungan kedua 
tindakan menafsir tersebut maka perlu ditemukan titik‐titik 
temu dalam rangka mengetahui sejauh mana pemikiran 
hermeneutika telah terangkum dalam penafsiran hukum 
yang dipergunakan oleh hakim.

Untuk melakukan penelusuran dan pencarian titik temu pada 
uraian singkat ini, akan dikemukakan paparan ringkas dari 
bentuk‐bentuk hermeneutika. Pertama, hermeneutika 
metodologis pemikiran F.D.E. Schleiermacher dan Wilhelm 
Dilthey. Hermeneutika metodologis merupakan studi 
memahami teks yang menempatkan pencarian makna 
dengan sangat ketat yaitu kembali pada makna dalam teks 
melalui interpretasi gramatikal yang tetap memperhatikan 
maksud awal penulis melalui interpretasi psikologis. Kedua 
interpretasi tersebut menempati posisi yang berpengaruh 
dalam upaya menemukan makna yang pasti, tetap, statis dan 
final. Hasil penafsirannya bersifat reproduksi. Pemikiran 
Dilthey merupakan pengembangan dari pemikiran 
Scheleiermacher yang hadir lebih dahulu. 

Jadi  meskipun dikelompokan dalam satu bentuk 
hermeneutika, pemikiran keduanya tidak sepenuhnya sama, 
antara lain terkait posisi interpretasi psikologis yang tidak 
menjadi utama. Untuk menemukan makna dari teks adalah 
dengan re‐experiencing. Artinya bukan bertransformasi 
menjadi penulis seperti pemikiran Scheleiermacher, 
melainkan memahami kehidupan kebatinan penulis dengan 
menggali sejarah kehidupan dan pengalaman objektif penulis 
teks yang ditafsirkan. Hermeneutika oleh Dilthey 
ditempatkan sebagai metodologi dari ilmu‐ilmu humaniora.

Kedua, hermeneutika filosofis dari pemikiran Marthin 
Heidegger dan Hans‐Georg Gadamer yang tidak lagi hanya 
berada di wilayah metodologi dan epistemologi, melainkan 
adanya penggalian konsep ontologi dengan munculnya 
konsep prapemahaman (konsep awal/vorgriff) dari 
Heidegger yang kemudian dikembangkan oleh Gadamer yaitu 
prasangka (prejudice). Konsep tersebut menunjukan bahwa 
semua pihak (penulis, teks dan pembaca) yang terlibat dalam 
kegiatan pemahaman (penafsiran) selalu memiliki 
pemahaman yang sudah menetap dalam diri masing‐masing. 

Penafsiran di sini adalah menempatkan masing‐masing 
prapemahaman/prasangka yang berisi pengalaman‐
pengalaman sejarah bertemu dan menyatu (pemaduan/fusi) 
untuk menghasilkan pemahaman yang baru (lingkaran 
hermeneutika). Penafsiran di sini adalah menemukan makna 
yang mengandung aplikasi untuk masa sekarang (subtilitas 
applicandi). Jadi memahami atau menafsir dapat terlepas 
dari makna awal dari penulis meskipun dalam prosesnya 
tetap menelusuri ide awal. Penafsiran yang demikian 
diartikan sebagai proses memproduksi makna.
Ketiga, hermeneutika kritis yang dikemukakan oleh Jürgen 
Habermas, dapat dikatakan sebagai pengembangan pada sisi 
lain hermeneutika filosofis. Di samping sebagai proses 
pemahaman makna, hermeneutika merupakan proses untuk 
menyingkap makna atau maksud tersembunyi yang sengaja 
disematkan atau ditempelkan kepada teks. Dengan 

menempatkan teks yang memiliki sejarah kehidupannya 
sendiri, perjalanan sejarah teks dapat menyimpan maksud 
atau siasat tersembunyi akibat pemahaman‐pemahaman 
yang disematkan atau ditempelkan pada teks. Makna atau 
siasat tersembunyi merupakan distorsi yang tidak hanya 
menempel pada teks dan penulis, melainkan juga pada 
pembaca ketika membaca atau menafsir teks. Hermeneutika 
bertugas untuk mencurigai berbagai makna yang terdistorsi. 
Jadi, tugas utama yang lain dari hermeneutika adalah 
menyingkap maksud dan siasat tersembunyi dari penulis, teks 
dan pembaca guna menjernihkan makna yang diperoleh.

Keempat, hermeneutika reflektif yang dikembangkan oleh 
Paul Ricouer merupakan refleksi dari berbagai konsep 
hermeneutika sebelumnya tetapi dengan bobot yang lebih 
mendalam. Pemikirannya antara lain adalah konsep otonomi 
teks yang terkait konsep distansiasi. Kedua konsep ini 
menunjukan bahwa selain makna teks terlepas dari maksud 
penulisnya, makna teks juga terlepas dari pemahaman 
audiens awalnya (pihak yang menjadi adressat awal). Konsep 
lainnya adalah upaya mengkaitkan perdebatan dari pencarian 
makna subjektif (the world in front of the text) dalam 
kerangka makna objektif (the world behind of the text). 

Konsep ini terkait dengan konsep hermeneutical arc, 
penempatan dua topik yang menjadi perdebatan dalam 
filsafat, membentuk alur linear pada sebuah proses 
pencarian makna. Di satu sisi pencarian makna objektif 
(erklären) menjadi kerangka yang menempatkan pencarian 
makna subjektif (verstehen), di sisi lain pencarian makna 
subjektif akan diperoleh objektivitasnya melalui pencarian 
makna objektif. Selain itu, penafsiran harus mencapai 
apropriasi (appropriate) bagi penafsir.

Mengenai berbagai bentuk penafsiran hukum dan varian‐
variannya, secara ringkas dapat dikategorikan berdasarkan 
karakternya. Kategori tersebut mengambil dasar pada 
pengelompokan yang berkembang pada penafsiran 
konstitusi (penafsiran hukum terhadap konstitusi) yaitu 
penafsiran originalism dan non‐originalism. Penafsiran 
originalism memiliki titik tolak pada pencarian makna 
orisinal; teks tidak berubah, sesuai dengan makna orisinal 
penulis; sifat penafsiran tertutup, kembali hanya kepada teks, 
frasa atau istilah yang ditafsirkan; tidak menafsir teks/konteks 
diluar dari teks yang ditafsir; hakim membatasi diri untuk 
hanya menafsir segala yang mengemuka/ eksplisit dalam teks 
yang ditafsirkan. Penafsiran hukum yang dikategorikan dalam 
penafsiran originalism adalah penafsiran  gramatikal, otentik, 
sistematis,  historis, komparatif dan restriktif. 

Penafsiran non‐originalism bertitik tolak pada upaya 
memperoleh jawaban dari bagaimana suatu ketentuan dapat 
menjadi seperti itu; setiap teks mengalami pergeseran; sifat 
penafsiran terbuka, artinya pencarian makna tidak terbatas 
pada pengertian asli dari teks, frasa atau istilah yang dimuat, 
melainkan juga mencari makna yang berkembang dari 
masyarakat. Hakim harus memiliki keberanian untuk 
menetapkan dan menegaskan norma‐norma yang tidak 
ditemukan secara eksplisit dalam peraturan perudang‐
undangan. Penafsiran hukum dalam kelompok ini adalah 
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penafsiran sosiologis, teleologis, futuristis (antisipasi) dan 
ekstensif.

Uraian singkat bentuk‐bentuk hermeneutika dan penafsiran 
hukum tersebut, dapat menggambarkan titik‐titik temu 
antara hermeneutika dan penafsiran hukum serta sejauh 
mana pemikiran hermeneutika telah terangkum dalam 
karakter penafsiran hukum, sebagai berikut :

Pertama, Hermeneutika metodologis terangkum dalam 
penafsiran hukum yang dikualifikasikan memiliki karakter 
originalism.  Mengutamakan penafsiran terhadap teks yang 
ditafsirkan, pencarian makna objektif, tetap dan final.

Kedua, Hermeneutika filosofis dan hermeneutika kritis 
dengan konsepnya masing‐masing terangkum pada 
penafsiran hukum yang dikualifikasikan memiliki karakter 
sebagian originalism dan seluruh penafsiran non‐originalism 
yaitu penafsiran historis, original intent, komparatif, 
sosiologis, teleologis, struktural dan futuristis. Penafsiran 
tidak hanya kembali pada teks yang ditafsirkan, melainkan 
juga teks dan konteks yang berada di sekeliling teks yang 
ditafsirkan. Makna yang diperoleh terlepas dari penulis awal 
karena dihubungkan dengan konteks ketika teks ditafsirkan. 
Meskipun terlepas dari penulis awal, menafsirkan tetap 
memperhatikan ide (cita) dari penulis awal.

Ketiga, Hermeneutika reflektif terangkum pada seluruh 
penafsiran hukum. Mengingat konsep‐konsep dari 
hermeneutika reflektif adalah refleksi dari bentuk‐bentuk 
hermeneutika sebelumnya. Dengan demikian, pemikiran dari 
hermeneutika reflektif telah terangkum pada seluruh bentuk‐
bentuk penafsiran hukum sesuai dengan karakter dari 
masing‐masing penafsiran hukum tersebut.

Pemikiran hermeneutika yang telah terangkum dalam 
penafsiran hukum memperlihatkan bahwa hermeneutika 
telah digunakan dalam upaya penafsiran hukum. Dapat 
disimpulkan, bahwa pada dasarnya hermeneutika bukanlah 
bentuk baru dalam penafsiran hukum.  Namun jika dicermati 
lebih lanjut, terdapat beberapa konsep yang dapat dilibatkan 
atau berkontribusi lebih lanjut pada penerapannya dalam 
penafsiran hukum, antara lain konsep wirkungsgeschihte dan 
subtilitas aplicandi dari hermeneutika filosofis; hermeneutika 
kedalaman (dept hermeneutics) dari hermeneutika kritis; 
hermeneutical arc dan appropriation dari hermeneutika 
reflektif. 

Hanya dalam penerapan konsep‐konsep tersebut tetap perlu 
pembatasan, mengingat beberapa karakter hukum yang 
harus menjadi perhatian. Pertama adalah unsur keadilan, 
kemanfaatan dan kepastian hukum yang harus selalu melekat 
pada penafsiran hukum. Kedua adanya unsur otoritatif dari 
teks yang ditafsirkan dan upaya dalam menafsirkan. Apabila 
kedua hal tersebut tidak memperoleh perhatian, maksud 
keterlibatan hermeneutika untuk membantu upaya 
penafsiran hukum justru dapat merugikan tujuan hukum itu 
sendiri. 

Bagi area yang lebih konkrit misalnya di ruang‐ruang 
pengadilan, ada beberapa hal teknis yang perlu menjadi 
perhatian. Pertama, faktor‐faktor yang terlibat dalam proses 
hukum di pengadilan perlu diterjemahkan terlebih dahulu ke 
unsur‐unsur pelaku dalam hermeneutika yaitu penulis, teks 
dan pembaca/penafsir. Kedua, hermeneutika hanya 
membantu upaya penafsiran, bukan untuk menggeser 
penafsiran hukum yang telah diterapkan. Ketiga, hakim serta 
para pengemban hukum lain yang berkepentingan harus 
memiliki pemahaman konsep‐konsep dari hermeneutika. 

Hal yang terakhir menjadi penting, karena beberapa konsep 
hermeneutika dapat melatarbelakangi putusan‐putusan 
yang diwarnai unsur subjektifitas. Padahal putusan hakim 
bagaimana pun haruslah obyektif dan adil. Oleh karena itu 
hakim harus tetap memperhatikan dan menemukan elemen‐
elemen objektivitas dalam penafsirannya. Caranya adalah 
tetap menempatkan penafsiran‐penafsiran hukum yang 
mengutamakan unsur objektivitas seperti gramatikal, 
sistematis, otentik, dan historis sebagai kerangka utama 
sebuah putusan, serta konsep hermeneutika yang 
menempatkan unsur objektivitas sebagai kerangka bagi 
pertimbangan subjektif, mengingat dari sisi tertentu 
hermeneutika justru memberi tekanan lebih besar pada 
unsur obyektivitas, bahkan memperluas kemungkinan 
penggalian ke arah itu (khususnya pada hermeneutika 
metodologis, kritis dan reflektif).

Rahmani Puspitadewi (kelima dari kiri) sesaat setelah menempuh
Ujian Disertasi Terbuka Doktor Ilmu Hukum Unpar

Rachmani Puspitadewi, dosen tetap Fakultas Hukum Unpar 
sejak 2005, Wakil Dekan II FH Unpar (2007-2011)
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Point of View

Who’s Got the Last Laugh in Indonesia?

The Value of Humour
in the East and the West

sycho‐babblers ranging from talk show host Oprah PWinfrey to cabbies tend to draw attention to the 
health benefits of laughter, which may soothe tension 

and relieve stress (the Number One Killer in Europe) – giggles 
can stimulate the organs, facial muscles, improve your 
immune system, and even alleviate severe or chronic pain. 
This view of humour seems to ignore the fact that sadistic 
humour, tendentious jokes at the expense of others 
(Schadenfreude or pleasure derived from someone's ill‐
fortune or life's pratfalls) may cause mental pain and 
suffering, and that laughing at someone is an obvious form of 
bullying. It also fails to appreciate the socio‐philosophical 
value of self‐deprecating humour based on introspection and 
the resulting self‐knowledge and modesty. 

Humour can be a way of coping with the absurdities and 
unfairness of life, especially when extended to the 
unconscious, so similar to dreams. Expressing opinions or 
feelings about socio‐political repression (in the shape of a 
Javanese or Sundanese puppeteer incorporating sarcastic 
commentary into his performance, or a Bataknese stand‐up 
comedian making fun of himself as a newcomer in Jakarta) 
serves to let off steam that would otherwise lead to 
frustration, lethargy and depression. This is surely the reason 
why dictatorial types and utterly humourless fanatics 
generally leave no stone unturned to persecute, imprison, 
torture, stifle or altogether eliminate humourists, especially 
parodists who ridicule them or show “the Emperor's New 
Clothes” to be non‐existent, as in Andersen's fabulous tale. 
Jokes range from the benign, subtle wit of wordplay (puns) to 
the acerbic comments seen in political satire and caricatures, 
and from the highbrow literary irony of Jonathan Swift's 
portrayal of pseudo‐academic nitwits in Gulliver's Travels to 
the slapstick comedy of the Indonesian Warkop trio.

One of my Bahasa Indonesia teachers in Yogyakarta asked my 
group of English and Dutch volunteers if we felt lonely, 
estranged or isolated. The unanimous answer was that we felt 
“out of it” when watching an episode of the Javanese comedy 
show Srimulat – the local audience would double up with 
laughter at the rapid‐fire repartees that made no sense to us, 
even in translation. We did see the comedy in the topsy‐turvy 
hierarchy (the servant outsmarting his master), but the rest 
was lost on us. By the same token, our teachers would tell us 
how disturbing they found the surreal improvised humour of 
the iconoclastic English comedy troupe called Monty Python, 
particularly when it kicked against bourgeois and hypocritical 
shins of the middle class they aspired to. As a Dutchman, I 
noticed that Indonesian humour often functions as a social 

leveller, that is to say arrogant , pompous big shots are taken 
down a peg or two when they get too big for their boots or 
look down on their own humble origins, “Kacang sudah lupa 
pada kulitnya”. 

In the Dutch Sinterklaas tradition, children receive presents 
with a highly critical poem, in which the weaknesses and 
shortcomings of the recipients are highlighted in 
unforgettable ways, with rhyming nicknames that stick well 
into old age. In the communal society of Indonesia, there is 
nothing quite as delightful as causing shared hilarity, for 
instance when riding the angkot. I recently told a driver that 
my stop was “Ayam Suharti” on Jalan Cipaganti. He 
commented, “Isn't she dead, this Suharti lady?” I replied, 
“Yes, she is – but then, so are her chickens, I hope!”. The latest 
form of popular comedy is called Cringe Humour (based on 
taboo areas and frustrating experiences at puberty) that 
deliberately makes the audience's collective toes curl. 

m.lakeybanget.com
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Its English exponents are Ricky Gervais and Sacha Baron 
Cohen (as the buffoon Borat) and the American Larry David. 
An earlier generation of comedians like Woody Allen and the 
late, great Gene Wilder made rather more sophisticated 
comedies, excelling at a kind of observational humane 
humour that tends to appeal to both East and West, of which 
Rudyard Kipling famously said that “never the twain would 
meet”. Keep smiling!

Frank Landsman, MA  is 
currently Academic Advisor in 
the Foreign Language Section of 
P a r a h y a n g a n  C a t h o l i c 
U n i v e r s i t y ' s  C a r e e r 
D e v e l o p m e n t  C e n t e r 
(PPK/Unpar), where he has 
taught Toefl preparation courses 
and Academic Writing and 
Presentation Skills, written and 
c o m p i l e d  T o e f l  T e s t s , 
coursebooks and teaching 

materials, and edited and translated academic papers/theses. 
Hailing from Amsterdam, Frank studied English Linguistics 
and Literature at the University of Amsterdam (BA, 1984) and 
won a scholarship to the University of Exeter in Devon, 
England, where he specialized in American and Comparative 
Literature (MA cum laude, 1988). 

He first came to Indonesia as a Teacher Trainer/English 
lecturer under the auspices of Voluntary Service Overseas 
London/The British Council, and has taught English on Java 
for two decades, in Tuban, Jombang, and Bandung. He has 
been married to a lady from Surabaya named Widiyastutik 
(who joined him in the Caribbean for 3 years) since 1996, and 
has been blessed with two delightful Eurasian children, Anna 
Bella and Alexander Agung. His hobby is making music, and 
he has made over 330 music videos for YouTube as the neo-
Presleyan crooner Frankie Paradiso and the Renaissance Bard 
Francesco d'Amstelredamo, garnering 70,000 views so far.

96 orang mahasiswa yang berasal dari Hongkong, India, Indonesia, Jepang, Korea, Filipina, Taiwan, dan Thailand, mengikuti 
ACUCA (Association of Christian Universities and Colleges in Asia) Student Camp yang diselenggarakan pada 22-26 Agustus 
2016 di Ciwidey Jawa Barat. Unpar, sebagai Sekretariat ACUCA 2014-2016, bertindak selaku tuan rumah.

Kegiatan yang mengusung tema Local Spiritualities and Everydayness: Promoting Religious Conversation in Christian Higher 
Education ini mengajak para peserta untuk membagikan ide, pengetahuan, pengalaman mereka, serta mendorong peserta untuk 
memahami budaya lokal Indonesia. Selain mendengarkan keynote speech dan sharing group discussion, peserta juga mengikuti 
kunjungan ke Desa Rawabogo dan Gunung Padang.

(lamanUnpar)
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mereka mengarak bayi itu 
mengelilingi taman tersebut. 
Paraj i  menggendong bayi 
s a m b i l  m e m b awa  ka n j u t 
kundang (semacam kantong 
kain). Paraji mengisi kantong 
tersebut dengan obat‐obatan 
bayi, pisau kecil dan sejenis 
t a n a m a n  u m b i ‐ u m b i a n 
(sebangsa kunyit) yang bernama panglay. Rumput tersebut 
biasa digunakan sebagai obat, penolak bala, dan pengusir 
roh‐roh jahat. Selain itu, paraji juga membawa buah‐buahan 
dan makanan lainnya. 

Selama berkeliling rumah, kebun dan taman, paraji 
mengambil sejumput tanah dan dimasukkan ke dalam kanjut 
kundang .  Ia  pula  mengunyah umbi  panglay  dan 
menyemburkan kunyahan tersebut pada tanah tadi. Tentu 
saja tujuannya mendoakan si jabang bayi agar selalu sehat 
wa'alfiat, baik jiwa maupun raganya. Sementara itu, tanah 
yang diambil dapat menyimbolkan ingatan si anak pada 
tempat kelahiran, pada orangtua dan tradisi yang sudah 
membesarkan dia, agar si anak jangan sampai melupakan 
tradisi tersebut. 

Arak‐arakan si jabang bayi akan berhenti di pintu masuk 
rumah. Di situlah, para sesepuh, sanak saudara, dan warga 
menabur sawer. Haji Hasan Mustapa menyatakan sawer yang 
digunakan sama dengan sawer pengantin (2010:41). 
Makanan dan buah‐buahan yang dibawa keliling kemudian 
disajikan kepada saudara‐saudarinya dan anak‐anak dalam 
lingkungan tersebut. Biasanya mereka akan menyantap habis 
makanan dan buah‐buahan itu. 

Setelah selesai berkeliling, paraji menyerahkan anak pada ibu 
dan ayahnya supaya mereka mengambil alih peran pengasuh 
dan berupaya sungguh‐sungguh merawat anak. Paraji 
memang memiliki peran penting dalam proses pengasuhan 
anak walaupun dia adalah pengasuh pengganti di luar 
keluarga. Tradisi Sunda menyebut peran paraji ini sebagai 
Nini Maranak (Mustapa 2010:244). Istilah lain untuk paraji 
adalah indung beurang (Mustapa 2010:50). Dari dua istilah 
itu jelaslah bahwa bidan tradisional ini termasuk orang yang 
dituakan dan dihormati, karena dialah yang membantu 
kelahiran dan orang pertama yang mengasuh jabang bayi 
pada hari‐hari pertama setelah kelahiran. Bidan ini  juga yang 
menangani dan merawat tali pusar si jabang bayi (tembuni) 
(lih. Mustapa 2010: 32‐35). 

Sementara itu, penyerahan ini juga menandai saat orangtua 
berfungsi penuh sebagai pengasuh dan pendidik anak. Paraji 
akan tetap berperan penting dalam memberi nasihat dan 
petunjuk kepada ibu si anak dalam merawat dan mengasuh si 
jabang bayi. Misalnya, cara memandikan, cara membungkus 
si bayi dengan kain, dan petunjuk praktis bagi ibu dalam 
merawat dan mengasuh si bayi. Paraji juga mengajarkan 

Parahyangan

alam edisi yang lalu, kami mulai menulis tentang adat Distiadat Sunda dalam lingkaran hidup manusia, yakni 
proses kehamilan dan kelahiran anak. Mengandung 

jabang bayi dan melahirkannya bukan saja perkara memiliki 
keturunan bagi orang tua. Tradisi Sunda menegaskan pula 
peristiwa ini sekaligus merayakan sebuah hidup baru. Hidup 
baru yang mewujud dalam diri sang bayi sedemikian berharga 
sehingga orangtua, sanak saudara, termasuk bidan 
tradisional (paraji) harus menjaga si jabang bayi ini dengan 
berbagai cara. Perayaan‐perayaan dilakukan untuk 
mengingatkan orangtua, sanak saudara dan warga desa agar 
senantiasa merawat dan menjadikan si jabang bayi anggota 
keluarga mereka. Lebih dalam lagi, si jabang bayi menjadi 
bagian dari kehidupan yang dihidupi warga setempat dalam 
lingkungan mereka. 

Tradisi Sunda tetap menganjurkan agar orangtua senantiasa 
merawat dan menjaga si anak sampai ia siap membangun 
keluarganya sendiri. Dalam rangka mengasuh sebaik‐baiknya 
itu, orangtua kerap berjanji: “bila anak laki‐laku panjang 
umur, sampai waktunya dikhitan atau dikawinkan, kalau anak 
perempuan akan mempunyai suami, saksikanlah oleh semua, 
hendak diadakan nayuban (ngibing) atau wayang, atau 
pantun” (Mustapa, 2010:44). Berdasarkan janji tersebut, 
perawatan anak tidak hanya dilakukan sehari‐hari. Tradisi 
Sunda memiliki hari‐hari khusus untuk merayakan kaul 
orangtua tersebut pada anak. Hari‐hari khusus ini berkenaan 
dengan slametan, atau kenduri, atau perayaan bersama. 
Dalam edisi kali ini, kami mengangkat salah satu perayaan 
hari‐hari khusus tersebut, yakni 'menurunkan bayi/anak' atau 
'ngalungsurkeun', (Mustapa 20101:40‐44). 

Upacara Ngalungsurkeun

Setelah bayi berusia 7 hari atau 40 hari, tiba waktunya bagi si 
jabang bayi untuk dibawa keliling rumah oleh bidan 
tradisional, atau Paraji. Saat untuk membawa bayi keliling 
rumah dan kebun ini disebut upacara menurunkan bayi atau 
ngalungsurkeun. Upacara ini bukanlah sebuah keharusan. 
Haji Hasan Mustapa menganjurkan upacara ini diadakan jika 
kedua orangtuanya mampu merayakannya. Upacara ini 
mengundang sanak saudara, sahabat dan para sesepuh di 
sekitar rumah orangtuanya. 

Biasanya, pagi hari adalah waktu yang tepat untuk 
mengadakan upacara ini. Golongan priyayi Sunda biasanya 
sudah menyiapkan upacara ini semalam sebelum hari 
pelaksanaannya. Pada malam persiapan itu, tembang atau 
solawat Maulud dinyanyikan (Mustapa 2010:40). Pada hari 
perayaan tepat pukul 07.00 atau 08.00, bidan tradisional atau 
Paraji didampingi kedua orangtua bayi, keluar dari rumah, 
berjalan mengelilingi rumah dan kebun. Jika ada taman kecil, 

Stephanus Djunatan

Upacara Menurunkan Anak
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mantera‐mantera atau ucapan‐ucapan bermakna kepada ibu 
dalam mengasuh anak. Haji Hasan Mustapa mencontohkan 
tindakan ibu ketika si jabang bayi menguap lebar. Ibu 
sebaiknya mengatakan 'sup bayu ka kurungan' ('masuklah 
angin ke dalam kurungan' – terjemahan penulis) sambil 
menutup mulut anaknya dengan jarinya saat anaknya 
menguap lebar. Ucapan tersebut bermakna pengajaran 
kepada si anak agar menutup mulutnya ketika menguap 
(2010:43). 

Bidan tradisional ini juga meneruskan pengetahuannya 
tentang pantangan dan tabu yang diikuti si Ibu dan yang akan 
diturunkan lagi kepada anaknya. Misalnya, bayi tidak boleh 
ditidurkan di mana saja, tidak boleh di bawa ke pelimbahan. 
Jika cuaca buruk, dan terjadi badai dan petir, ibu harus 
mendekap anaknya. Ibu menandai anaknya dengan cakra 
silang dengan arang di dapur atau yang menempel di periuk 
tembaga. Jika ada anggota keluarga atau orang lain dekat 
rumah yang meninggal, ibu menandai kuping anaknya 
dengan cakra. Ibu mengunyah panglay atau ramuan untuk 
mengobati demam, dan menyemburkannya ke ubun‐ubun si 
bayi (Mustapa 2010:46‐47). Pantangan dan tabu ini 
sebenarnya menyiratkan 'patokan‐batasan' penting dalam 
upaya pengasuhan dan pendidikan anak. Jika orangtua serius 
dalam proses pengasuhan dan pendidikan, mereka berupaya 
mengikuti patokan‐batasan ini agar wujud kehidupan baru, si 
anak, yang dipercayakan kepada mereka dapat tumbuh dan 
berkembang dalam kondisi yang sehat bagi jiwa dan raganya.

Kita sebagai Paraji

B a ra n g ka l i  k i ta  m e n a r i k  i n s p i ra s i  d a r i  u p a ca ra 
Ngalungsurkeun dengan memperhatikan peran bidan 
tradisional, paraji, sebagai pendidik‐pengganti dan penerus 

tradisi kepada orangtua dan anak. Baik tenaga pendidik 
maupun kependidikan di Universitas ini dapat berperan 
seperti paraji, dalam melakukan pendidikan orang muda. 

Kita dapat mengandaikan para mahasiswa sebagai 'si jabang 
bayi' yang baru saja mentas dari dunia remajanya. Dalam 
pengandaian ini, kita menggantikan peran orangtua dalam 
hal mengasuh dan mendidik mereka di sini. Ternyata, bekerja 
di perguruan tinggi tidak hanya perkara mencari nafkah buat 
kita sendiri. Karya kita di sini tidak hanya 'mengulang apa yang 
ada dalam buku teks kepada mahasiswa. Nyatanya, Kita 
mengemban tugas atau panggilan lain: mengasuh dan 
mendidik mahasiswa sebagai 'orangtua pengganti'. Kita 
membantu para mahasiswa sedemikian rupa sehingga 
mereka mengembangkan jiwa dan raganya.

Tentunya, kita akan berjumpa dengan para orangtua para 
mahasiswa, biasanya pada awal tahun perkuliahan untuk 
mahasiswa baru. Kepada para orangtua tersebut, kita 
meneruskan tradisi pendidikan yakni memanusiakan orang 
muda sedemikian rupa sehingga para orangtua merasa 
dilibatkan dalam proses pendidikan mahasiswa di sini. Tentu 
saja, penerusan tradisi pendidikan dapat kita lakukan dengan 
cara‐cara yang kreatif, sinergis dan terkini. Upaya‐upaya 
mendidik ini tentu saja berujung pada merawat dan menjaga 
kehidupan baru yang dipercayakan kepada Alma Mater 
ini.***

 
Sumber utama: H. Hasan Mustapa, Adat istiadat Sunda, terj. 
M. Maryati Sastrawijaya, (Bandung: Penerbit Alumni, 2010)

www.galamedianews.com

Dr. Stephanus Djunatan, Ketua Program Pendidikan 
Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Katolik 
Parahyangan. 
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Indonesian airports without requiring intergovernmental 
agreements. However, airlines obviously still need to respect 
the landing/takeoff slots that are granted by the authorities 
of these five Indonesian airports. Slots are always capped to a 
certain figure by all airports around the globe due to limited 
capacity.

There exists ongoing concern that Indonesia's airlines will not 
be competitive enough to compete with their Southeast 
Asian counterparts for market share in regional routes.

Due to the geographic makeup of the region as well as the 
vibrant and rapidly expanding middle class segment, the Asia‐
Pacific has been one of the world's fastest growing regions in 
terms of air travel, especially supported by the presence of 
many low‐cost airlines that are in fierce competition for 
market share. However, there remain concerns about 
aviation safety standards in this region (these standards did 
improve over the past decade but at a rather slow pace). For 
example, there are more than 60 airlines registered in 
Indonesia. However, only four are allowed to fly to the 
European Union (primarily due to safety concerns): Garuda 
Indonesia, AirAsia Indonesia, Airfast Indonesia, and Ekspres 
Transportasi Antarbenua (Premiair). All other Indonesian 
airlines are banned from flying to the EU and the US 
(  Investments, 18/04/2016).Indonesia

Huge Market

Airline industry expects the Southeast Asian market to 
become ever more important in the near future with the 

pen skies refers to the general policy concept of Oliberalizing international aviation markets and, 
strictly speaking, means that a carrier of one state 

will have unrestricted access into the sovereign territory of 
another state without any written agreement specifying 
capacity, points of destination/ departure or schedule of 
services. In other words, an open skies policy would allow the 
foreign carrier of one state to land at any airport of another 
state on any number of occasions with unlimited seat 
capacity.

The agreement requires each ASEAN member state to fully 
open up their international airports to other ASEAN member 
states and eliminate restrictions on the frequency and 
maximum capacity of flights. Some member states have 
included significant reservations to the agreement in their 
domestic implementing legislation and policies.

Five Indonesian airports

The presidential regulation confirms Indonesia's earlier 
commitment to fully join ASEAN's Open Sky policy. However, 
it does not mean airlines in the ASEAN region can freely fly to 
Indonesia. Only five Indonesian airports are part of the policy: 
Soekarno‐Hatta International Airport (just outside the capital 
city of Jakarta), Kualanamu International Airport (North 
Sumatra), Juanda International Airport (East Java), Ngurah Rai 
International Airport (Bali), and Sultan Hasanuddin 
International Airport (South Sulawesi).

ASEAN‐based airlines can fly to these five designated 
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ASEAN

Huge market for aviation industry

ASEAN Open Sky Policy
Through the implementation of Presidential Regulation No. 12 / 2016, Indonesia 
confirmed its participation in the ASEAN Open Sky Policy (also known as the ASEAN 
Single Aviation Market). By enhancing connectivity the ASEAN member nations target to 
boost the region's economic growth. The International Air Transport Association (IATA) 
estimates that ASEAN countries can add almost 25 million jobs and USD 298 billion to 
the region's GDP by 2035 if they invest in aviation infrastructure. This is up from 11.6 
million jobs and USD 144.4 billion to GDP in 2014.

Source: Garuda Indonesia



A i r b u s  A 3 2 0 s  a n d 
Boeing 737s, they say. 
"Many of the region's 
airlines are beginning to 
recognise the potential 
advantage of  r ight‐
s i z i n g  a n d  t h e 
ratification of ASEAN 
open skies, we feel, will 
simply accelerate the 
process," said Mark 
Dunnachie, who leads 
Embraer's aircraft sales 
in the Asia‐Pacific.

Airport Capacity and Quality

While there will clearly be winners from the open skies deal, 
the full gains could be limited by airport constraints. 
Bangkok's Suvarnabhumi Airport, Ninoy Aquino International 
Airport in Manila, and Jakarta's Soekarno‐Hatta International 
Airport serve Southeast Asia's three biggest domestic 
markets of Thailand, the Philippines and Indonesia 
respectively. All have reached full capacity with congestion 
and delays the norm, creating spillover problems for smaller 
airports in those countries as well. Singapore's Changi Airport 
is the exception. Despite having relatively little domestic 
traffic, it has three terminals which can handle 66 million 
passengers and served 55 million in 2015, the most in 
Southeast Asia; work has begun on two more terminals [The 
Star 18/05/2016].

The Government of Indonesia intends to make the new 
Terminal 3 at Soekarno‐Hatta International Airport a major 
gateway for tourism. “We understand that the government is 
currently boosting efforts to welcome a higher number of 
tourists. We will step up efforts, especially in catering to 
international flights, and hopefully Terminal 3 can be a leap in 
service for Indonesian and international tourists,” 
Transportation Minister Budi Karya Sumadi said. Budi 
expressed hope that the new terminal would be used as a 
transit airport by foreign tourists. The new terminal will cater 
to both domestic and international flights of the national flag 
carrier Garuda Indonesia [Antara 08/08/2016].

As a whole, Soekarno‐Hatta International Airport should then 
be (directly) connected to more than 70 countries across the 
globe (up from 30 countries in 2015). This would imply that 
Jakarta's airport becomes on par with the Kuala Lumpur 
International Airport in Malaysia. However, to compete with 
Singapore's Changi Airport, which is directly connected to 
more than 100 countries across the world, will require more 
time. However, Indonesian authorities are eager to create 
enough quality and quantity in terms of airport facilities at 
Soekarno‐Hatta International Airport in order to overtake the 
leading positions of Singapore and Kuala Lumpur by the year 
2021. Welcome, ASEAN Open Sky Reality.  (PX)

implementation of the 
A S E A N  o p e n ‐ s k i e s 
policy and economic 
integration. ASEAN's 
o p e n ‐ s k i e s  p o l i c y 
removes tar i ffs  and 
carr iers  are free to 
o p e rate  a c ro s s  t h e 
ASEAN market, Air Asia 
CEO Tony Fernandes 
said to The Jakarta Post 
(25/04/2016). Intra‐
ASEAN travel will create 
h u g e  r e v e n u e s  f o r 
airlines as was the case 
in the European market.

There are problems in Europe as well, bureaucracy, social 
systems, but every economic union has created great wealth 
for the countries involved, said Fernandes. He said 879 million 
travelers within the EU, 106 million from Europe's top‐six 
countries, contributed EUR 91 billion to the GDP of the 
member countries. There is not much difference between 
ASEAN and the EU, in terms of population, he asserted. The 
EU's population is 508 million, served by 4,350 planes, 
compared with 1,600 planes in ASEAN, it is expected Europe 
will have 8,010 planes by 2032 and there will be 3,490 in 
Southeast Asia. Fernandes predicted that there would be 
95,000 pilots and 101,000 technicians by 2034. 

Low‐cost airline groups and manufacturers of smaller 
passenger aircraft will be among the main winners after 
Southeast Asia's open skies agreement finally came into 
effect, although airport capacity constraints could limit the 
benefits. Hubs like Singapore, which have a clear expansion 
plan, could gain from an increase in air services, as will budget 
carriers which are ideal for a region where no two points are 
more than a few hours apart, say analysts. 

"Airlines can launch any number of international flights as the 
market can support," said Alan Tan, an aviation law professor 
at the National University of Singapore. "Travellers can thus 
look forward to more flights at more competitive prices." 
Dominant low‐cost airlines like Malaysia's AirAsia, Indonesia's 
Lion Air, and Philippine carrier Cebu Pacific plan to do just that 
[Reuters 17/05/2016].

Full service airlines like Thai Airways, Garuda Indonesia and 
Philippine Airlines, which have lost market share to budget 
carriers over the last decade, say they plan to use their long‐
haul network to connect passengers to their Southeast Asia 
services. The Singapore Airlines group has an additional 
advantage, given its ability to operate services using two 
premium brands and two low‐fare subsidiaries, analysts say.

Reuters reports that the opening up of regional destinations 
can also boost manufacturers of 70‐130 seater aircraft, like 
Brazil's Embraer, Canada's Bombardier and ATR, a joint 
venture between Airbus and Italy's Finmeccanica. These 
planes can serve some routes more profitably than the larger 
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Denyut

Gedung Baru itu Mulai Digunakan

tenaga penunjang lainnya akan 
memiliki etos kerja yang bisa 
diandalkan. Jadi, gedung ini bukan 
sekadar gedung melainkan ada makna 
di balik gedung ini yang diharapkan 
menjadi tempat yang nyaman aman 
untuk berkarya dalam memajukan para 
mahasiswa yang mempercayakan diri 
kepada kita”, tambah beliau.

Acara dilanjutkan pemberkatan seluruh 
ruangan gedung dengan memerciki air 
suci dan disambung dengan sambutan‐
sambutan dan ramah tamah. Gedung 
PPAG ini akan digunakan oleh Fakultas 
Teknik mulai tahun akademik 
2016/2017.
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umat, 5 Agustus 2016, bertempat Jdi Gedung Pusat Pembelajaran 
Arntz‐Geise, dilangsungkan misa 

syukur dan pemberkatan Gedung PPAG 
Tahap 1. Misa dan pemberkatan 
dipimpin oleh Pst. B. Hendra Kimawan 
OSC. Hadir dalam perayaan ini, 
Pengurus Yayasan, Pimpinan 
Universitas dan segenap kepala unit 
kerja, pegawai, mahasiswa, dan para 
undangan. 

“Dunia pendidikan harus terus menerus 
mencari dan merenungkan hati agar 
hidup semakin bermakna. Dunia 
pendidikan harus terus menerus 
membangun, mengupayakan agar 
manusia bisa menjadi lebih baik hari 
demi hari,” ujar beliau. “Dari tempat 
ini, dari gedung ini, demikian juga dari 
seluruh lingkungan Universitas Katolik 
Parahyangan agar lahir manusia‐
manusia muda yang berdedikasi tinggi 
demi meningkatkan martabat manusia. 
Dari tempat ini, para dosen akan 
membuktikan bahwa mereka adalah 
orang‐orang yang bisa diandalkan. 
Mereka akan membuktikan lewat tri 
dharma mereka yang berkualitas. Dari 
tempat ini, tenaga kependidikan dan (laman Unpar/Foto: Unpar Press)
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Denyut

Dies Communitatis ke-47 Fakultas Filsafat

kontekstual adalah aktifitas membuka 
kultur dan aktifitas membuka tradisi 
gereja.

Berdasarkan penelusuran karya 
Schreiter, Frans Borgias dengan 
menggunakan metafora yang diangkat 
Sendmak, bertindak layaknya koki 
dusun (a village cook) mengembangkan 
teologi lokal‐kontekstual dalam rangka 
apresiasi kultur dan tradisi Manggarai 
yang berproses membentuk jati diri di 
tengah gelombang globalisasi yang 
dahsyat. Orang Manggarai pada 
dasarnya adalah manusia ritual. 

Setelah orasi, kegiatan dilanjutkan 
dengan pagelaran kreasi dari para 
mahasiswa dan ramah tamah.

iawali dengan Misa Syukur Dyang dipimpin oleh Romo R.P. 
Basillius Hendra Kimawan, 

OSC, serangkaian kegiatan Dies 
Communitatis Fakultas Filsafat 
Universitas Katolik Parahyangan 
dilaksanakan pada Kamis, 11 Agustus 
2016. Kegiatan ini juga dalam rangka 
pembukaan tahun akademik 2016‐17 
dan menyambut para mahasiswa baru, 
baik untuk program Sarjana Filsafat 
maupun program Magister Ilmu 
Teologi.

Hadir dalam peringatan dies 
communitatis, pimpinan Universitas, 
para kepala unit kerja di lingkungan 
Unpar, segenap civitas academica 
Fakultas Filsafat, serta para undangan. 
Setelah misa, rangkaian peringatan 
dilanjutkan dengan sambutan dari 
Dekan Fakultas Filsafat dan Rektor 
Unpar.

Orasi dies kali ini berjudul: Membangun 
Teologi Lokal‐Kontekstual  ala “Koki 
Dusun”, disampaikan oleh Fransiskus 
Borgias Mawanta, Drs., MA., disarikan 
dari hasil riset disertasinya di program 
doktorat pada ICRS‐Yogya yang 
berjudul From “A Flying Big Bird” to “A 
Flying Holy Spirit”, Manggarian Myths, 
Rituals, and Christianity, Doing 
Contextual Theology in Perang.

Meskipun bukan hal baru, istilah 
teologi lokal‐kontekstual menjadi 
semakin populer. Istilah yang lebih 

popular adalah inkulturasi, yang 
mempunyai “kemiripan fonetis” 
dengan konsep teologis‐imaniah 
Inkarnasi. Bagi beberapa peneliti, 
teologi lokal, teologi kontekstual, 
teologi inkulturasi, adalah sinonim, dan 
merupakan variasi label dari satu fakta 
dan aktifitas imaniah yang satu dan 
sama. Untuk membangun teologi lokal‐
kontekstual, mengutip Schreiter, tiga 
tonggak yakni Injil, gereja dan 
kebudayaan, berinteraksi secara 
dinamis dan dialektis sepanjang 
sejarah. Injil mengendap di dalam 
gereja, bahkan gereja hidup dari dan 
oleh Injil. Lalu, gereja dalam pewartaan 
misinya berjumpa dengan pelbagai 
kebudayaan baru. Syarat mendasar 
untuk pembangunan teologi lokal‐

(BS/foto: FF)



Membangun Teologi Kontekstual ala
“Koki Dusun”
Upaya membangun teologi kontekstual memerlukan dua langkah. Pertama, membuka 
kultur untuk menemukan teks kultural. Kedua, membuka tradisi gereja untuk 
menemukan teks tradisi. Atas dasar itu, orang bisa membangun teologi kontekstual. 

Pengantar 
Tahun 1985, Robert J.Schreiter, menerbitkan Constructing 
Local Theology, yang mengilhami orang mengembangkan 
teologi lokal‐kontekstual. Salah satunya ialah Clemens 
Sedmak. Tahun 2002, ia terbitkan Doing Local Theology. Saya 
angkat istilah “Koki Dusun” dari Sedmak sebagai ilustrasi 
untuk pengembangan teologi lokal yang memerlukan tiga 
tonggak: injil, gereja, dan kebudayaan. Injil mengendap 
dalam gereja. Gereja berjumpa dengan budaya. 

Membuka Kultur dan Membuka Tradisi Gereja 
Membangun teologi lokal‐kontekstual memerlukan dua hal: 
1). membuka kultur dan 2). membuka tradisi gereja. Pertama, 
secara kritis mengkaji konteks‐lokal. Dari sana muncul tema 
teologis kontekstual yang disebut teks‐teks budaya (cultural 
texts). Kedua, membuka tradisi gereja. Teologi lokal 
dikembangkan dengan membedah tradisi gereja lalu 
menemukan teks‐teks tradisi. 

Sekarang terbentang kultur lokal dan tradisi gereja sehingga 
terbuka peluang perjumpaan antara keduanya. Langkah 
berikut ialah terjadinya pengaruh tradisi gereja terhadap 
teologi lokal‐kontekstual masa kini. Agar menjadi teologi‐
lokal Kristiani, ia harus memiliki perjumpaan dengan tradisi 
Kristiani. Setiap teologi‐lokal baru harus diuji dengan 
pengalaman dan rumusan ajaran komunitas Kristiani lain.

Berkat perjumpaan tadi,  teologi kontekstual bisa 
mempengaruhi tradisi gereja. Refleksi teologi kontekstual 
berpengaruh terhadap kultur. Refleksi teologi kontekstual 
dimaksudkan untuk menanggapi kebutuhan komunitas 

kongkret  tempat ref leks i 
t e o l o g i s  i t u  d i l a k u k a n . 
R u m u s a n  a k h i r  t e o l o g i 
kontekstual juga berpengaruh 
pada kultur. 

Racikan “Koki‐Dusun” 
Penelusuran tadi saya gunakan 
u n t u k  m e n g e m b a n g k a n 
teologi kontekstual. Saya, 
meminjam Sedmak, hanya koki 
dusun, a village cook. Ada 
banyak koki besar, tingkat 
dunia. Sedmak sadar bahwa 
para koki besar itu hanya memenuhi kebutuhan elit. Aktifitas 
memasak tidak hanya terjadi di restoran. Juga terjadi di dapur 
di dusun. Baik koki restoran maupun koki dusun sama‐sama 
mengabdi hidup. Menurut Sedmak, koki pada tingkat 
manapun mempunyai otoritas dan keabsahan yang tidak 
dapat diganggu gugat. Dengan kesadaran itu si koki desa terus 
melaksanakan kegiatannya dengan tekun, biarpun tidak 
dilirik, tidak dihargai. Yang pokok bagi dia ialah bahwa ada 
kehidupan yang ia abdi. 

Dengan kesadaran itu, saya kembangkan teologi kontekstual 
untuk kebutuhan lokal, demi apresiasi kultur yang dalam 
proses membentuk jati diri. Ini adalah olahan populer 
disertasi saya: From a “Flying Big‐bird”, to a “Flying Holy 
Spirit”. Manggaraian Myths, Rituals, and Christianity. Doing 
Contextual Theology in Manggarai. Mengapa saya sampai ke 
sana? Untuk memahami hal itu, dalam bagian berikut saya 
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melihat pertobatan Manggarai ke dalam Gereja Katolik. 

Menjadi Katolik‐nya Manggarai 
Manggarai terletak di jalur perdagangan internasional. 
Majapahit dan Portugis mengenalnya. Manggarai terbuka 
terhadap penguasaan asing. Kehadiran penguasa asing di 
Manggarai dikaitkan dengan Gowa‐Tallo abad ke‐16, dan 
dilanjutkan Belanda awal abad ke‐20. Gereja Katolik masuk 
Manggarai sejak akhir abad ke‐19 dan berakar pada awal 
abad ke‐20. Walau datangnya Kristianitas ke Asia mendahului 
kolonialisme, namun kedatangannya ke Manggarai 
merupakan bagian kolonialisme. Ini disebut “imperialisme 
skriptural” dan “imperialisme teritorial”. 

Kedatangan misionaris ke Manggarai bawa perubahan. 
Misionaris Eropa datang dari negeri yang telah diubah 
Kristianitas. Misionaris yang ke Manggarai membawa 
kebudayaan “Eropa” yang Kristiani. Iman Kristiani yang 
mereka bawa mengalami interkulturasi dalam kebudayaan 
dan praktek keagamaan mereka. Kristianitas mengubah 
budaya mereka menjadi baru. 

Orang Manggarai memiliki budaya sendiri. Mereka memiliki 
praktek ritual dan sistem kepercayaan. Mereka memiliki 
mitos dan ritual. Karena itu, dalam misi, terjadi perjumpaan 
budaya. Sejak kedatangan Gereja, hidup orang Manggarai 
berubah dari hidup tradisional ke hidup baru berdasarkan 
iman Kristiani. 

Ketika misionaris ke Manggarai, mereka membangun pusat 
misi yang terdiri atas fasilitas sederhana: gereja, rumah 
pastor, sekolah, dan lainnya. Pusat misi pertama ialah Ruteng, 
Lengko Ajang, dan Rekas. Kemudian Rejeng, Ranggu, Lengko 
Elar, Pagal. 

Misi mulai tahun 1922, tahun kedatangan SVD. Satu 
dasawarsa sebelumnya ada imam yang memberi layanan 
pastoral ke Manggarai. Dia adalah Yesuit yang terusir dari 
Sumba akibat “persaingan” dengan Protestan.

Gereja mengambil Oktober 1912 sebagai awalnya di 
Manggarai. Oktober 2012 menjadi perayaan seratus tahun. 

Gereja mempunyai efek transformasi atas orang Manggarai. 
Agenda misi berupa modernisasi mengubah hidup orang 
Manggarai, melalui pendidikan, pembangunan fisik, jalan, 
rumah, pakaian, layanan kesehatan, dan teknologi pertanian. 

Quo Vadis Tradisi Lama? 
Sesudah menjadi Kristiani, apakah mereka tidak lagi menjadi 
Manggarai? Apa yang terjadi dengan mitos dan ritual? 
Menurut Steenbrink dengan pertobatan itu terjadi 
“kehancuran total”. Kedatangan agama besar dunia 
menghancurkan agama asli. Ini juga diajukan Boelaars. Ia 
memakai ilustrasi invasi kelapa sawit ke sistem botani 
Indonesia, yang menghancurkan humus asli. Beberapa studi 

antropologi di Afrika juga punya pandangan serupa. Fisher 
membandingkan kedatangan agama besar ( Is lam, 
Kristianitas) dengan bulldozer raksasa yang menggilas tanah. 
Verheijen juga berpendapat serupa. Ketika agama besar 
dunia datang, maka pelbagai praktek agama asli tersingkir. Ini 
terjadi karena agama asli tidak mampu bersaing dengan 
terpaan modernitas. 

Apakah “agama” asli hancur? Jika ini benar, bagaimana 
dengan pandangan Tylor mengenai “survival and recurrence” 
itu? Tylor percaya bahwa ada endapan kebudayaan terdahulu 
dalam perkembangan sejarah di kemudian hari. Jadi, tidak 
ada kehancuran total. 

Setelah 100 tahun Gereja Manggarai, ternyata tradisi lama 
tidak sirna. Tahun 2011, terbit di Jakarta sebuah buku 
dokumenter, yang memuat tradisi lama Manggarai yang 
masih bertumbuh subur. Mereka tidak hilang karena 
kolonialisme dan aktifitas misionaris. 

Benar bahwa kedatangan kolonialisme global membawa 
perubahan besar. Namun tidak hilang. Warisan rohani dan 
keagamaan lama bertahan dalam bentuk adaptasi dan 
negosiasi. Tradisi berdampingan dengan praksis Kristianitas. 
Karena itu, dalam masa modern ini muncul gerak kebangkitan 
kembali dalam bentuk Penti di Ruteng. Berarti masih ada jejak 
pandangan dunia lama. Ia hidup di suatu tempat dalam 
memori kolektif manusia. 

Upacara adat Penti/www.floresa.co
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yang terbang di angkasa itu, mendatangkan naungan sejuk 
bagi makhluk hidup di bumi. Itu sebabnya disertasiku diberi 
judul From “A Flying Big Bird” to “A Flying Holy Spirit”. 
Manggaraian Myths, Rituals, and Christianity. Doing 
Contextual Theology in Perang. Ada garis sambung antara 
imajinasi religius asli Manggarai yang selaras dengan 
kedatangan Roh Kudus dalam Pentakosta. 

Simpulan 
Dari 50 tesis teologi kontekstual Sedmak, ada 11 tesis tentang 
teologi‐teologi kecil. Saya akhiri tulisan ini dengan tesis 46: 
“Teologi‐teologi kecil dapat dikembangkan di sekeliling 
perlambang yang berakar dalam kebudayaan setempat....” 
Yang saya lakukan di atas ialah menemukan perlambang itu 
dalam kasanah budaya dan memakainya sebagai bahan 
berteologi. 

Pertobatan orang Manggarai menjadi Katolik, berarti terjadi 
Pentakosta bagi mereka. Dalam Pentakosta pertama di 
Yerusalem, terjadi penggandaan bahasa dan pemahaman. 
Peter C.Phan berkata bahwa mukjizat Pentakosta di 
Yerusalem dulu (Kis 2:6), bukan hanya terjadi dalam fakta 
bahwa para Rasul bisa berbicara dalam banyak bahasa. Tetapi 
juga dalam fakta bahwa orang yang mendengar para Rasul itu, 
ternyata mendengar dan memahami mereka dalam bahasa 
mereka sendiri, in their own tongue. Kiranya pentakosta 
Manggarai, yang ditandai pertobatan mereka ke dalam 
Gereja Katolik, juga ditandai mukjizat awali itu. Mereka 
memahami warta misionaris, dalam dan dengan bahasa 
mereka sendiri dalam artian yang seluas‐luasnya. **** 

Garis Kontinuitas 
Dengan membuka kultur saya temukan khasanah ritual 
Manggarai. Di tingkat terbawah ada pande mora (membuat 
hilang). Ada tabu dilanggar dan ada akibat negatifnya. Itulah 
yang dihilangkan dengan ritual. Ritual ini bersifat individual, 
hanya melibatkan orang itu sendiri, dan keluarga terdekat. 

Di atas itu ada ritual untuk komunitas lebih besar. Itulah Penti, 
pesta tahun baru, musim tanam baru. Dalam ritual ini, 
diundang seluruh kampung; juga kampung lain. Anggota 
keluarga yang punya hubungan dengan kampung (beo) itu 
diundang juga. Penghuni tempat tertentu juga diundang 
(barong). 

Ada titik sambung antara pande‐mora, penti dan ekaristi. 
Ekaristi yang membuat orang Manggarai mempunyai 
kesadaran mondial, tidak terkurung dalam solidaritas 
kelompok. Dalam Ekaristi ada kesadaran diri baru, mondial, 
universal. Peralihan dari pande‐mora, ke penti, dan ke Ekaristi 
adalah wajar, alami, tidak terputuskan. Itu sebabnya orang 
menerima ekaristi sebagai salah satu ritual dalam hidup 
orang Manggarai. 

Puncak penti disebut songka lesong (tarian matahari), yang 
ditarikan jam 00:00, peralihan ke hari baru, sesudah binatang 
ritual disembelih di altar kampung (sompang); ditarikan di 
rumah gendang keliling tiang utama (siri bongkok) diiringi 
gendang, gong, dan lagu songka lesong. Inti lagu ialah mohon 
perlindungan dalam tahun baru, kesuburan, panen 
melimpah, hewan hidup baik, tidak sakit, tidak lapar, tidak 
ada musim kering berkepanjangan, tidak ada wabah, tidak 
ada kematian tiba‐tiba. Mereka harapkan penyelenggaraan 
ilahi yang dibayangkan dengan burung raksasa yang terbang, 
yang sayapnya membawa naungan sejuk bagi makhluk hidup. 
Dari imajinasi religius itu muncul ungkapan Oh Dikau Burung 
Raksasa, terbanglah, maka akan datang naungan bagi 
semua.  Atau:  Oh  D ikau  Sayap  Burung  Raksasa , 
terbentanglah, maka datang naungan bagi semua. 

Teks ini diadaptasi seorang komponis menjadi lagu Roh Kudus 
untuk Pentakosta. Imajinasi religius Kristiani membayangkan 
Roh Kudus terbang laksana burung. Ini sama dengan imajinasi 
religius Manggarai dalam ritual agama aslinya. Roh Kudus 

Kampung Adat Wae Rebo, Manggarai/www.nusalale.com 

Fransiskus Borgias M., Drs., MA., Ph.D.,abd., Dosen 
teologi biblika dan dogmatika Fakultas Filsafat Unpar. 
Menempuh pendidikan Filsafat pada STF-Driyarkara Jakarta 
(1983-1986), pendidikan Teologi di FTW-Kentungan, 
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta (1986-1989). Studi 
Master Teologi pada Radboud University of Nijmegen, 
Belanda (2000-2002). Saat ini sedang menyelesaikan program 
doktoral pada ICRS-Yogya (UGM-UKDW-UIN SUKA).

Pernah menjabat sebagai Wakil Dekan II Fakultas Filsafat 
Unpar (2004-2010).
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Parahyangan Reksa Raga (Pasaga), terletak di Lembah Cisitu, Jalan Cisitu Indah VI Dengan suasana alam yang asri, 
dikelilingi pepohonan dan suara gemericik air Sungai Cikapundung, Pasaga menjadi pilihan yang tepat bagi Anda untuk 
berolahraga atau sekadar merasakan kesegaran udara sembati melepas penat dari rutinitas yang dilakukan.

Parahyangan Reksa Raga mulai diuji coba digunakan pada tahun 2013. Beragam jenis lapangan olah raga tersedia di lokasi 
ini. Terdapat 2 buah lapangan bola basket, yang bisa berfungsi pula sebagai lapangan bola voli, 2 buah lapangan futsal, 2 
buah lapangan tenis, climbing wall, dan jogging track. Di samping itu, terdapat pula fasilitas pendukung seperti kantin, 
toilet dan kamar mandi yang dilengkapi dengan fasilitas air panas, amphitheather, tempat bermain anak-anak, dan 
beberapa titik taman yang asri.

Selain dipergunakan oleh kalangan internal Unpar (mahasiswa dan karyawan), Pasaga juga sudah dipercaya oleh pihak 
lain untuk menjadi lokasi kegiatan-kegiatan bergengsi. Beberapa sekolah, mulai dari tingkat 
dasar dan menengah, hingga perguruan tinggi banyak memanfaatkan fasilitas Pasaga. Tak hanya 
itu, Pasaga juga pernah menjadi lokasi penyelenggaraan Pra PON Jawa Barat 2016 untuk cabang 
olah raga panjat dinding dan juga kompetisi bola basket tingkat nasional, L-Men Basket 3 on 3.



Kemahasiswaan

Berkarya dalam Rasa,
Berprestasi lewat Nada
Paduan Suara Mahasiswa Unpar kembali menorehkan hasil membanggakan di tingkat 
internasional. Hungaria dan Spanyol menjadi saksi mahasiswa Unpar dapat berprestasi, 
tah hanya bagi alma mater, tapi juga bagi bangsa.

Berkarya di Magyarország
he 27th Béla Bartók International TChoir Competition 
diselenggarakan di Hungaria. 

Paduan Suara Mahasiswa Unpar 
mewakili Indonesia dalam kompetisi 
ini. Dalam kompetisi kali ini, PSM 
Unpar yang berangkat pada tanggal 6 
Juli, mengikuti dua kategori yakni 
Chamber Choir dan Mixed Choir yang 
diikuti juga oleh kompetitor tangguh 
lainnya dari berbagai negara seperti 
Slovenia, Jerman, Ukraina dan Rusia.

Pada semi‐final Chamber Choir, PSM 
Unpar membawakan empat lagu di 
antaranya Ye Heavy States of Night dan 
O've Lass' Il Bel Viso. Dalam kategori 
Mixed Choir, PSM Unpar membawakan 
lagu L'étiole a pleure rose, Dies Irae, 
Angele Dei, dan Veni. Pada babak final 
Chamber Choir, lagu‐lagu yang 
ditampilkan adalah Cor Mundum, O 
Magnum Mysterium dan Stabat Mater 
sedangkan dalam kategori Mixed Choir, 
lagu‐lagu yang ditampilkan adalah My 
Poor Fool, Māte Saule, O Frondens 
Virga, dan Fecit Potentiam. Melalui 
penampilan babak final ini, PSM Unpar 
berhasil meraih Juara II dalam kategori 
Chamber Choir dan Juara III dalam 
kategori Mixed Choir. Di samping itu, 
konduktor tim PSM Unpar, Ivan Yohan, 
berhasil meraih Special Award of 
Excellent Conducting Performance.

Prestasi yang telah dicapai oleh PSM 
Unpar adalah tonggak bagi dunia 
paduan suara Indonesia, mengingat 
bahwa PSM Unpar adalah delegasi 
pertama yang berhasil masuk babak 
final dan berhasil memperoleh juara 
dalam Béla Bartók International Choir 
Competition.

Berjaya di Tanah Matador
lunan lagu A Mi “Añoransa” Amenutup perjalanan PSM 
Unpar dalam rangkaian 

kompetisi The 62nd International 

Choral Contest Habaneras and 
Polyphony pada tanggal 23 Juli 2016. 
Dalam kompetisi kali ini, PSM Unpar 
berhasil raih Juara 2 dalam kategori 
Poliponi, Juara 3 dalam kategori 
Habaneras dan Best Interpretation 
untuk lagu Tú.

Perjalanan PSM Unpar di Torrevieja, 
Spanyol dimulai pada tanggal 19 Juli 
2016 dan berakhir pada tanggal 24 Juli 
2016. Kompetisi ini diawali dengan 
penampilan dari salah satu peserta 
kompetisi yaitu Philiphine Madrigal 
Singers. Kemudian pada tanggal 21 Juli 
2016, PSM Unpar mulai menampilkan 
lagu‐lagu yang telah dipersiapkannya 
untuk kompetisi. Sesi pertama, PSM 
Unpar menyanyikan lagu Gloria Patri 
aransemen Budi Santoso Yohanes dan 
Yamko Rambe Yamko yang merupakan 
aransemen dari Avip Priatna dan Ivan 
Yohan. Pada sesi kedua, PSM Unpar 
menampilkan lagu wajib A Mi 
“Añoransa”, El Ausente, dan Tú.

Pada tanggal 23 Juli 2016, PSM Unpar 
kembali menampilkan lagu Tú dan 
Yamko Rambe Yamko yang merupakan 
lagu pilihan panitia dalam Gala Concert 
Night. Penampilan PSM Unpar dalam 
lagu 'Tu’ membawanya meraih 
penghargaan Best Interpretation.

“Tim PSM melakukan berbagai 
persiapan menghadapi kompetisi di 
Spanyol dan Hungaria. Malam 
Keakraban PSM, konser intern, dan 
konser Pre‐Kompetisi menjadi tahapan 
dalam persiapan kompetisi. Tim 
berlatih 4 jam sehari dan diajak untuk 
mengerti bagaimana penguasaan lagu, 
teknik bernyanyi, tempo, dan artikulasi. 
Selama latihan yang cukup melelahkan, 
selalu diselingi dengan gelak tawa dan 
penuh canda, namun tetap dalam 
tataran serius.”

“Pihak Universitas pun memberikan 
dukungan selama persiapan kami. Ijin 
penggunaan tempat latihan, dukungan 
finansial, dan berbagai bantuan lainnya 
kami terima sebagai bentuk dukungan 
pimpinan Universitas bagi 
mahasiswanya. Kami juga mendapat 
dukungan dari segenap civitas 
academica Unpar, masyarakat Bandung 
dan juga Jakarta, yang turut 
mengapresiasi kami dengan kehadiran 
dalam konser Pre‐Kompetisi,” kisah 
Eldom, mahasiswa angkatan 2015, 
anggota tim PSM yang turut 
berpartisipasi.
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Denyut

Memaknai Halal Bihalal
dalam Keteladanan Hidup Berkomunitas
Tradisi halal bihalal dinilai mampu meningkatkan silahturahmi dan komunikasi yang 
efektif di tengah masyarakat Unpar yang majemuk

ertempat di Aula Gedung 9, BSelasa, 19 Juli 2016 
diselenggarakan Halal Bihalal 

Keluarga Besar Universitas Katolik 
Parahyangan. Kegiatan yang diadakan 
dalam rangka memperingati Hari Raya 
Idul Fitri 1437 H ini dihadiri oleh 
Pengurus Yayasan, Pimpinan 
Universitas, para Kepala Unit Kerja, 
segenap dosen dan tenaga 
kependidikan Unpar, warga sekitar 
Kampus Unpar, mitra Universitas dan 
mahasiswa serta pensiunan. 

Acara dimulai dengan persembahan 
lagu dari kelompok Pesantren Darul 
Hikmah, yang disambung sambutan 
dari Rektor Unpar. Mangadar 
Situmorang, Rektor Unpar 
mengucapkan selamat berkumpul 
kembali. Unpar terus menegaskan 
semangat dasar menghargai dan 
mendukung perbedaan yang ada, baik 
dalam hal profesi maupun identitas 
primodial. “Ini modal dasar Unpar 
untuk berkembang”, ujar Mangadar.
Setelah sambutan dari Rektor, acara 
dilanjutkan dengan sambutan dari 
Pengurus Yayasan, yang disampaikan 
oleh Antonius Tardia. Dalam 

sambutannya, Anton Tardia 
menyampaikan bahwa beragam 
perbedaan haruslah menjadi kekuatan 
bersama. “Dari yang berbeda, saling 
menguatkan dan memperkaya satu 
dengan yang lain”. 

Acara kemudian disambung dengan 
tausyiah yang dibawakan oleh Dr. 
Kamal Abdullah Arif, Ir., M.Eng., dosen 
Program Studi Arsitektur Unpar. 
Memaknai Halal Bihalal dalam 

Keteladanan Hidup Berkomunitas 
menjadi tema dari tausyiah. Kamal 
Abdullah menyampaikan bahwa untuk 
mewujudkan the Great Unpar, Unpar 
harus dapat mewujudkan sikap solider 
dan kebersamaan dalam komunitas 
Unpar yang majemuk. Tradisi halal 
bihalal dinilai mampu meningkatkan 
silahturahmi dan komunikasi yang 
efektif.
Kamal juga menyinggung soal dua sisi 
manusia yang tak bisa dipisahkan satu 
dengan lainnya. “Kita itu bisa dengan 
stimulan melakukan kebaikan dan 
sekaligus keburukan, menjadi 'makhluk 
baik' dan 'makhluk buruk' di waktu 
yang bersamaan. Kita memiliki 
kebebasan untuk memilih surga atau 
neraka.”

Kamal juga menceritakan fenomena 
menarik selama bulan puasa. “Banyak 
yang tidak puasa, tapi ikut buka puasa 
bersama. Ada pula yang turut serta 
sahur, meskipun tak puasa. Ini suasana 
yang positif dan membangun,” ujarnya.
Acara dilanjutkan dengan dinamika 
kelompok yang diikuti tamu undangan 
dan ramah tamah.

(BS)

Dr. Kamal Abdullah A., Ir., M.Eng.



Transformatif

ulisan‐tulisan Jacques Derrida, yang banyak mengacu Tpada Martin Heidegger, pernah dikatakan gender‐less. 
Mungkin karena Derrida menulis dalam bahasa yang 

tidak merupakan asal dari istilah jender, selain daripada 
genre. Akan tetapi, benar, bahasa seperti berkembang sendiri 
dan pada titik‐titik tertentu mempengaruhi pemakainya 
hingga mengadopsi kerangka‐pikir dan kerangka‐pandang 
yang bias. Bahasa tutur kita pun seringkali bias, dan bahkan 
diskriminatif, tetapi tetap saja kita tidak menyadarinya. 
Padahal, pengaruhnya sudah sampai ke mana‐mana.

Mungkinkah sebuah pola pikir nonjender? Mengapa tidak? 
Manusia mestinya dipandang lebih utuh dengan kedua sisi 
seksualnya, sebab pembedaan seksual tidak relevan untuk 
diterapkan dalam banyak bidang. Beberapa sosiolog 
menunjukkan adanya pengaruh pandangan masyarakat atas 
pekerjaan‐pekerjaan tertentu yang cenderung diasosiasikan 
dengan perempuan atau laki‐laki. Meskipun begitu, 
pembedaan seksual tetap tidak relevan. Manusia adalah 
manusia. Ketika berbicara tentang martabat, keutuhan diri 
manusia jauh lebih fundamental. Pendidikan pada dasarnya 
adalah untuk menyingkapkan kepenuhan martabat kita 
sebagai manusia.

Pembelajaran Rekognitif

Semakin pandai seseorang, yang masih diperlukannya 
barangkali ialah pengenalan dan pengakuan atas berbagai sisi 
dalam dirinya. Pengakuan ini bukan dari orang lain, melainkan 
dari diri sendiri. Mengenali dan mengakui sisi serta karakter 
tertentu dalam diri tidak selalu mudah, apalagi bagi mereka 
yang, sekali lagi, sudah semakin pandai. Mungkin kalimat ini 
akan lebih dimengerti bila yang dimaksud 'sisi' itu adalah yang 
kurang dikehendaki. Kita cenderung membentuk citra‐diri, 
artinya, membangun gambaran yang kita kehendaki. Tanpa 
sadar, kita mengikis karakter‐karakter yang tidak kita 
kehendaki, padahal itu pun adalah bagian dari diri kita. 
Rasionalitas kita, kaum berpendidikan, ternyata bisa 
mengurangi keutuhan diri.

Bisakah membayangkan proses pembelajaran yang 
dibimbing oleh para pendidik yang ternyata 'kurang' utuh? 
Mungkin proses yang terjadi pun sebenarnya tak pernah 
menyeluruh. Selalu ada hal‐hal yang meleset, tidak dibahas, 
tidak dicari jalan keluarnya, dan tidak menginspirasi 
siapapun. Kita bisa meneruskan ekses domino gara‐gara 
ketidakutuhan yang dibiarkan dan seakan‐akan dimaklumi 

ini. Dalam dunia pendidikan 
ketidakutuhan sudah menjadi 
mentalitas, atau spiritualitas, 
yang korup.

Dari bahasa, kini kita menuju 
pada mentalitas yang sangat 
internal, sebelum semua yang kita pikirkan dituturkan keluar. 
Pembelajaran adalah sebuah proses internal, di dalam diri 
kita masing‐masing, sangat tersembunyi dan personal. 
Pertumbuhan diri kita pun dalam kerangka ini hanya kita 
saksikan sendiri. Kita tahu bahwa kita bertumbuh, atau tidak 
bertumbuh. Kita tahu bahwa kita belajar, atau tidak belajar. 
Kita tahu bahwa dalam kesadaran yang paling dalam sebagai 
manusia, kita tidak membedakan karakter diri secara seksual, 
sebab kita sekaligus adalah perempuan dan laki‐laki. 
Pembedaan itu, sekali lagi, muncul ketika kita memandang 
“yang lain” dan berkomunikasi dengan‐nya (yang dalam 
Bahasa Indonesia tidak dibedakan jendernya). Oleh 
karenanya, bisa dikatakan bahwa pembelajaran yang sangat 
internal dan personal dalam diri kita pertama‐tama adalah 
sebuah pengenalan atau pengakuan.

Aku mengenali dan mengakui baik karakter feminin maupun 
maskulin dalam diriku, sebab kalau tidak, aku hanya akan 
berakhir sebagai pribadi yang tidak utuh. Kalau Tuhan 
menciptakan manusia sesuai gambaran‐Nya, bukankah itu 
berarti mengacu pada keutuhan gambaran diri Tuhan sendiri? 
Lewat kesadaran spiritual, kita bertumbuh dan mempelajari 
siapa diriku ini sebagai manusia di hadapan Tuhan. Dengan 
kata lain, pembelajaran awal dan internal kita ialah perkara 
mengenali seluruh karakter yang ada dalam diri serta 
mengakuinya sebagai pembentuk martabat yang utuh.

Lebih dari soal bahasa, proses pembelajaran adalah gerakan 
internal mengenali dan mengakui. Setiap perjalanan yang 
dimulai baik oleh pendidik maupun terdidik harus dimulai 
dengan dua intensi tersebut bila hendak mengarah pada 
kepenuhan kemanusiaan. Kesadaran untuk bertumbuh ini 
akan membutuhkan lebih dari kecerdasan atau rasionalitas.

Spiritualitas Inklusif Persaudaraan

Salah satu metafor kuat spirit adalah 'api'. Seseorang yang tak 
bersemangat dikatakan kehilangan api dalam dirinya, sebab 
spirit adalah yang menggerakkan seluruh diri. Ketika merasa 

Saudari dan Saudara
Hadrianus Tedjoworo, OSC

Salah satu keuntungan Bahasa Indonesia ialah tiadanya pembedaan jender 
dalam kata ganti. 'Dia' bisa perempuan, bisa laki‐laki. Keuntungan dari 
kekurangan linguistik ini adalah dukungan sangat penting bagi inklusivitas 
kemanusiaan di berbagai bidang.
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hari. Kecurigaan, perlakuan tidak senonoh, penghinaan, 
diskriminasi, dan sebut saja semua sikap negatif itu 
mempengaruhi relasi kita dengan orang lain hanya karena 
memandangnya! Dalam hitungan detik pandangan dan sikap 
kita terhadap seseorang bisa berubah sama sekali, manakala 
dirinya kita lihat tidak utuh lagi. Kita membedakan, maka 
memecah belah.

Oleh karena itu, dunia pendidikan adalah tempat berlatih 
yang sangat tepat, untuk mengembalikan cara pandang yang 
inklusif per‐saudara‐an (tanpa pembedaan –i dan –a itu). 
Spirit ini memandang manusia sebagai manusia, pribadi 
sebagai pribadi yang utuh, seseorang sebagai individu yang 
bermartabat. Sebuah latihan yang konkret bisa dilakukan 
dengan 'mengatur' pandangan kita tentang siapapun yang 
sedang kita ajak bicara. Kita tidak mau membiarkan 
pandangan kita justru mempengaruhi sikap dan kata‐kata kita 
terhadapnya. Kita sendiri yang harus mengembalikan apapun 
kecenderungan negatif yang muncul kepada kesadaran 
bahwa sosok yang kita hadapi ini adalah manusia utuh yang 
bermartabat, entah dia itu perempuan atau laki‐laki.

Dengan latihan sederhana namun real itu kita bisa memulai 
sebuah perubahan yang tidak sekadar kosmetik atau 
membalik urutan sapaan. Dunia pendidikan atau komunitas 
apapun yang kita hidupi di masyarakat selalu dapat membarui 
spiritualitasnya agar makin inklusif dan mengutuhkan diri 
para anggotanya. Per‐saudara‐an seharusnya lebih 'berbunyi' 
dalam tutur kata, apalagi lewat berbagai kesaksian hidup 
yang kita hayati.

Dengan demikian, proses pembelajaran dilihat sebagai suatu 
praktik, bukan hanya teori. Manusia adalah manusia. Dunia 
pendidikan adalah salah satu sisi kehidupan kita yang 
membantu menyingkapkan keutuhan martabat kita sebagai 
manusia. Setiap pribadi yang berpikir, berbicara, dan berbuat 
memiliki martabat yang harus dihargai, terlepas dari 
penampilan mereka dan apapun pandangan (penilaian) kita. 
Pembedaan seksual tidak bisa dibiarkan mempengaruhi 
pandangan kita akan “yang lain”. Sebab, setiap orang adalah 
saudara.

Dr. Hadrianus Tedjoworo, OSC, Kepala Program Studi Ilmu 
Filsafat Universitas Katolik Parahyangan

hidup dan ingin berbuat sesuatu, kita disebut 'berapi‐api'. 
Dan itu bisa terlihat baik pada ekspresi kita maupun terdengar 
dari suara kita. Akan tetapi, spirit pun bisa agresif dan 
memecah belah apabila didominasi kepentingan pribadi. 
Supaya jangan merusak “yang lain”, spirit harus diarahkan 
pada komunalitas, persaudaraan, dan keutuhan lebih banyak 
umat manusia.

Mengenali dan mengakui sisi‐sisi diri demi keutuhan  
martabat sebagai manusia bersifat nonjender, dan  demikian 
pula kerangka lebih luas persaudaraan sebuah komunitas. 
Sayangnya, kata 'persaudaraan' tampaknya semakin kurang 
dipahami secara real. Ia tinggal sebagai gagasan yang 
dituturkan lewat retorika, namun tidak bergema ke dalam 
maupun mempengaruhi ke luar. Persaudaraan cenderung 
diajarkan sebagai gagasan daripada dilakukan sebagai 
sebentuk kesaksian.

Terhadap kritik atas ketidaksetaraan jender dalam bahasa, 
tiba‐tiba muncul tanggapan yang cenderung dipaksakan 
untuk mengucapkan “Saudari dan Saudara”. Pengucapan 
dengan urutan tersebut disengaja untuk memberikan 
penghargaan kepada kaum perempuan lebih dahulu 
daripada kepada kaum laki‐laki. Sebagai sebuah tanggapan 
(atau latihan), ini perlu dibiasakan, tetapi sebagai gerakan 
transformatif, ini mungkin pantas diragukan. Pembedaan –i 
dan –a justru meruncingkan klasifikasi seksual, dan sekadar 
penempatan sapaan dengan urutan tertentu dalam tutur 
kata menunjukkan bahwa perubahan ini tidak serta merta 
berasal “dari dalam”. 

Memperbaiki apa yang selama ini diskriminatif terhadap 
kaum perempuan tidak cukup hanya dengan membalik 
urutan sapaan. Kita memerlukan suatu spirit yang sifatnya 
'merangkul', inklusif, dan meng‐utuh‐kan kembali pandangan 
kita masing‐masing tentang martabat manusia. Spirit ini 
adalah cara kita memandang “yang lain” sebagai pribadi 
manusia utuh.

Tantangan yang mungkin sangat berat di masyarakat dan juga 
di dunia pendidikan kini ialah memandang yang lain sebagai 
manusia utuh. Kebiasaan 'menilai' berdasarkan penampilan 
sudah demikian parah meracuni cara pandang kita sehari‐

Keluarga Mahasiswa Katolik Unpar/pm.unpar.ac.id
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han was born in Tooting, South London, and gained a Kdegree in Law from the University of North London. He 
subsequently worked as a solicitor specializing in 

human rights, and chaired “Liberty” (National Council for Civil 
Liberties; an advocacy group based in the United Kingdom) for 
three years. Joining the Labour Party, Khan was a Councillor 
for the London Borough of Wandsworth from 1994 to 2006 
before being elected Member of Parliament (MP) for Tooting 
in 2005. Under the Labour government of Prime Minister 
Gordon Brown he was appointed Minister of State for 
Communities in 2008, later becoming Minister of State for 
Transport. A key ally of Labour leader Ed Miliband, he served 
in Miliband's Shadow Cabinet as Shadow Secretary of State 
for Justice, Shadow Lord Chancellor, and Shadow Minister for 
London.

Writing for The Spectator, the political commentator Nick 
Cohen described Khan as a centre‐left social democrat, while 
the journalist Amol Rajan termed him "a torch‐bearer for the 
social democratic wing" of the Labour Party. The BBC describe 

Khan as being located on the party's soft left. In an article for 
Al Jazeera, the Marxist commentator Richard Seymour 
described Khan as a centrist.

Khan was elected Mayor of London in the 2016 mayoral 
election, succeeding Conservative Party Mayor Boris 
Johnson. His election as Mayor of London made him the city's 
first ethnic minority mayor in the United Kingdom. Khan held 
the largest personal mandate of any politician in the history of 
the UK. As mayor he introduced reforms to limit charges on 
London's public transport, backed airport expansion, and 
focused on uniting the city's varied communities. He was a 
vocal supporter of the unsuccessful Britain Stronger in Europe 
campaign to retain the United Kingdom's membership of the 
European Union. Khan's focus on intercommunity cohesion 
has been praised by supporters of interfaith dialogue.

Monumental Achievement

What lessons can we learn of Sadiq Khan's big victory? He 
won, not just won, he won big. He got his victory with honor 

Lesson of Sadiq Khan, Mayor of London

Ethnic Minority? No Problem
Sadiq Aman Khan (born 8 October 1970) comes from a British‐Pakistani working‐class family. His 
grandparents migrated from India to Pakistan following the partition of India in 1947, and his parents 
migrated to England from Pakistan shortly before Khan was born. His late father bus driver for  worked as a 
over 25 years seamstress. 2016 mayoral ; his mother was a  He was elected Mayor of London in the 
election. What lesson can we learn of him?

Source: Catholic Herlad.



MAJALAH PARAHYANGAN | Vol. III No. 4 | 33

and dignity. He won against a very racist campaign. With his 
big victory, he holds the largest personal democratic 
endorsement in the UK political history. To be clear: no one 
who has ever held office anywhere in the UK has ever 
received more direct votes.

George Eaton explained that Khan's strategists cited four 
insights as central to his success. The main insight was that 
“personality matters more than policy”. Having seen Edward 
Samuel Milliband (Leader of the Labour Party 2010‐2015) 
defined by his opponents “weak”, “weird”, “treacherous”, 
Khan's team “set out hard and fast to paint a picture of who he 
was”. His election leaflets rooted his policies in his personal 
story: “the bus driver's son who'll make commuting more 
affordable”, “the council estate boy who'll fix the Tory housing 
crisis” and “the British Muslim who'll take on the extremists”. 
By the end of the campaign, journalists groaned at the 
mention of his bus driver father: a sure sign of success. As 
victorious campaigns testify, the best messaging is simple and 
repetitive. “The bus driver's son” was Khan's equivalent of the 
Tories' “long‐term economic plan contrast”, Zac Goldsmith 
(Tory, conservative) failed to define himself personally, 
allowing Labour to paint the billionaire's son as posh and 
aloof.

“Needless to say, this is a monumental achievement. 
Especially for a brown man in the United Kingdom,” Pierre 
Delacroix wrote. So what can ethnic and, more specifically, 
black politicians, learn from his victory? He wrote, “It is clear 
what Sadiq stands for. Clear values are critical to leadership. 
You cannot follow someone who doesn't clearly express 
where they are taking you. Even if you disagree with someone 
with clear values it is refreshing to do so as you at least know 
exactly what they stand for. Some of his opponents in the 
Labour primaries struggled principally because no one knew 
what or if they stood for anything.” [The Voice, 22/05/2016].

At the same time in Pakistan, several people pointed out how 
Sadiq Khan's success in the UK would've been very hard to 
replicate in a Pakistani context. Commentators stressed that 
Pakistan's political establishment is plagued by a damaging 
elitism. Some asked whether a man from Sadiq Khan's 
background could ever 'make it' in Pakistani politics [The 
Dawn 07/05/2016].

A prominent Arab journalist Abdel Bari Atwan said, “Sadiq 
Khan's values advocate high standards of tolerance, co‐
existence and forbearance, and the abolishing of all forms of 
racism and sectarianism. If the Arab world could but listen and 
follow his example!” He wrote, “We Arabs need to face up the 
fact that we are often odiously racist – even to other Arabs 
from other countries and other creeds, let alone people from 
the Indian subcontinent or Africa.” Atwan continued, “How 
many sneering glances have been cast on immigrant workers 
in the Arab world? How little care is given to the living 
conditions such workers endure? Who minds if they have no 
passport, no rights and are paid a pittance? And yet, on a 
personal level, how dear to our hearts are the values of 
politeness, generosity and hospitality.” He asked a question, 
“Isn't it time for a change?” [5pillars, 12/05/2016].

Rational Voters

Zac Goldsmith, the Tory (conservative) candidate for London 
Mayor, has been accused of running a campaign that exploits 
racial divisions. Criticisms range from the dismissal of his 
leaflets – which specifically target the capital's individual 
Asian communities – as merely patronizing, to a 
condemnation of his campaign tactics as downright colonial. 
Labour's Yvette Cooper said Zac Goldsmith's "desperate" 
campaign to become London Mayor was turning from a 
"subtle dog‐whistle" about Sadiq Khan's Muslim faith, to "a 
full blown racist scream." (www.politics.co.uk/). Binita 
Mehta, the Conservative Group Leader at Watford Council, 
wrote a scathing piece in the Telegraph, slamming his 
approach as “clumsy”, “reckless”, and “patronising”.

In his first speech  after  the release of the official results of 
the election, the new mayor of London promised to be a 
mayor for all Londoners,  and Sadiq Khan said,  “These 
elections have not been made without controversy, and I am 
proud to see that London  has chosen today the hope  instead 
of fear and unity rather than division.” “I hope not to be again 
in front of a difficult choice to this degree. Fear does not bring 
us more secure, it makes us weaker, and the policy of fear is 
not welcome in our city.“ Analysts said that his modest past 
has played a role in his election in the capital that tend to the 
left and is boasted of its numerous culture  .

Pope Francis hailed the election of London Mayor. The 
election of Sadiq Khan as London Mayor “illustrates the need 
for Europe to rediscover its capacity to integrate”, the Pope 
told La Croix, a French newspaper.

In democracy it is assumed that voters are reasonable people 
that society can trust to elect leaders. Elections in a 
democratic system should produce competent and 
integrated leaders. This means that democracy should also be 
meritocracy; voters' choices are based on the quality and 
integrity of the leaders, not on ethnicity, religion, race, or 
class. Those who vote for leaders because of the quality of 
leadership, competence, and integrity of the leaders are 
“rational” voters. On the contrary, those who vote for leaders 
because of  sociological bonds (ethnicity, religion, race, class) 
are “irrational” voters. Sadiq Khan's election as Mayor of 
London shows that Londoners are “rational” voters. 
“Rational” voters' election produces meritocratic democracy.  
(PX)

www.independent.co.uk



Denyut

Berlokasi di Mgr. Geisse Lecture 
Theater, Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik menyelenggarakan 

Dies Natalis ke‐55, yang juga 
merupakan Lustrum XI. Acara yang 
dilangsungkan pada tanggal 18 Agustus 
ini juga merupakan puncak dari 
rangkaian kegiatan peringatan dies 
natalis. Beragam acara pendahuluan 
telah diselenggarakan seperti diskusi 
ilmiah, bedah film ‘Negeri di Bawah 
Kabut”, sarasehan “Reinventing Local 
Wisdom”, dan lomba foto.

Peringatan dies dihadiri oleh pimpinan 
Universitas, pengurus Yayasan, alumni, 
dosen dan tenaga kependidikan FISIP, 
para kepala unit Unpar, mahasiswa, dan 
segenap undangan. Acara dimulai 
dengan penyampaian laporan Ketua 
Panitia, Dr. Sapta Dwikardana, yang 
dilanjutkan dengan sambutan oleh Dr. 

Pius Sugeng Prasetyo, Dekan FISIP.

Dalam sambutannya, Pius 
menyampaikan bahwa pendidikan saat 
ini, terutama terkait dengan FISIP, 
mendapat tantangan dan tuntutan, 
baik dari internal fakultas dan 
universitas, maupun dari pihak 
eksternal, termasuk dinamika global 
yang tengah terjadi. Mangadar 
Situmorang, Ph.D., dalam sambutannya 
selaku Rektor mengucapkan proficiat 
dan mendorong FISIP untuk 
menghidupkan kembali pusat 
penelitian yang ada. “Dibutuhkan 
komitmen, keterikatan, dan dedikasi 
untuk terus memajukan FISIP, baik 
dalam lingkup program studi maupun 
fakultas, dan Universitas”.

Acara kemudian dilanjutkan dengan 
sambutan dari Ikatan Alumni FISIP, 
yang dalam kesempatan kali ini diwakili 
oleh Dr. H. Happy Bone Zulkarnaen. 
Happy Bone mengajak segenap civitas 
academica FISIP dan Unpar untuk 
bersama mewujudkan visi The Great 
Unpar, sehingga posisi dan kualitas 
Unpar secara keseluruhan dapat 
meningkat.

Setelah sambutan‐sambutan, kegiatan 
dilanjutkan dengna orasi yang 
dibawakan oleh Dr. A. Irawan J. 
Prasetyo, dengan judul Accelerated 
Globalization and Human (In)Security. 
“Masyarakat Global, termasuk di 
dalamnya masyarakat Indonesia, kini 
berada dalam keadaan insecurity dan 
permasalahan tersebut sangat nyata”, 

ungkap Irawan.

Irawan, Kepala Parahyangan Centre for 
International Studies (PACIS), lulusan 
Doktor dari University of Groningen, 
Belanda yang telah mengabdi menjadi 
dosen program studi Ilmu Hubungan 
Internasional Unpar sejak 1990 ini 
menyampaikan bahwa paradigma 
makna ‘security’ kini sudah bergeser.

“Berakhirnya Perang‐Dingin telah 
membuka jalan bagi terjadinya 
pergeseran pengertian Security, dari 
yang tradisional yang menekankan 
pada pengamanan negara dengan 
menggunakan kekuatan militer, pada 
pengamanan kondisi individu.  
Pendekatan ini juga diadopsi di 
Indonesia, sebagai anggota PBB 
(Perserikatan Bangsa‐Bangsa). 
Penelitian ini akan mengevaluasi 
kondisi Human‐Security di Indonesia, 
terutama mengacu pada kondisi‐
kondisi yang secara aktual terjadi. Hal 
ini dilakukan dengan mengevaluasinya 
pada tujuh dimensi Human‐Security, 
sebagaimana yang dikemukakan oleh 
Mahbub‐Ulhaq, yang diadopsi oleh 
UNDP (United Nations Development 
Programme). Konsep (Accelerated) 
Globalization, dan Human‐Security 
akan dijelaskan dan diuraikan atas 
elemen‐elemennya, untuk 
menempatkan Human‐Security pada 
suatu lingkungan yang khas, yang 
ditandai oleh gejala‐gelaja Accelerated‐
Globalization. Ditemukan bahwa 
kondisi Indonesia pada ketujuh dimensi 
Human‐Security berada dalam keadaan 
mengkhawatirkan, bahkan beberapa 
yang berada pada dimensi Personal‐
Security (narkoba dan kejahatan 
seksual dengan kekerasan) berada 
dalam kondisi kritikal atau darurat.”

(BS)

Reaching Out for Humanity

Dr. A. Irawan J. Prasetyo
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Denyut

Pada tanggal 16 September 2016, 
Fakultas Hukum Unpar 
menyelenggarakan Dies Natalis 

ke‐58. Hadir dalam peringatan ini, 
pimpinan Universitas, para kepala unit 
kerja, civitas academica Fakultas 
Hukum, dan para undangan. Peringatan 
dies natalis yang dilangsungkan di Aula 
Gedung 2 Unpar, dibuka dengan 
ucapan selamat datang oleh pembaca 
acara yang dilanjutkan dengan doa dan 
menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Setelah menyanyikan lagu Indonesia 
Raya, acara beranjak pada sambutan‐
sambutan dan laporan Dekan FH. 
Dalam laporannya, Dr. Tristam Pascal 
Moeliono, S.H., M.H., LL.M., 
menyampaikan bahwa Fakultas Hukum 
Unpar saat ini telah memiliki 8.835 
alumni (untuk tingkat Strata‐1). Pola 

perwalian mahasiswa sebelum mengisi 
dan mendaftarkan Formulir Rencana 
Studi tetap dipertahankan untuk 
menjaga dan sekaligus meningkatkan 
Indeks Prestasi Kumulatif mahasiswa. 
Di samping itu, Dekanat FH juga terus 
mengupayakan pengaturan dan 
penataan proses keikutsertaan 
mahasiswa dalam mengikuti tes TOEFL, 
sebagai salah satu syarat kelulusan di 
Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam laporannya pula, Tristam 
menyebutkan bahwa berkenaan 
dengan kepemimpinan publik dan.atau 
kegiatan penelitian ilmiah, terdata 
bahwa sejumlah dosen, baik sebagai 
pribadi, kelompok dosen lintas bidang 
ilmu atau mewakili FH, terlibat dan 
menjalin kerjasama jangka pendek 
maupun jangka panjang dengan Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen 
(BPSK) dari Kementerian Perdagangan, 
Bank Indonesia dan Komisi Yudisial, 
Komisi Pemberantasan Korupsi, dan 
Kompolnas. 

Fakultas Hukum berikhtiar 
menghidupkan dan menjalankan 
kembali jurnal ilmu hukum Veritas et 
Justitia, serta terus mengoptimalkan 
Lembaga Bantuan Hukum dan HAM 
Pengayoman dengan semangat pro 
bono.

Setelah laporan Dekan, dies natalis  
dilanjutkan dengan oratio dies yang 
disampaikan oleh Prof. Dr. Asep Warlan 
Yusuf, S.H., M.H., dengan judul 

Tanggung Jawab Negara dalam 
Mencerdaskan Kehidupan Bangsa. 
Dalam paparan awal orasi, Asep 
mengutip ungkapan orang Belanda 
yang berbunyi “het volk redeloos, de 
regering redeloos, en het land 
reddeloos”. Maknanya, rakyat 
kehilangan daya pikir sehat, 
pemerintah kehilangan akal, dan 
negara kehilangan harapan. “Ungkapan 
yang popular pada abad ke‐18 ini, 
tampaknya masih relevan untuk 
diucapkan ulang pada era Reformasi 
sekarang ini. Memang, persis, rakyat 
dan pemerintah kita sedang dilanda 
kehilangan akal sehat dan harapan,” 
katanya menegaskan. 

Menurut Asep Warlan, pendidikan 
makin jauh meninggalkan fungsi utama 
“mencerdaskan kehidupan bangsa” dan 
tampaknya lebih menuju pasar bebas 
kehidupan materialisme serta daya 
saing global. Asep menambahkan 
bahwa cerdas menurut UUD 1945 tidak 
hanya sekadar bangsa yang pintar, 
berwawasan luas, atau 
berpengetahuan, tapi juga meliputi 
berketuhanan (cerdas spiritual), 
berperikemanusiaan, berbudi pekerti 
luhur, dan berbudaya.

Setelah orasi, acara dilanjutkan dengan 
pemberian penghargaan Mahasiswa 
Terbaik dari setiap angkatan dan 
penyerahan hadiah bagi pemenang 
Soediman Award VIII.

(BS)
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Tanggung Jawab Negara dalam
Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H.



Yunani klasik dengan bangsa 
Mesir dan bangsa‐bangsa 
l a i n nya  d i  d u n i a  a d a l a h 
ke b e r h a s i l a n n y a  d a l a m 
m e m p r o y e k s i k a n 
kemanusiaan sebagai inti 
kebudayaannya. Kemanusiaan 
y a n g  m e n j a d i  p o r o s 
kebudayaan Yunani klasik 
tentu bukan individualisme 
melainkan humanisme, yakni 
suatu bentuk pengakuan akan kesetaraan keluhuran atau 
keagungan manusia. 
Dalam perspektif ini, insan terdidik adalah manusia yang 
berani keluar dari “cangkang diri” dan tidak lagi terjerat oleh 
pemikiran picik, sempit, dan diskriminatif berdasarkan suku, 
agama, gender, dan status sosial terhadap sesama dan tentu 
tanpa melupakan akar dirinya sendiri juga. Manusia jenis ini 
jelas tidak lagi terperangkap dalam egoisme diri, tidak pula 
terjerat oleh individualisme dan mentalitas kawanan. Ia telah 
mengalami transformasi diri  sehingga mengalami 
“kemerdekaan” (secara lahiriah dan batiniah). Barangkali 
begitulah gambaran yang disebut “manusia utuh”. Visi 
manusia utuh yang berawal dalam Kultur Yunani klasik dalam 
gerakan paideia itu kemudian menyebar luas ke Eropa dan 
mempengaruhi pola hidup para pendidik, seniman, penyair, 
dan filsuf‐filsuf pada masa Renesans dan Abad Pertengahan. 

Adalah Cassiodorus yang kemudian menamai paideia dengan 
istilah artes liberals (pengetahuan bagi orang‐orang 
merdeka). Ia membaginya ke dalam dua bidang studi, yakni 
trivium (gramatika, retorika, dan dialektika) dan quadrivium 
(aritmatika, geometrika, musik, dan astronomi). Kedua 
bidang studi tadi diyakini sebagai dasar bagi proses 
pemanusiaan manusia secara manusiawi dan selanjutnya 
dikenal dengan istilah pendidikan liberal. 

Dari istilahnya dapat ditafsirkan bahwa pendidikan itu 
ditujukan bagi orang‐orang yang mempunyai waktu senggang 
untuk belajar. Ini mengisyaratkan bahwa orang‐orang yang 
sibuk bekerja tidak leluasa waktunya untuk belajar dan 
terkadang memang tidak sempat belajar lagi sehingga 
mereka dipandang sebagai orang‐orang yang “tidak bebas”. 
Jadi, orang‐orang yang “bebas” adalah mereka yang 
memprioritaskan waktu seluas‐luasnya untuk belajar dalam 

kerangka menimba ilmu pengetahuan 
untuk menempa diri demi menggapai 
arête (kearifan) sebagai jalan menuju 
kondisi eudaimonia (kebahagiaan). 
Arête dan eudaimonia adalah mantra 
dan kata suci bagi kemanusiaan sejati: 
selaras antara jiwa dan badannya.

Dimensi Historis Visi Humaniora
dalam Pendidikan

Pendidikan merupakan topik yang selalu aktual untuk 
dibicarakan sebab titik sentuhnya adalah manusia.  
Artinya, bervisi humaniora atau pemanusiaan 

manusia. Masalahnya adalah: Manusia yang mana? Manusia 
di mana? Apakah visi ini mengandung makna bahwa, 
pendidikan adalah hak semua manusia sehingga menjunjung 
kesetaraan manusia, laki‐laki dan perempuan, dalam 
prosesnya?

Bila dilacak akar historisnya, visi humaniora dalam pendidikan 
bermula dalam kultur Yunani klasik pra‐Sokrates hingga masa 
Sokrates, Plato, dan Aristoteles, yang disebut paideia. Kaum 
Sofis seperti  Isokrates dan Protagoras juga turut 
membidaninya. Misinya adalah menyelenggarakan 
pembelajaran demi menghantar manusia menjadi pribadi 
yang memiliki kebajikan dan mencintai kebijaksanaan. 
Sementara tujuannya adalah untuk menciptakan keselarasan 
antara jiwa dan badan manusia sehingga ia mengalami 
kebahagiaan (eudaimonia). 

Oleh karena itu, pendidikan (sebagai kata kerja dan kata 
benda) dalam arti mendasarnya memang menyangkut 
“urusan pemanusiaan manusia secara manusiawi agar 
menjadi pribadi yang arief dan bijaksana”, bukan pertama‐
tama berurusan dengan pengetahuan praktis sebagai bekal 
untuk mencari pekerjaan dan status sosial. Dalam perspektif 
itu, sejarah pendidikan dalam arti mendasarnya adalah 
sejarah “humaniora”, sebab upaya pendidikan adalah 
pengembangan manusia seutuhnya. 

Paideia, sebagai gerakan dan konsep awal tentang pendidikan 
dalam kultur Yunani klasik, secara harafiah bisa dimaknai 
sebagai rangkaian kegiatan untuk “mengemong anak”. 
Menurut menurut Werner Jaeger, visi humaniora dalam 
paideia itulah yang menjadi ruh dan poros seluruh aspek 
kebudayaan dan kehidupan bangsa Yunani klasik. Paideia 
kemudian dipandang sebagai suatu klimaks kebudayaan 
Yunani yang dalam perkembangannya kelak menjadi embrio 
peradaban Eropa. 

Humaniora sebagai ruh gerakan paideia tampak dalam upaya 
pengembangan budaya, peradaban, moral, pengetahuan, 
dan kebiasaan‐kebiasaan terpuji yang menuntun manusia 
m e n j a d i  p r i b a d i  y a n g  d e w a s a ,  m e r d e k a ,  d a n 
bertanggungjawab dalam kehidupan sosialnya. Menurut W. 
Jaeger, cirik has yang membedakan secara unik antara bangsa 

Bartolomeus Samho

Humanum
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keberlanjutan hidup manusia. Keyakinan ini layak dipegang 
bila kita menalar ilmu sebagai pengetahuan tentang 
kebenaran atau cermin kenyataan yang benar. Sementara 
yang kita disebut dengan kebenaran itu sejatinya berpihak 
pada kemanusiaan. Maka dalam pengembangan keilmuan 
penting mengintegrasikan antara nalar intelektual, 
emosional, sosial, dan spiritual. Integrasi kecerdasan nalar‐
nalar itu penting sekali untuk pembentukan karakter ilmuwan 
yang bervisi humanum religiosum.

Jadi, sejarah visi humaniora dalam pendidikan berawal sejak 
semula pendidikan itu berproses dan kultur Yunani klasik 
dipandang sebagai embrionya. Ketangguhan visi humaniora 
dalam pendidikan terletak pada perspektif dan komitmennya 
yang anti terhadap perilaku diskriminatif apa pun bentuk dan 
alasannya, baik suku, agama, negara, bangsa, maupun gender 
sebab pendidikan adalah untuk memajukan kemanusiaan 
dan mewujudkan kedamaian dalam praksis kehidupan 
personal dan sosial.
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Berbeda dari visi humaniora Yunani klasik yang semata‐mata 
memahami manusia sebagai makhluk membumi atau insan 
saja, visi humaniora pada Abad Pertengahan bercorak religius 
dan sarat dengan pandangan metafisik. Manusia diyakini 
sebagai ciptaan Allah, imago Dei, yang kelak mengalami 
kebangkitan jiwa dan badan. Sebagai demikian, ia dapat 
dituntut untuk menjalani kaidah‐kadiah moral religius dan 
diharuskan untuk bertindak secara selaras dengan tatanan 
moral atau menjadi pribadi yang bermoral. Status ontologis 
manusia sebagai citra Allah membuatnya “harus” menjadi 
lebih baik, lebih sempurna, dan lebih manusiawi (humanior). 
Oleh karena itu, tuntutan pendidikan dalam prosesnya mesti 
berlandaskan pada moralitas agar dapat membawa manusia 
pada kemandirian dan menggapai jati dirinya yang otentik.

Tekanan pada humaniora dalam pendidikan tampak pula 
dalam pemikiran Driyarkara. Ia menegaskan bahwa arah 
dasar pendidikan adalah “humanisasi” dan “homonisasi”, 
yakni upaya sadar dan kreatif untuk memanusiakan peserta 
didik dari segi kebudayaan maupun dari segi natural‐
biologisnya. Inisiasi dan intensi lembaga pendidikan dalam 
berbagai level, sebetulnya serupa dan senada, yakni 
bertujuan humaniora. Dalam level Pendidikan Tinggi, 
meskipun tugas  pokonya adalah pengajaran dan 
pengembangan ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan 
manusia, tapi dalam praksisnya tetap membimbing 
kedisiplinan dan keteraturan pikiran dalam diri para peserta 
didiknya dalam mendukung humaniora. Sebab, kegiatan ilmu, 
meski abstrak sekalipun, tujuannya adalah humaniora. 

Pengembangan keilmuan yang terlepas dari humaniora atau 
melawan humaniora akan berbahaya atau mengancam 
kemanusiaan. Letak kebenaran ilmu bukan semata‐mata 
pada keterukurannya, tapi juga pada ketangguhan dan 
komitmennya dalam menanggung keharmonisan dan 

pm.unpar.ac.id
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Prinsip-Prinsip Akustik dalam Arsitektur
Buku karya dosen Fakultas Teknik mendapatkan insentif buku ajar dari Kementerian Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

Buku “Prinsip‐Prinsip Akustik dalam Arsitektur” adalah 
buku yang membahas mengenai akustik dan 
arsitektural akustik. Akustik adalah ilmu tentang tata 

suara dan keseluruhan efek‐efek yang ditimbulkan oleh suara 
tersebut terhadap para penikmatnya. Sementara itu, 
Arsitektural Akustik adalah teknologi untuk mendesain suatu 
ruangan, berikut keseluruhan komponen struktur dan 
konstruksi dari sebuah ruangan yang tertutup, serta sistem‐
sistem mekanikal‐elektrikal pendukungnya bagi tujuan 
peningkatan kualitas akustik (dalam lingkup pidato dan juga 
musik, atau gabungan diantara keduanya) didalam suatu 
ruang. Dengan desain arsitektural yang baik, maka suara‐
suara yang diinginkan (wanted sound) dapat dinikmati 
dengan sempurna dan suara‐suara yang tidak dikehendaki 
(un‐wanted sound )  yang berpotensi  mengganggu 
kenyamanan pendengaran dapat dihindarkan.

Pada buku ini, lingkup ilmu Akustik yang mempelajari tentang 
penerapan aspek‐aspek Akustik dalam suatu desain arsitektur 
diketengahkan secara runut dan rinci. Tulisan yang 
dituangkan meliputi keseluruhan aspek‐aspek perancangan, 
mulai dari lingkup yang makro (luas) hingga lingkup yang 
terkecil/yang mikro (sempit). Lingkup pembahasan tersebut 
dimulai dari lingkup desain secara luas di lingkungan luar dan 
sekitar tapak, kemudian desain pada lingkup tapak dimana 
bangunan tersebut didirikan, lalu secara medium makro 
berupa desain pada bangunan (desain ruang luar), dan 
akhirnya berujung pada lingkup yang mikro yaitu berupa 
desain ruang dalam (yang merupakan aspek desain yang 
paling utama). Keseluruhan lingkup desain dilakukan demi 
mendukung keseluruhan aspek kelayakan akustik, agar dapat 
menghasilkan kuantitas suara serta kualitas akustik ruang 
secara optimal.

Penulisan buku ini ditujukan untuk sumbangsih dalam 
melengkapi khasanah ilmu tentang akustik, terutama dalam 
lingkup keilmuan teknologi di bidang arsitektur yang 
ditujukan untuk para peminat dalam bidang akustik pada 
umumnya dan khususnya untuk para mahasiswa di Program 

Studi Arsitektur Unpar. 
M a h a s i s w a  y a n g 
dimaksud merupakan 
mahasiswa yang masih 
mengikuti kuliah di 
tingkat dasar sampai 
tingkat lanjut, serta 
para  peserta  mata 
kuliah pilihan, hingga 
peserta Studio Akhir 
Arsitektur dan Skripsi 
Ars i tektur  ataupun 
Tesis.

Dasar pemikiran dari 
pembuatan buku ini 
adalah keprihatinan akan kurangnya buku‐buku ajar ber‐
Bahasa Indonesia yang bermutu, yang tersusun dengan baik 
dan benar, serta dapat dengan secara jelas dan lengkap 
memuat lingkup keilmuan akustik dalam bidang arsitektur. 
Memang pada saat telah banyak beredar buku‐buku yang 
mengupas tentang keilmuan akustik, namun isinya tidak 
lengkap, tidak aplikatif, dan hanya bersifat terlampau teknis 
membahas aspek‐aspek teoretis belaka.

Buku‐buku yang ada juga ternyata kurang cocok untuk 
penerapan desain ruang‐ruang akustik yang sesuai dengan 
kondisi Indonesia. Bahkan pada beberapa buku telah 
diketemukan kesalahan‐kesalahan yang 'menyesatkan' para 
peserta didik. Belajar dari kekurangan dan kesalahan yang 
ada pada buku‐buku tersebut, maka dibuatlah buku Akustik 
yang dikhususkan untuk dipergunakan dalam lingkup 
keilmuan arsitektur ini.

Akustik adalah sebuah ilmu tentang tata suara, dan 
keseluruhan efek‐efek yang ditimbulkan oleh suara tersebut 
terhadap para penikmatnya. Materi yang termasuk dalam 
lingkupnya adalah segala hal yang bersangkut‐paut dengan 
bentuk‐bentuk fisik dari sebuah lingkungan akustik, tapak 

perencanaan, bangunan (wadah) 
dari kegiatan akustik dan ruangan 
bagi aktivitas akustik,  yang 
meliputi 

‐ pemilihan tapak perencanaan 
....bagi kegiatan akustik,
‐ pengelolaan dan pengolahan 
...lingkungan ruang‐ruang luar 
...dari tapak perencanaan akustik,
‐ pengolahan dan pengaturan 
. . r u a n g ‐ r u a n g  l u a r  d a r i 
. . . b a n g u n a n ;  t e r m a s u k  d i 
. . . d a l a m n y a  a d a l a h  u p a y a 
....pengaturan dari zoning tapak, 
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pengolahan kontur (rona/rupa) dari 
permukaan tanah, perancangan tata 
vegetasi, dan desain bentukan‐
bentukan fisik yang berada dalam 
suatu tapak perencanaan.

Selain itu, materi lain yang termuat 
yakni 
‐ perancangan bentuk bangunan yang 
..dipergunakan sebagai wadah fisik 
. .dar i  kegiatan akust ik.  Desain 
..bangunan yang tidak hanya sekedar 
..digunakan bagi wadah fisik kegiatan 
. .akust ik  belaka,  namun dapat 
..difungsikan secara lebih luas lagi 
..untuk menunjang kelayakan akustik 
..ruang,
‐ desain (bentuk dan dimensi), 
...pengkondisian (pemrograman), 
..serta pengaturan (pengorganisasian) 
..dan positioning dari ruang‐ruang luar 
..(sebagai buffer dari kegiatan akustik) 
.. .yang berada di/dari bagian luar atau di sekitar dari ruang 
...auditorium akustik,
‐ penataan dan desain dari bentuk‐bentuk dan pengaturan 
..dimensi/besaran dari unsur‐unsur interior pada ruang, serta 
..seleksi dari komponen‐komponen/material pelingkup bagi 
..auditorium akustik,
‐ desain dari besaran dan upaya pengaturan/pemilihan 
...material bagi bidang‐bidang yang berfungsi untuk 
...mengolah, memantulkan/merefleksikan, menyerap/ 
...mengabsorbsikan, dan juga meneruskan/mentransmisikan 
...suara (yang meliputi keseluruhan bagian dari bidang 
...pelingkup ruangan, baik yang berupa ruang luar maupun 
..ruang dalam serta bidang‐bidang ruang yang kedudukannya 
..horizontal, ataupun bidang‐bidang ruang yang posisinya 
..miring atau vertikal) dalam suatu ruang interior auditorium 
..akustik yang dikondisikan suaranya.

Materi lain yang termuat dalam buku ini adalah
‐ pengaturan, pengolahan serta pemahaman akan sifat‐sifat 
..suara yang terjadi/timbul pada lingkungan, pada tapak, pada 
..bangunan dan dalam bagian interior dari ruang akustik, 
..serta penanganan dari penetrasi suara‐suara yang terjadi 
..antar unsur‐unsur yang terkait,
‐ perancangan terhadap keseluruhan ruang luar dan ruang 
..dalam/interior dari ruaang auditorium akustik beserta 
..keseluruhan isi yang berada dan terlibat didalamnya 
..(termasuk: segala perabot, perlengkapan dan dekorasi 
. r u a n g a n ,  p e m e n t a s / p e m e r a n ,  p e m u s i k , 
..audiens/penonton/penikmat, dan lain sebagainya).

Semua unsur ini akan memengaruhi persepsi umum dan 
individual dari audiens dalam suatu ruang auditorium akustik 
tempat suara tersebut diproduksi. Dalam buku ini juga 
dipaparkan tentang contoh‐contoh kasus dari ruang‐ruang 
akustik yang spesifik dan disertakan contoh soal tentang 
perhitungan waktu dengung dari sebuah ruang akustik. Untuk 
melengkapi isinya, maka dilampirkan beberapa versi dari 
tabel koefisien penyerapan/absorbsi suara pada beberapa 

jenis material/bahan dari bidang pelingkup ruang.

Dengan dibuatnya buku ajar tentang lingkup keilmuan dalam 
bidang akustik untuk arsitektur, maka diharapkan kekurangan 
tentang buku‐buku teknologi yang bermutu dapat terisi. 
Diharapkan bahwa isi dari buku ini dapat dipelajari dengan 
cara yang lebih mudah, lebih benar dan lebih gamblang. Juga 
penjelasan dan contoh‐contoh yang disajikan dapat 
dimengerti serta dapat diserap dengan cara yang cepat dan 
praktis, sehingga dapat diterapkan dalam perancangan 
arsitektur. Dengan cara ini maka diharapkan bahwa dunia 
pendidikan di bidang akustik dan khususnya dalam bidang 
teknologi arsitektur, dapat berkembang dengan cara yang 
lebih baik dan lebih maju lagi.

Dengan adanya buku ini maka para peserta didik dapat 
mempelajari aspek‐aspek akustik dengan cara yang lebih 
mudah secara lebih aplikatif dan praktis. Diharapkan bahwa 
tambahan lingkup keilmuan yang diperoleh dari buku ajar ini 
dapat memperluas pemahaman akan teknologi akustik ruang 
serta dapat membuat dunia arsitektur berkembang secara 
lebih luas dan lebih baik.



Do	you	know?		Last	year	Unpar	won	6	out	of	9	Awards	
of	 The	 2015	 Sinar	 Mas	 Land	 Young	 Architect	
Competition	 (SMLYAC)	 held	 by	 Sinar	 Mas	 Land	 in	
collaboration	with	the	Indonesian	Institute	of	Architect	
(Ikatan	Arsitek	Indonesia).		
	

In	 the	 Residential	 Category,	 Unpar	won	 three	 awards:	
Estevantra	 Sunandirjaya	 Team	 (1st	 winner),	 Antonius	
Richard	Rusli	Team	(2nd	winner),	and	Lucky	Fachrurozi	
Team	(3rd	winner).	
	

In	the	Commercial	Category,	Unpar	won	an	award:	Dian	
Indah	Team	(2nd	winner).	
	

In	 the	 Resort	 Category	 Unpar	 won	 two	 awards:	
Silvanus	Andi	Saputra	Team	(1st	winner),	and	Raynaldo	
Theodore	Team	(3rd	winner).	

Unpar	Won	6	out	of	9	Awards	of	
The	2015	Sinar	Mas	Land	
Young	Architect	Competition	

1955 
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Sabtu, 20 Agustus 2016, Unit Kegiatan Mahasiswa Lingkung Seni Tradisional (Listra) Unpar mempersembahkan 
pagelaran Wajah Nusantara 2016yang bertajuk "Gedur Ing Kasucian Shinta". Pertunjukan ini dikemas dalam 
bentuk sendratari yang menceritakan kisah cinta Sri Rama dan Dewi Shinta.
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Kurnia 
Chaerudin

“Segala sesuatu dimulai harus dari bawah”



Menjadi seorang insan perbankan di BRI memiliki tantangan 
tersendiri, di antaranya kita harus siap ditempatkan di mana 
saja dan harus siap melayani di mana pun kita ditugaskan, 
baik di kota (Urban) besar maupun di daerah terpencil 
(Remote), dan kita harus memiliki kemampuan beradaptasi 
yang cepat atas perubahan di lingkungan kerja.

Adakah hal paling berkesan selama bekerja?  
Hal berkesan adalah saat saya ditugaskan di BRI Masohi yang 
saat itu sedang terjadi kerusuhan yang sangat mencekam. Di 
situlah keberanian saya diuji. Saya harus menjaga kantor BRI 
yang saya pimpin (mengamankan karyawan), namun di sisi 
lain saya harus menjaga keamanan keluarga saya.

Pendidikan semacam apa yang diperlukan sebagai bekal 
seseorang untuk berkarya di masa depan?
Kalau pendidikan tentu berbeda‐beda sesuai dengan 
jurusannya masing masing. Hanya saja mungkin mental yang 
perlu diasah, terutama mental kepemimpinan bagi calon 
mahasiswa, karena kelak kita semua akan menjadi seorang 
pemimpin di masa depan, minimal memimpin dirinya sendiri.

Sifat kepemimpinan yang kreatif dan inovatif pasti sangat 
diperlukan, pemimpin yang kreatif dan inovatif, dalam hal ini 
pemimpin yang mempunyai kemampuan untuk menciptakan 
gagasan, konsep, dan mampu mewujudkan ide‐ide sehingga 
menghasi lkan ni lai  tambah. Itulah kenapa dalam 
membangun mental kepemimpinan, masalah motivasi dan 

Apa alasan Bapak memilih kuliah di Unpar?
Yang saya tahu adalah Unpar merupakan perguruan tinggi 
swasta tertua serta memiliki prestis tersendiri dan kebetulan 
saya tinggal di Bandung. 

Apa saja aktivitas selama berkuliah?
Tentunya mencari teman. Selain itu, saya juga aktif di Senat 
Mahasiswa Fakultas Ekonomi.

Adakah hal paling berkesan yang dialami selama berkuliah?
Tentu masa kuliah adalah masa yang paling sulit dilupakan 
dan tentunya sangat berkesan. Hal yang paling berkesan 
adalah perjuangan berkuliah di Unpar, karena Unpar sejak 
dahulu terkenal sulit lulus dengan IPK yang bagus. Tapi tentu, 
itu membuat lulusan Unpar bisa lebih bersaing yang artinya 
lulusan Unpar bukan lulusan yang biasa‐biasa. Selain itu, 
selama berkuliah, wajib menggunakan text book bahasa 
Inggris. 

Bagaimana awal mula Bapak bisa terjun di dunia 
perbankan?
Awal mula saya bekerja di bidang perbankan adalah di mulai 
dari saya menjadi seorang pemasar atau marketer. Atau yang 
biasa disebut Account Officer. Di situ saya banyak belajar 
tentang perbankan.

Apa tantangan yang dihadapi selama bergelut di dunia 
perbankan?
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inspirasi menjadi sesuatu yang penting atau dikatakan 
landasan yang mendasar. Hal ini karena dalam perjalanan 
menuju arah yang dipilih, dibutuhkan suasana saling 
bergantung satu sama lain. Naaah, mental kepemimpinanlah 
yang akan menyelaraskan gerak untuk menyatukan semua 
potensi berintegrasi, menyatu menuju satu arah dan mampu 
menanamkan komitmen pada sekitarnya. Pendidikan 
kepemimpinan yang diperlukan diawali dengan inisiatif, tidak 
itungan dalam bekerja ikhlas kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sepengetahuan Bapak, adakah perbedaan Unpar di masa 
Bapak berkuliah dengan kondisi saat ini?
Tentu sangat berbeda. Kebetulan putra saya juga kuliah di 
sini, tentu dalam perkembanganya tantangan yang dihadapi 
mahasiswa dahulu dengan sekarang sangat berbeda, apalagi 
dalam menghadapi persaingan bebas di Asia. Tentunya selain 
pendidikan formal di perkuliahan, kemampuan bahasa dan 
Iptek yang diberikan, mahasiswa juga harus dibekali motivasi 
dan mental yang positif dan kuat agar mampu menghadapi 
tekanan dan perubahan, karena orang sukses itu orang yang 

selalu bangun ketika ia jatuh.

Pesan untuk para mahasiswa, terutama mahasiswa Unpar
Kadang mahasiswa suka merasa sial atau tidak nyaman 
karena bingung terhadap pilihan‐pilihan, wacana dan cita‐
cita. Maka dari itu, untuk para mahasiswa, segera buat pilihan 
pilihan, istilahnya jangan hitam putih dalam menentukan 
pilihan. Setelah kita berusaha, maka langkah berikutnya 
adalah tawakal (berserah diri) kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
Untuk menetapkan visi dan cita cita yang tinggi, saya tidak 
langsung berfikir yang sangat jauh, tapi pikirkanlah “tujuan 
antaranya karena itu yang membuat saya menjadi lebih 
bersemangat mencapai cita cita yang tinggi, karena semua 
harus didapat oleh pengorbanan, belajar dan usaha yang 
terus menerus serta konsisten.Tidak kalah pentingnya 
bangun hubungan persahabatan dengan sebanyak‐banyak 
teman, dosen dan siapa pun yang memiliki potensi baik, 
jangan sia siakan waktu anda.

Peresmian Branchless Banking di Bandung

Kurnia Chaerudin, lulusan Fakultas Ekonomi Unpar angkatan 1981.

2006 Senior Account Officer, Group Accounting Officer Kantor Wilayah Denpasar
2007 Pemimpin Cabang, Kantor Cabang Kisaran, Wilayah Medan
2009 Pemimpin Cabang, Kantor Cabang Makassar Somba Opu, Wilayah Makassar
2011 Wakil Kepala Divisi Bisnis BUMN, Kantor Pusat
2015 PJ Pemimpin Wilayah, Kantor Wilayah Semarang
2016 Pemimpin Wilayah, Kantor Wilayah Bandung

Bersama Wakil Rektor Bidang Organisasi dan Sumber Daya (kelima dari kiri), Ketua Pengurus Yayasan Unpar (kelima
dari kanan), dan Bendahara Umum Yayasan Unpar (ketiga dari kiri). 



agasan untuk pembentukan klub ini didasari oleh Gjumlah alumni Universitas Katolik Parahyangan 
(Unpar) yang sudah mencapai kisaran angka 60.000 

dan sebagai wadah komunikasi/silahturahmi Alumni dengan 
minat olah raga atau hobi yang sama.

Setelah sekian lama mencari bentukan, pembentukan wadah 
ini semakin mendapat percepatan ketika IKA Unpar 
mengadakan Charity Golf Tournament pada tanggal 26 Mei 
2016 di Royale Jakarta Golf Club, di mana beberapa alumni, 
yang juga pegolf dan aktif, mulai mengadakan pertemuan 
rutin untuk membahas pembentukan komunitas atau club 
sebagai wadah para alumni Universitas Katolik Parahyangan.

Setelah melalui serangkaian rapat lanjutan, Parahyangan 
Golf Club sebagai wadah untuk alumni Universitas Katolik 
Parahyangan (Unpar) berdiri dan dideklarasikan pada tanggal 
27 Juli 2016 di Klub Golf Bogor Raya. Pada saat itu berkumpul 
sekitar 80 golfer alumni Unpar yang bermain bersama dalam 

acara deklarasi tersebut.

Deklarasi juga sekaligus menunjuk Ketua PGC (Parahyangan 
Golf Club) Bapak Stanis Budiman, yang selanjutnya bertugas 
menyusun kepengurusan dan program PGC.

Tujuan Utama terbentuknya Parahyangan Golf Club adalah 
untuk menjalin silahturahmi berkesinambungan sesama 
alumni Unpar yang diwujudkan dalam program bermain 
bersama anggota PGC satu bulan sekali, di mana sudah 
berjalan bulan Agustus di Sentul Higland Golf dan pada bulan 
September di Batam dan Bintan.

Selain tujuan utama di atas, PGC ke depan juga akan aktif 
dalam kegiatan sosial dan berperan sebagai salah satu organ 
yang aktif dalam membantu sesama baik melalui bantuan 
beasiswa ataupun kegiatan sosial lainnya.

Bagi alumni Universitas Katolik Parahyangan yang berminat 
menjadi anggota Parahyangan Golf Club (PGC) bisa 
menghubungi sekretariat Bandung (Jl. Merdeka No 30, 
telepon 022 4215250) dan Jakarta (Jl. Radio Dalam Raya No. 
100, Jakarta Selatan, telepon 021 7201160).

Kabar Alumni
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berdasarkan gender, persoalan kesetaraan gender ini masih 
saja terjadi. Kiranya hal tersebut yang menjadi dasar mengapa 
baik dalam Millennium Development Goals (MDGs) hingga 
sekarang Sustainable Development Goals (SDGs), negara‐
negara terus menempatkan kesetaraan gender sebagai poin 
penting (poin 3 di MDGs dan poin 4, 5 di SDGs) membangun 
peradaban manusia di masa mendatang. 

Tiga poin utama terkait kesetaraan gender dalam SDGs 
adalah 1. Ensure that all girls and boys complete free, 
equitable and quality primary and secondary education, 2. 
Ensure that all girls and boys have access to quality early 
childhood development, care and pre‐primary education 
serta 3. Ensure equal access for all women and men to 
affordable quality technical, vocational and tertiary 
education, including university. (www.globalgoals.org).

Globalisasi yang terus masif berkembang seperti sekarang ini 
menuntut kesetaaran gender demi kolaborasi antara pria dan 
wanita dalam membangun tatanan dunia, selain daripada 
penegakan hak asasi manusia (HAM). Baik pria dan wanita 
tidak bisa dipandang lagi berbeda soal kemampuan 
menyerap ilmu pengetahuan. Kondisi dimana pria selalu 
dianggap “lebih ini dan itu” daripada wanita, khususnya 
dalam bidang pendidikan sudah perlu ditinggalkan, bukan 
hanya karena penegakan HAM dan tidak diskriminatif, 
melainkan demi kolaborasi untuk memecahkan persoalan‐
persoalan yang dihadapi manusia dan dunia sekarang dan 
masa depan. Sebab nyatanya, sekarang banyak wanita yang 
menunjukkan prestasi dan kontribusi atas ilmu mereka dalam 
sejarah dunia. Kuatnya kepemimpinan Angela Merkel di  Uni 
Eropa dan Theresa May sebagai perdana menteri Inggris 
pasca mundurnya Tonny Abbot setelah Brexit adalah sedikit 

Pe n d i d i k a n  b i s a 
d i p a n d a n g  s e b a ga i 
sebuah sarana, sebab 

m a n u s i a  d a p a t 
menggunakannya sebagai 
kendaraan mencapai tujuan 
akhir yaitu pengetahuan. 
Sejalan dengan itu, pendidikan 
juga bisa dimaknai sebagai 
harapan agar setelah manusia 
m e n e m u ka n ,  m e m a h a m i 
s e k a l i g u s  m e n g h i d u p i 
pengetahuan, maka kehidupan 
yang lebih baik didapatkan. 

Sehingga, melalui pemahaman sederhana itu, sebegitu 
pentinglah pendidikan bagi manusia. Dan karena itu, kalau 
manusia tidak mendapat akses, ruang dan waktu untuk 
menjadi manusia terdidik, maka bencana dan masalah 
kehidupan mendasar yang akan muncul, bukan hanya kepada 
manusia tidak terdidik itu, tapi menjalar kepada manusia 
lainnya, termasuk yang lebih dulu terdidik.

Ada beberapa hal yang menyebabkan akses terhadap 
pendidikan itu terhambat: pertama, kesadaran manusia baik 
sebagai indvidu maupun kelompok terhadap pentingnya 
pendidikan. Kedua, kultur dan kebiasaan‐kebiasaan di 
beberapa lapisan masyarakat yang menganggap pendidikan 
bukan persoalan terlalu penting atas keberlangsungan hidup 
mereka. Ketiga, sebuah persoalan klasik khususnya di negara‐
negara berkembang, adalah infrastruktur yang terbatas, 
sehingga khususnya mereka yang tinggal diperbatasan, sulit 
mengakses sarana dan prasarana pendidikan. Keempat, 
rendahnya partisipasi masyarakat yang sudah terdidik, 
siapapun, yang mau ikut mengambil bagian dalam proses 
menyosialisasikan pentingnya pendidikan. Kelima, adalah 
masalah kesetaraan mendapat kesempatan untuk menjadi 
terdidik, karena ada jurang kaya dan miskin, normal tidak 
normal secara fisik dan/atau psikis, agama sampai jenis 
kelamin (gender).

Persoalan kesetaraan gender dalam dunia pendidikan akan 
menjadi bahasan dalam tulisan sederhana ini. Pemilihan itu 
tidak berarti mengatakan bahwa persoalan lain dalam dunia 
pendidikan menjadi tidak penting, namun mengingat 
semakin rentannya diskriminasi atas dasar gender dalam 
dunia pendidikan terjadi, khususnya di Indonesia. Pun perlu 
ditegaskan selain kelima hal yang disebutkan sebagai 
penghambat akses terhadap pendidikan di atas, pembaca 
dapat menambahkannya. Kita sama‐sama menyadari 
persoalan pendidikan (khususnya di Indonesia) sangat 
banyak. 

Dalam diskursus ilmu pengetahuan, isu kesetaraan gender 
sudah menjadi isu lama dan sampai sekarang terus menjadi 
pergulatan. Meskipun banyak kajian dari segi keilmuan untuk 
menekan pola, struktur dan sistem yang bersifat diskriminatif 

Richard Sianturi
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contoh kontemprorer yang bisa diberikan. 

Dalam konteks Indonesia, pentingnya penegakkan 
kesetaraan gender bukan semata soal perwujudan 
konstitusional sebagaimana ditegaskan dalam ayat (1) dan (2) 
pasal 31 UUD 1945 tentang hak semua warga negara untuk 
mendapat pendidikan. Pentingnya penegakan kesetaraan 
gender dari sisi implementasi akan menunjukkan Indonesia 
sebagai bangsa yang maju dalam percaturan dan persaingan 
global. Menandakan bangsa yang terbuka pikirannya dan 
mampu menerima perkembangan dalam dimensi global. Hal 
mana, sikap‐sikap yang dapat menunjukkan kita terus 
berproses sebagai bangsa yang “ke dalam” membangun dan 
“keluar” berkiprah. Sri Mulyani yang sebelum dipanggil 
menjadi Menteri Keuangan adalah Direktur Pelaksana Bank 
Dunia, bisa menjelaskan pandangan di atas dalam kenyataan.

Meskipun demikian, ada satu hal (menurut saya) yang harus 
mendapat perhatian dan pendekatan lebih untuk segera 
mewujudkan kesetaraan gender dalam pendidikan di 
Indonesia yaitu kepada mereka yang kita kenal sebagai 
masyarakat adat, mereka yang masih terisolasi dari 
perkembangan ilmu pengetahuan apalagi teknologi. Mereka 
yang sudah turun temurun menghidupi kepercayaan bahwa 
untuk makan tidak lain harus bekerja dan karenanya tidak 
mau tahu dengan belajar. Mereka yang jarang disentuh oleh 
orang terdidik yang sibuk mencari uang di perkotaan. Mereka 
yang karena alasan “menjaga” kearifan lokal tidak 
diperhatikan pemerintah. Mereka yang masih mengamini 
bahwa pria “lebih” dari wanita. Untuk mereka usaha besar 
harus dilakukan demi memperkenalkan pendidikan secara 
lebih konkret. Usaha besar harus dilakukan agar di masa 
mendatang, bangsa ini tidak merugi karena kehilangan 

potensi sumber daya manusia yang (seharusnya) 
terdidik untuk membangun bangsa.

Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah 
meningkatkan gerakan sosialisasi pentingnya 

pendidikan di seluruh daerah di Indonesia khususnya yang 
tertinggal, terpencil dan terluar. Gerakan sosialisasi ini secara 
khusus harus dilakukan masif kepada masyarakat adat lewat 
pendekatan‐pendekatan personal maupun budaya. Selain 
itu, gerakan sosialisasi ini bukan hanya menyampaikan 
dengan kata‐kata melainkan sekaligus membangun sarana 
dan prasarana pendidikan setidaknya hal‐hal mendasar. 

Namun, pembangunan sarana dan prasana juga harus 
bersamaan dengan penempatan tenaga pendidik di daerah 
tersebut. Tiga hal ini kelihatannya sudah dilakukan, namun 
perlu diakui tidak maksimal khususnya ketersedian tenaga 
pendidik. Belum meratanya tenaga pendidik di daerah 
dibandingkan di kota besar rasanya perlu didorong dengan 
pembuatan regulasi tentang proporsi penempatan bagi 
mereka yang memilih karir menjadi tenaga pendidik alias 
guru maupun dosen bagi institusi pendidikan milik 
pemerintah (negeri). Sejalan dengan itu, insentif bagi mereka 
yang ditempatkan di daerah jauh dari perkotaan harus 
terjamin memberikan kesejahteraan. 

Tiga hal di atas adalah usulan yang tidak orisinal karena pada 
dasarnya sudah dipahami oleh hampir semua mereka yang 
peduli akan dunia pendidikan, namun sekali lagi, hal‐hal di 
atas perlu ditekankan kembali  karena selama ini 
implementasinya tidak maksimal. Usulan‐usulan di atas perlu 
diterapkan bersamaan karena yang satu tidak bisa dilepaskan 
dari yang lain. Semuanya saling berkelindan. Bagi saya, jika 
ketiga hal di atas dapat dilaksanakan, saya meyakini bahwa 
kesetaraan akses mendapatkan pendidikan dapat tercapai. 
Lebih jauh, persoalan kesetaraan gender dalam pendidikan 
juga akan dapat diatasi sebab sekali lagi pendidikan 
dimengerti sebagai saran yang penting dalam kehidupan 
seorang manusia.

Kesetaraan gender dalam pendidikan adalah keniscayaan, 
yang dilakukan bukan sekadar menaati konstitusi, penegakan 
HAM atau penghapusan diskriminasi, melainkan demi 
memastikan manusia itu sendiri terbantu lewat adanya ilmu 
pengetahuan. Agar manusia dapat bertahan dalam 
perkembangan zaman yang semakin hari semakin sarat 
dengan persoalan. Lebih dari itu, kesetaraan gender adalah 
untuk mewujudkan tatanan dunia dan peradaban manusia 
lewat kerja sama atas kemampuan dan pengetahuan baik pria 
maupun wanita. Sebab manusia bukan pria saja atau wanita 
saja, melainkan keduanya. 

Akhirnya, siapa yang perlu memastikan pendidikan untuk 
semua dapat terwujud? Kita semua, tanpa terkecuali.

Richard Sianturi, alumnus Fakultas Hukum Unpar 2016, 
fokus pada Kajian Hukum Internasional Publik. Menjadi 
delegasi Unpar untuk Harvard World MUN 2016 di Roma dan 
pernah memperoleh penghargaan dari Menteri Hukum dan 
HAM RI untuk Karya Tulis tentang Pendidikan, Pemuda, 
HAM.



Denyut

Social Enterprise for Economic Development 
Unpar 2016

oleh fasilitator. 

Peserta didampingi oleh fasilitator yang 
bertugas untuk membantu peserta 
merasakan pengalaman lintas budaya 
di luar kampus yang memberikan ruang 
kreatif untuk mengembangkan peluang 

bisnis, strategi marketing dan kondisi 
perekonomian yang sesuai dengan 
potensi desa tersebut.

Di akhir program ini, peserta akan 
mempresentasikan hasil penelitian 
mereka selama di desa dalam bentuk 
usulan kegiatan yang dapat 
meningkatkan ekonomi masyarakat 
kepada para pimpinan desa dan 
mereka akan dinilai dengan 
menggunakan kerangka kerja SEED dan 
sejumlah kompetensi yang dibutuhkan 
di dunia kerja dalam era MEA.

kalinya pada tahun 2016 ini dan akan 
menjadi program rutin Unpar di tahun‐
tahun mendatang. Program SEED 
Unpar 2016 ini diikuti oleh 22 peserta 
yang mewakili Unpar, University 
Malaysia Kelantan, Thaksin University 
(Thailand) dan Prince of Songkhla 

University (Thailand). 
Pada tanggal 19 Juli 2016, peserta 
mengikuti acara pembukaan SEED di 
kampus Unpar dan dijelaskan 
mengenai Metode Penelitian yang 
menjadi acuan dalam program SEED 
kali ini. Selain itu, di acara pembukaan, 
para peserta langsung berinteraksi dan 
berkomunikasi dengan peserta lain 
dalam kelompok sebelum mereka live‐
in di desa Rawabogo, Kecamatan 
Ciwidey di Kota Bandung.

Tanggal 20 Juli 2016. peserta berangkat 
ke Desa Rawabogo untuk melakukan 
penelitian, menggali potensi ekonomi 
di Desa Rawabogo secara langsung 
dalam kelompok yang sudah diatur 

Sejak tahun 2015, pembahasan 
mengenai AFTA dan MEA sering 
didengar di Indonesia sebagai 

peluang sekaligus tantangan  yang 
harus dihadapi Indonesia. ASEAN Free 
Trade Area (AFTA) adalah kesepakatan 
yang dibuat oleh negara‐negara ASEAN 
untuk melahirkan kawasan bebas 
perdagangan diantara para negara‐
negara ASEAN. 

Mahasiswa merupakan salah satu 
kelompok yang harus dipersiapkan 
untuk menghadapi era MEA karena 
mereka adalah calon pekerja yang 
harus siap bersaing dengan tenaga 
kerja dari luar Indonesia di era MEA 
tersebut. Salah satu tantangan dari 
MEA yang cukup berat adalah masalah 
cross‐cultural yang akan berdampak 
pada kerjasama tim maupun pada 

aspek lainnya dalam organisasi.
Unpar memiliki Visi “Menjadi 
komunitas akademik humanum yang 
mengembangkan potensi lokal hingga 
ke tataran global demi peningkatan 
martabat manusia dan keutuhan alam 
ciptaan” dan SEED merupakan program  
yang sangat sesuai dengan visi Unpar 
karena SEED merupakan program 
pendidikan transformatif melalui 
eksposur antar budaya yang memiliki 
output yang bermanfaat bagi 
masyarakat.

Social Enterprise for Economic 
Development (SEED) diselenggarakan 
oleh Unpar bekerjasama dengan Asean 
Learning Network untuk pertama 

Social Enterprise for Economic Development (SEED) adalah program lintas budaya yang memanfaatkan 
kewirausahaan sosial sebagai sarana menuju kemajuan ekonomi, yang memberikan kesempatan secara 
terstruktur  bagi mahasiswa di seluruh dunia untuk bersatu, berinteraksi, dan melaksanakan penelitian 
langsung (on site) sebagai dasar untuk mengembangkan business plan yang tepat. 
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Kita memang sama-sama berlakon

sesuai tujuan yang sudah digariskan.

Jika memang agama bersabda,

apakah kita punya kekuatan?

Kita bukan pengikut yang setia,

karena kita selalu saja berbuat salah.

Tapi kita ini apa adanya. 

Kita adalah pembeda dari satu dengan yang lain.

Jika esok matahari tiba, dan itu adalah pasti,

maka biarlah kita bisa sama-sama bertindak 

sesuai dengan tujuan hidup masing-masing. 

Tanpa bersinggungan bahu 

dan berdebat tentang siapa yang paling penting. 

Pria atau wanita adalah sama-sama manusia.

Kita adalah manusia

dengan pengetahuan yang diberikan Firdaus.

Bermain-main di alam yang kita jadikan ganas,

kita jadikan panas.

Kita adalah manusia

yang saling menunjuk diri sendiri

sebagai pertanda kebaikan,

pertanda kesempurnaan ciptaan dari Sang Kata.

Norman Gultom



Business

BRISat

The World’s First Bank-Owned Satelite
The launch of BRISat, the world's first bank‐owned satellite, was achieved on Sunday, 19 June 2016. The 
satellite enables Bank Rakyat Indonesia (BRI, People's Bank of Indonesia) to provide enhanced secure 
banking communications for its more than 10,300 branches and more than 50 million customers across 
the Indonesian archipelago.

RI, which currently has 22,000 ATMs nationwide, Bspent Rp 3.75 trillion (USD 250 million) on developing 
the satellite in cooperation with San Fransisco‐based 

Space Systems Loral. With the satellite, The Jakarta Post 
(31/05/2016) reports that the most profitable bank in 
Indonesia aims to widen its banking network coverage. Its 
target in the future is to reach remote areas and serve people 
who currently still don't have access to the bank.

The BRISat's operation will improve the bank's efficiency. The 
satellite helps BRI reduce its high information technology 
expenses. The bank spends around Rp 500 billion per year to 
rent 23 transponders from nine satellite service providers. 
Owning its own transponders is cheaper than renting. IT costs 
will likely fall around 40 percent, to only Rp 300 billion per 
year. 

Meanwhile, as its services improve, BRI hopes to gain 10 
million new customers in the next three to five years. The 
Jakarta Post (01/06/2016) reports that BRI currently has the 
greatest number of customers in Indonesia, most of whom 
(56 million) are micro loan customers. Last year BRI launched 
a boat service to offer people living in coastal areas and 
remote islands access to financial services. The bank will use 
its satellite to reach the customers served by its boats. At the 
moment, the vessel, referred to as the “floating bank”, goes 
back and forth on a daily basis to serve customers in the 
Thousand Islands Regency.

Satelite, Not Fiber Optics Cables

Small loans are risky but lucrative, with proper management. 
The trick is to pick the ones that will not go bad. With a 
nonperforming loan ratio of 2 per cent, BRI has become 
Indonesia's most profitable publicly listed corporation, 

logging Rp 25.4 trillion in net profit in 2015. Wataru Suzuki of 
Nikkei Asian Review (21/07/2016) analyzes that there is 
enormous scope for growth in Indonesian banking. Fewer 
than 40 per cent of adults have bank accounts, according to 
the World Bank. President Joko Widodo has been calling for 
banks to lower interest rates and make loans affordable for 
smaller businesses. BRI's high interest margins, which are 
four times larger than those of the average bank in Singapore, 
for example, are likely to come under scrutiny. One of among 
other threats to BRI's profitability is the digitization that is 
sweeping the banking industry. This has produced new 
business models aimed at disrupting traditional players. Such 
changes pose a particular threat to BRI, which still relies on a 
network of more than 10,000 bricks‐and‐mortar branches to 
reach customers.

The bank began weighing the satellite option to improve 
s e r v i c e s  i n  2 0 1 3 ,  a f t e r  r e a l i z i n g  t h a t  a  f i b e r 
optic system — the other option at the time — would take 
longer to implement. Despite the higher price, a satellite is a 
much faster solution than fiber optic cables. The Jakarta Post 
(01/06/2016) reports that after studying the option for one 
year, BRI signed an agreement with US‐based satellite 
manufacturing firm Space Systems/Loral and Arianespace in 
2014 to produce and launch the satellite. BRI itself has 
prepared a ground space station in Ragunan, South Jakarta, 
with 53 IT engineers to handle the 45 transponders on the 
satellite. The satellite operates in the 150.5 degree on east 
longitude, above the sky of Papua. It is expected to have a 
functional lifetime of 17 years as a communication base for 
the lender's offices across the archipelago.
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E‐Commerce Platform

Some analysts say BRI has been slow to embrace internet and 
mobile technology. The Electronic Data Capture (EDC) it uses 
for branchless banking, for example, are less convenient than 
mobile phones and have fewer functions. Wataru Suzuki 
writes that BRI may also see savings from its satellite eroded if 
the government follows through on a plan in the next few 
years to connect all Indonesian provinces using submarine 
cables.

Nevertheless, BRI believes its big satellite bet will pay off 
because the human touch still has a significant role to play in 
extending credit across the archipelago. So far, BRI is sticking 
wi th  i t s  model ,  which  requi res  secure  sate l l i te 
communications. The much talked‐about internet upgrades 
would certainly transform Indonesian telecommunications, 
but they will take time.

BRI is one of the leading Indonesian commercial banks and 
the country's second largest lender by assets. BRI's business 
focus is on banking services in micro, small, and medium 
enterprises (MSME's). BRI is the oldest bank of Indonesia and 
was a state‐owned company until 2003 when it listed 30 
percent of its shares on the Indonesia Stock Exchange. It is 
currently one of the largest Indonesian companies in terms of 
market capitalization. BRI offers a whole range of banking 
products and services, which include saving products, loan 
products (particularly micro credit, small commercial loans 
and consumer credit), e‐banking, international business 
services and Islamic (Sharia) banking.

The history of the country's second largest lender by assets 
can be traced back to the late 19th century. The Jakarta Post 
(20/06/2016) writes that the bank was established in the city 
of Purwokerto, Central Java, as a financial institution to serve 
the indigenous people in the Dutch East Indies, an 
archipelago still ruled by the Dutch colonial administration. 
The bank continued to operate under different names over 

the proceeding decades, later assigned by the country's post‐
independence administration to serve cooperatives, farmers 
and fishermen — groups that have continued to be BRI's 
major customer segments until today.

Popularly known as the farmers and small vendors' bank, 
state‐owned lender BRI has begun to change its image 
through the introduction of a new e‐commerce platform and 
other digital banking services to be supported by its own 
satellite. This “traditional” image, however, has not stopped 
BRI from offering banking innovations to its customers. It has 
intensified the promotion of its e‐commerce platform “e‐pay 
BRI” and made an effort to improve its digital banking 
facilities through the launch of “BRIsat”, a satellite dedicated 
to serving BRI services.

The bank plans to develop its e‐commerce platform by 
increasing its number of online merchants to 300 by the end 
of this year, from 100 last year. With e‐pay, BRI wants to help 
Indonesian entrepreneurs to improve their competitiveness. 
By entering the e‐commerce business, BRI hopes they will be 
able to sell their products both in national and international 
markets. A large part of BRI's customers, currently around 56 
million people, are micro loan customers who live in villages 
across the archipelago.

The introduction of e‐pay BRI is expected to increase the 
contribution of the bank's fee‐based income this year. The 
bank targets a 48.6‐percent growth in fee‐based income this 
year to Rp 11 trillion from Rp 7.4 trillion last year. It hopes the 
contribution of e‐banking‐related fees to increase from 22 
percent last year to around 30 percent this year. The bank is 
upbeat about the growth of its e‐banking business due to its 

huge market potential. The company's data shows that the 
number of the bank's mobile banking and ATM users stood at 
12.4 million and 40.7 million people, respectively.

We appreciate BRI for its strategic step in launching BRISat. 
We believe that BRISat is not just for business, but also to 
support our national development.  (PX)
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Finance

ax amnesty is a limited‐time opportunity for a specified Tgroup of taxpayers to pay a defined amount, in 
exchange for forgiveness of a tax liability (including 

interest and penalties) relating to a previous tax period or 
periods and without fear of criminal prosecution, Wikipedia 
defines. It typically expires when some authority begins a tax 
investigation of the past‐due tax. In some cases, legislation 
extending amnesty also imposes harsher penalties on those 
who are eligible for amnesty but do not take it. Tax amnesty is 
one of voluntary compliance strategies to increase tax base 
and tax revenue. Tax amnesty is different from other 
voluntary compliance strategies in part where tax amnesty 
usually waives the taxpayers' tax liability.

Why tax amnesty?

The tax amnesty program was initiated by President Joko 
“Jokowi” Widodo's government to cover a big shortfall in 
budget revenue and to widen Indonesia's small tax base. The 
amnesty is an integral part of his tax reform strategies. 
Especially when it is specifically stated in the road map 
established by the Directorate General of Taxation that 2016 
is the tax amnesty year as a follow up to the 2015 tax 
education, to be followed by stronger tax enforcement in 
2017.

The problem lies in the fact that only a few people pay taxes. 
The tax ratio (ratio of tax revenues to gross domestic product) 
in Indonesia is among the lowest in ASEAN despite high gross 
domestic product (GDP) of only 12 percent. Then Finance 
Minister Bambang Brodjonegoro once estimated that only 
about 10 percent of Indonesians were registered taxpayers 
and in 2014 just 900,000 of them paid what they owed. 
Taxation Director General Ken Dwijugiasteadi said about 
2,000 foreign investment companies in various sectors, from 
industry and trade to automotive, had not paid their 
corporate income taxes properly over the past 10 years based 
on purported financial losses. Corporate tax evasion is not 
only done by foreign companies. Out of the 1.2 million 
companies that have taxpayer identification cards (NPWPs), 
less than half submitted tax returns. [The Jakarta Post, 
15/08/2016].

Since his installment, President “Jokowi” has pledged to 
boost state income from taxes. However, the realization has 
fallen short since people and companies still failed to pay 
their taxes. The bill was later proposed to boost the income 
from taxes, particularly from the wealthy hiding their money 
in offshore accounts, which goes undisclosed and untaxed. 
Because tax is one of main sources of income for a state. In 
Indonesia's 2016 state budget, almost 85 percent of the 
state's income is derived from taxes. This income will be used 
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Why and What Next?

Tax Amnesty is Part of Tax Reform
Tax amnesty bill is described as beneficial to the economy because it would increase asset repatriation, 
support the currency, help lower interest rates, and increase domestic investment. It should be part of tax 
reform.



to run the country, building infrastructure, paying for 
education and much more.

Aimed at big fish

To avail of tax pardons, tax amnesty applicants must pay 
penalty rates of 2 to 4 percent of declared asset value until 
September, which will rise to 3 to 6 percent from October to 
December and 5 to 10 percent from January to March next 
year. Understandably not everyone agrees on the amnesty. 
Critics argue that the tax pardon would be unfair to honest 
taxpayers and hence could encourage future noncompliance 
on account of the anticipation of another amnesty.

The government's tax amnesty bullets seem to be hitting the 
wrong targets as most people participating in the program so 
far are small taxpayers, not those who keep assets worth 
billions of dollars overseas. The government has underlined 
that its tax amnesty program is mainly aimed at rich 
Indonesian people who have undeclared assets overseas. 
"What we want to target are those who have assets parked 
overseas," Coordinating Economic Minister Darmin Nasution 
said [The Jakarta Post, 29/08/2016]. He made the statement 
to calm public fears that through the tax amnesty program the 
government is targeting the undeclared assets of local tax 
payers. Darmin further said the tax amnesty applied to all 
taxpayers.

However, he said, the government had never designed the tax 
amnesty program to target small tax payers. The program was 
directed at big tax evaders who had massive assets overseas 
but who had never declared them in Indonesia. It has been 
reported that many small taxpayers are unaware that they do 
not need to apply for a tax amnesty and pay the penalty of the 
total value of assets they want to declare. “They simply need 
to correct their tax return forms [SPTs] and include their 
previously undeclared assets,” the ministry has said.

President "Jokowi" has highlighted that every tax payer has a 
right, and are not obligated to join the tax amnesty program. 
Thus pensioners, farmers, and other low‐income people do 
not have to report their undeclared assets. "The tax office has 
issued the directorate general's regulation on this issue, so 
farmers, fishermen, pensioners do not have to join the 
program," he said [The Jakarta Post 30/08/2016]. Earlier, 
people expressed their worries through social media over the 
possibility that all tax payers who had yet to declare their 
assets—including low income people, pensioners, farmers, 
and recipients of inherited wealth—had to join the program.

Part of tax reform

Indonesia needs to reform taxation and vocational training to 
boost the competitiveness of local businesses in the ASEAN 
Economic Community (AEC), an expert has said [The Jakarta 
Post, 13/05/2006]. Those issues were crucial to wooing 
investors to Indonesia, HSBC's ASEAN economist Su Sian Lim 
said, adding that Indonesian tax rules were not yet 
competitive. Indonesia's corporate tax was as high as 25 
percent, compared to Singapore's 16 percent and Hong 
Kong's 17 percent, Lim said. She added that tax collection was 

not an issue in Singapore and Hong Kong, as most corporate 
taxpayers had registered their assets and found paying taxes 
easy. According to her, the tax amnesty was good for 
Indonesia, but should be followed by other reforms to 
improve collection.

While it continues to draw criticism in Indonesia, tax 
amnesties have previously been implemented in 37 other 
countries around the world, an expert has said [The Jakarta 
Post 02/09/2016]. Tax expert Darussalam said 24 of a total 38 
countries had fully implemented the tax amnesty program 
while the remaining 14 countries, including Indonesia, were 
currently working on the implementation of the program. 
The 13 other countries are Argentina, Fiji, Gibraltar, 
Honduras, Pakistan, South Korea, Trinidad & Tobago, and 
Thailand, as well as Brazil, India, Israel, Malaysia and Russia. 
The last five countries are currently conducting an offshore 
voluntary disclosure program (OVDP), which is only focused 
on asset disclosures, without repatriation.
           

Although opposed by some civil society groups, President 
“Jokowi”'s administration continues to push its fiscal 
framework reform — which includes a tax amnesty and more 
incentives for taxpayers. Last year, the Finance Ministry 
issued a new tax holiday regulation, expanding the scope and 
duration of tax holidays for eligible companies. Further, there 
is also plan to cut corporate tax. The goal of these policies is 
clear, to compete with other tax jurisdictions and create a 
larger base of taxpayers for state revenue. The government 
expects to bring back home and make taxpayers more 
comfortable in putting their money in Indonesia.

As the world becomes increasingly globalized and cross‐
border activities become the norm, tax administrations need 
to work together to ensure that taxpayers pay the right 
amount of tax to the right jurisdiction. A key aspect for 
making tax administrations ready for the challenges is 
equipping them with the necessary legal, administrative and 
IT tools for verifying compliance of their taxpayers. Against 
that background, the enhanced co‐operation between tax 
authorities through Automatic Exchange of Information 
(AEOI) is crucial in bringing national tax administration in line 
with the globalised economy.

The Jakarta Post (15/11/2015) reported that Indonesia is set 
to end its 'bank secrecy' policy in September 2017, allowing 
the country to exchange tax information with other 
countries, which would be a major step in the fight against tax 
evasion and financial fraud. Automatic Exchange of 
Information (AEOI) will be effective in 2018 globally, but 
some countries, including Indonesia, will adopt it earlier, in 
September 2017.  (PX)
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Denyut

The Journey from Education and Research to 
Innovation

Ph.D., turut menyampaikan sambutan 
dalam perayaan ini. “Teknik Informatika 
merupakan satu‐satunya program studi 
di lingkungan Unpar yang merayakan 
hari jadinya. Ini sekaligus menandakan 
bahwa TI itu istimewa,” ujarnya. 
Mangadar juga menantang Teknik 
Informatika untuk menjadi yang 
terbaik, “Take a risk to be the best”. 

Setelah sambutan‐sambutan, perayaan 
ditutup dengan tiup lilin, kunjungan ke 
booth pameran TI (Informatics Find and 
Explore Exhibition0 dan laboratorium, 
serta ramah tamah.

Selain seremonial perayaan, peringatan 
hari jadi program studi Teknik 
Informatika juga diisi dengan pameran 
karya mahasiswa dan perlombaan 
seputar teknik informatika 
(Competition for High School in 
Informatics and Problem Solving) yang 
diikuti 43 tim dari 13 SMA di kota 
Bandung.

serta berbagai 
kerjasama dengan 
perusahaan‐
perusahaan 
merupakan 
amunisi yang 
dimiliki oleh 
Teknik Informatika 
Unpar untuk 
mampu 
menghasilkan 
lulusan dan juga 
pendidikan serta 
karya bagi 
masyarakat secara 
tepat guna. Ada 
sebuah prinsip 
yang dipegang 
oleh civitas academica Teknik 
Informatika, Fun Yet Challenging. 
Berbagai pihak sepakat bahwa kuliah di 
Teknik Informatika itu sulit, tapi Teknik 
Informatika Unpar terus mewujudkan 
suasana dan dinamika yang 
menyenangkan.

Sambutan dilanjutkan oleh Cicilia, 
dosen Teknik Informatika yang 
menceritakan mengenai perjalanan 
program studi tersebut. Setelahnya, 
Dekan Fakultas Teknologi Informasi dan 
Sains dalam sambutannya 
menyampaikan rasa bangga kepada 
prodi TI dan berpesan untuk terus 
berkarya bagi Unpar dan masyarakat. 
Rektor Unpar, Mangadar Situmorang, 

erlokasi di Ruang, Bdiselenggarakan perayaan 20 
tahun berdirinya program studi 

Teknik Informatika Unpar. Acara yang 
berlangsung pada tanggal 7 September 
2016 ini dihadiri oleh pimpinan 
Universitas, kepala unit kerja, segenap 
dosen dan tenaga kependidikan Unpar, 
mahasiswa, para guru dan tamu 
undangan.

Acara dimulai pada pukul 09:00 dengan 
dibuka pembukaan oleh MC yang dila 
jutkan dengan doa pembuka dan 
sambutan Kaprodi Teknik Informatika. 
Dalam sambutannya, Mariskha Tri 
Adithia, S.Si., M.Sc., PD.Eng.  
menceritakan kondisi faktual dari 
program studi yang dipimpinnya.

Program studi Teknik Informatika terus 
berupaya memberikan pelayanan 
pendidikan yang terbaik bagi para 
mahasiswa dan juga masyarakat sekitar. 
“Kita sudah menginjak usia 20 tahun. 
Usia di mana kita mesti terus 
berkreasi,” ujarnya. Mariskha 
menggambarkan profil dari lulusan 
Teknik Informatika Unpar. “Alumni 
Teknik Informatika Unpar memiliki 
kemampuan sebagai software 
developer, technopreneur, dan 
kapasitas diri untuk studi lanjut”.

Di samping itu, kurikulum pendidikan, 
sumber daya manusia (dosen dan 
tenaga kependidikan) yang mumpuni, 

Menginjak usia ke‐20, program studi Teknik Informatika terus berupaya menghasilkan 
lulusan yang berkarakter dan penelitian serta pengabdian masyarakat yang berdaya guna.

54 | MAJALAH PARAHYANGAN | Vol. III No. 4 

(BS/foto: Cheppy)



30 | MAJALAH PARAHYANGAN | Vol. III No. 1 44 | MAJALAH PARAHYANGAN | Vol. III No. 2 

where	

science	&	engineering	
meet		

humanity		

Meutia	 Wulansatiti	 Nursanto,	 a	 bachelor’s	 student	 in	 physics,	 is	 the	 best	
performing	 student	of	Unpar.		 Together	with	her	 team,	 comprised	of		 students	 in	
mathematics	and	informatics,	she	gets	silver	medal	in	the	2015	University	Physics	
Competition.	Not	only	 intellectually	well	perfomed,	she	 is	also	actively	 involved	in	
Unpar	 Physics	 Student	 Association.	 She	 is	 a	 motor	 of	 the	 Science	 Workshop	
(Bengkel	 Sains).	 Last	 year	 she	 participated	 in	 the	 International	 Conference	 on	
Physics	 Education	 and	 Frontier	 Physics	 held	 in	 Nanyang	 Technological	 University	
(NTU),	Singapore.	
	

Now	 she	 is	 doing	 research	 in	 physics	 in	 cooperation	 with	 Indonesian	 Science	
Institute	 (LIPI).	 It	 is	 planned	 that	 she	 will	 continue	 doing	 her	 research	 in	
cooperation	with	several	European	universities	and	research	institutions.	She	has	a	
big	 dream	 that	 someday	 there	 will	 be	 an	 opportunity	 for	 her	 to	 join	 the	 Large	
Hadron	Collider	(LHC),	 the	world’s	 largest	and	most	powerful		 particle	accelerator,	
built	by	the	European	Organization	for	Nuclear	Research	(CERN),	 located	beneath	
France-Switzerland	border	near	Geneva.	



Universitaria

dalam Sistem Pendidikan di Indonesia
Meutia Wulansatiti

Pendidikan Indonesia cenderung bersifat indoktrinasi dan tidak mengakomodasi 
bakat, minat, dan kebutuhan siswa. Inovasi pembelajaran dalam pendidikan Indonesia 
sehingga menjadi proses yang berfokus kepada pengembangan logika dan kreativitas 
peserta didik menjadi fokus utama.
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INOVASI

enurut sebuah survei yang dilakukan oleh MProgramme for International Student Assessment 
(PISA) pada tahun 2012, siswa‐siswi Indonesia 

berumur 15 tahun berada dalam posisi ke‐64 dari 65 negara 
dalam kemampuan di bidang matematika, membaca, dan 
ilmu pengetahuan alam. Sangat disayangkan untuk Negara 
Indonesia, sebuah negara yang penuh akan keberagaman dan 
kekayaan kultural, untuk berada di posisi yang lebih rendah 
daripada negara‐negara seperti Qatar, Colombia, dan 
Singapura. Hal ini dapat menjadi pertanda bahwa kualitas 
pendidikan di Indonesia tergolong rendah. Apa yang dapat 
dilakukan untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia agar 
dapat melahirkan siswa‐siswa yang mampu bersaing dalam 
kancah internasional?

Ada berbagai faktor yang dapat berkontribusi dalam tingkat 
kualitas sistem pendidikan Indonesia pada saat ini. Salah 
satunya adalah cara pembelajaran yang cenderung bersifat 
indoktrinasi dan tidak mengakomodasi bakat, minat, dan 
kebutuhan siswa‐siswanya. Faktor lainnya adalah sedikitnya 
j u m l a h  p e n g a j a r  y a n g  m a m p u  d a n  m a u  u n t u k 
mempromosikan perkembangan bakat dan minat siswa‐
siswanya. Banyak pengajar yang cenderung memaksakan 
kehendaknya tanpa memperhatikan bakat, minat, dan 
kebutuhan para siswanya. Oleh sebab itu, banyak siswa yang 
“takut” akan ilmu‐ilmu yang diajarkan di sekolah.

Cara mengajar yang seperti ini yang mengajarkan “apa” yang 
harus dipikirkan daripada mengajarkan “mengapa” dan 
“bagaimana” harus berpikir, membatasi perkembangan 
kreativitas dan sifat berpikir kritis dalam siswa‐siswa 
Indonesia. Konsekuensinya, manusia yang dilahirkan oleh 
sistem pendidikan ini tidak siap dalam menghadapi 

permasalahan‐permasalahan 
dunia nyata yang menuntut 
kratifitas dan pemikiran kritis 
untuk diselesaikan.  Oleh 
karena itu, demi melahirkan 
komunitas Indonesia yang 
kreatif dan mampu bersaing 
dalam kancah internasional, 
dibutuhkan sebuah inovasi 
dalam sistem pendidikan 
I n d o n e s i a .  I n o va s i  ya n g 
dibutuhkan adalah inovasi 
pembelajaran yang berfokus 
kepada pemecahan masalah dengan menggunakan logika 
dan kreativitas daripada pemecahan masalah dengan 
menggunakan suatu sistematika yang diajarkan.

Salah satu masalah dari pendidikan Indonesia adalah 
ketidakseimbangannya pendidikan yang bersifat kognitif dan 
afektif. Perlu diperhatikan bahwa proses pemecahan 
masalah tidak hanya melibatkan pengetahuan empiris yang 
diliput oleh kemampuan kognitif, tetapi juga membutuhkan 
pengamatan, intuisi, gairah, kreativitas dan sebagainya yang 
diliputi oleh kemampuan afektif. Jika pembelajaran kognitif 
dan afektif tidak dintegrasikan dengan baik dalam proses 
pendidikan, maka pendewasaan manusia, fungsi dan cita‐cita 
dari pendidikan, tidak dapat dijalankan dengan sempurna.

Apakah masalah dari pendidikan Indonesia berawal dari 
pendekatan pada proses pembelajaran yang salah? Salah 
satu cara untuk melihat bagaimana pendekatan dalam proses 
pembelajaran di Indonesia dilakukan adalah dengan cara 
melihat buku pelajaran yang digunakan. Buku pelajaran yang 
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pengajar yang meningkat, maka tidaklah sulit untuk mulai 
membina siswa dalam menumbuhkan kreativitas dan 
pemikiran kritis. Menurut survei PISA 2012, pengajar dan 
siswa Indonesia mempunyai hubungan yang sangat baik. 
Oleh karena itu, alangkah baiknya jika pengajar‐pengajar di 
Indonesia dapat menjadi mentor yang tidak sebatas 
memberikan informasi kepada siswa, tetapi menjadi mentor 
yang dapat membantu siswa‐siswanya berkembang untuk 
menjadi manusia dewasa dalam semua aspek sesuai dengan 
cita‐cita pendidikan.

Oleh karena itu, dengan solusi‐solusi yang disajikan di atas, 
diharapkan sistem pendidikan Indonesia dapat menonjolkan 
potensial‐potensial unik dalam siswa‐siswanya dan 
melahirkan generasi masyarakat Indonesia yang cerdas dan 
kreatif. Tentu saja hal ini tidak dapat dilakukan tanpa 
kesadaran dan pengetahuan masyarakat Indonesia tentang 
pendekatan pendidikan yang belum tepat. Oleh karena itu 
sangatlah disarankan bagi masyarakat untuk memperluas 
pikiran dan mencari jalan keluar bersama‐sama demi 
kelangsungan proses pendidikan siswa‐siswa Indonesia

digunakan di Indonesia hanya sekedar menyalurkan informasi 
di dalamnya tanpa mengajak siswa untuk terlibat dalam 
proses pembelajarannya. Hal ini adalah contoh dimana 
pendidikan Indonesia siswa “apa” yang harus dipikirkan 
daripada bagaimana cara untuk berpikir. Sebaliknya, contoh 
buku pelajaran yang digunakan oleh sebuah sekolah di New 
York, Amerika Serikat, mengajak siswa untuk terlibat dalam 
setiap awal bab. Penjelasan yang diberikan dalam buku 
pelajaran ini juga memulai setiap bab dengan pertanyaan‐
pertanyaan yang mendorong siswa‐siswanya untuk mencoba 
untuk menjawab sendiri sebelum membaca buku tersebut 
lebih lanjut. Dibandingkan dengan buku pelajaran Indonesia, 
buku pelajaran yang digunakan di Amerika Serikat ini 
mengakomodai perkembangan sifat berpikir kritis dan 
kreativitas dalam siswa‐siswanya.

Mengingat buku pelajaran Amerika Serikat, sebuah inovasi 
dapat dilakukan pada buku pelajaran Indonesia saat ini untuk 
memuat akt iv itas‐aktiv itas yang mempromosikan 
perkembangan kreativitas dan pemikiran kritis. Dengan cara 
ini, proses pendidikan bukan hanya berupa penyaluran 
informasi dari pengajar kepada siswa, tetapi juga menuju 
pendewasaan diri siswa baik dalam intelektualitas, moral, dan 
spiritualitas.

Di samping perbaikan buku pelajaran, kualitas dari pengajar 
juga harus diperhatikan. Langkah pertama dalam menaikan 
kualitas pengajar adalah menaikan profesionalisme dan 
kesejahteraan pengajar. Hal ini dapat dilakukan dengan cara 
melakukan pelatihan kepada pengajar, terutama pengajar‐
pengajar di wilayah terpencil.

Sistem pelatihan yang dilakukan oleh Shanghai dalam upaya 
menaikan kualitas pendidikannya dapat dicontoh. 
Pemerintah Shanghai menugaskan pengajar dari sekolah‐
sekolah berprestasi untuk melatih sekolah‐sekolah lemah di 
kawasannya. Hasilnya, kualitas dari pengajar di sekolah‐
sekolah tersebut terangkat kualitasnya. Dengan kualitas 
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Meutia Wulansatiti Nursanto, lahir di Honolulu, 10 
Desember 1994. Mengenyam pendidikan sekolah dasar di 
SDK Paulus I/II (lulus tahun 2007), melanjutkan sekolah di 
Hamilton Secondary College (lulus tahun 2010) dan 
Australian Science and Mathematics School (lulus tahun 
2012). 

Mahasiswa program studi Fisika, Fakultas Teknologi 
Informasi dan Sains, Unpar, angkatan 2012 ini pernah menjadi 
peserta ajang The 8th OCPA International Conference on 
Physics Education and Frontier Physics (2014), peserta 
Olimpiade Mahasiswa tingkat Nasional (2015), peserta 
ONMIPA tingkat Wilayah (2015), dan Silver Medalist 
University Physics Competition (2016).



Galeria

Kamis, 15 September 2016, Unpar menyeleggarakan wisuda II Tahun Akademik 2015/2016
dan diikuti 1.286 wisudawan.
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Denyut

Ceria Bersama dalam
Semangat Kemerdekaan
Upacara, bantuan buku pelajaran, dan pesta rakyat menjadi rangkaian kegiatan 
peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 di lingkungan Universitas 
Katolik Parahyangan.

Upacara Kemerdekaan
ertempat di Kampus BCiumbuleuit Universitas Katolik 
Parahyangan, dilaksanakan 

upacara peringatan kemerdekaan 
Republik Indonesia ke‐71, pada tanggal 
17 Agustus 2016. Upacara diikuti civitas 
academica Unpar, termasuk para 
mahasiswa baru Tahun Akademik 
2016/2017.

Proses upacara berlangsung 
sebagaimana biasanya, termasuk 
pengibaran bendera merah putih yang 
dilakukan oleh Pasukan Pengibar 

Bendera (Paskibra) Unpar angkatan 71, 
yang terdiri dari 12 orang mahasiswa 
baru Tahun Akademik 2016/2017. 
Selain itu, diserahkan pula secara 
simbolis bantuan buku kepada 
sejumlah sekolah dasar dan sekolah 
menengah di kota Bandung. Lebih dari 
2000 buku yang diserahkan tersebut 
merupakan sumbangan dari para 
mahasiswa baru Unpar.

Dalam pidatonya, Rektor Unpar, 
Mangadar Situmorang Ph.D., 
menyampaikan bahwa kemerdekaan 
sejatinya adalah bagian utama dari 

peradaban manusia. Sejarah 
kemerdekaan Indonesia sesungguhnya 
adalah sejarah pendidikan, buah dari 
pengetahuan dan hasil dari proses 
penyadaran kolektif serta penyadaran 
berbangsa dan bernegara. Setelah 
upacara, kegiatan dilanjutkan dengan 
pesta rakyat bersama masyarakat 
sekitar kampus Unpar.

17‐an Kampus Jingga
cara tahunan Lembaga AKepresidenan Mahasiswa dalam 
rangka memperingati hari 

kemerdekaan Republik Indonesia ini 
dilangsungkan setelah upacara 
peringatan HUT RI ke‐71. Pada tahun 
ini, beragam lomba seperti 
memindahkan air, memindahkan belut, 
lomba makan kerupuk, joged bola, 
balap karung, tarik tambang, dan futsal 
daster, diadakan bagi mahasiswa, 
karyawan, dan warga sekitar Unpar. 
Selain itu, ada juga pasar murah dan 
beragam gerobak makanan, serta 
penampilan musik.

(laman Unpar/foto: Benny dan LKM)
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tertinggi yang tidak saja disebut merdeka tetapi berdaulat. 
Dengan berdaulat negara mampu bertindak atas nama 
sendiri, kemampuan sendiri, tanpa dipengaruhi secara 
signifikan oleh pihak lain. 

Pendidikan adalah ikhtiar perjuangan memerdekakan, 
membebaskan dari ketidak‐tahuan, memberdayakan yang 
tidak atau kurang berdaya, memperluas wawasan yang 
berpandangan picik dan sempit, dan memampukan banyak 
orang untuk melihat dan memanfaatkan setiap upaya 
peningkatan peradaban, harkat dan martabat manusia. 
Pendidikan menjadi kerja yang bersifat transformatif menuju 
manusia dan masyarakat yang berdaya, berkarakter mandiri, 
dan terus berkembang.

Kemerdekaan: bekerja nyata
Tema nasional perayaan kemerdekaan RI tahun ini adalah 
kerja nyata. Seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah 
diajak untuk bekerja lebih nyata: memaknai kemerdekaan, 
menjadi lebih berdaya, dan menjadi lebih berdaulat. 

Dalam konteks Universitas Katolik Parahyangan, para 
mahasiswa diajak untuk terus berupaya mengembangkan diri 
melalui peningkatan pengetahuan, memperluas wawasan, 
membangun sikap‐sikap dan keutamaan‐keutamaan seperti 
disiplin, bertanggungjawab, inovatif, komunikatif, dan 
memiliki jiwa sosial yang tinggi.  

Para dosen juga diajak untuk semakin meningkatkan kualitas 
tridharma dalam hal pengajaran dan pendidikan, penelitian 
dan publikasi, serta pengabdian pada masyarakat. Tenaga 
kependidikan diajak untuk meningkatkan kualitas layanan 
administrasi baik kepada para mahasiswa dan pemangku 
kepentingan lainnya sehingga proses penyelenggaraan 
pendidikan tinggi Unpar terus menjadi lebih baik.

Semuanya kita arahkan untuk menjadikan Unpar lebih hebat, 
the great Unpar. Sebab, kita semua percaya bahwa Unpar 
memiliki potensi dan hampir semua kondisi dan prasyarat 
untuk bisa lebih baik dan lebih hebat lagi.

Bapak, ibu yang kami hormati dan para mahasiswa yang 
kami cintai dan banggakan,
Sejarah kemerdekaan Indonesia sesungguhnya adalah 
sejarah pendidikan, buah dari pengetahuan dan hasil dari 
proses penyadaran diri, penyadaran kolektif, penyadaran 
berbangsa dan bernegara.

Itulah yang dilakukan oleh para tokoh bangsa seperti dr. 
Wahidin Sudirohusodo dan dr. Sutomo yang mendirikan Budi 
Utomo. Pemberdayaan, pencerdasan, dan penyadaran 
masyarakat juga dilakukan dengan gigih dan penuh 
perjuangan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan dengan mendirikan 
Muhammadyah dan K.H. Hasyim Ashari penggiat pendidikan 
pondok pesantren dan menjadi basis sosial Nahdlatul Ulama. 
Selanjutnya muncul tokoh‐tokoh nasional yang berasal dari 
lembaga atau institusi pendidikan seperti Cokroaminoto, 

Saudara‐saudara sebangsa 
d a n  s e t a n a h  a i r  w a r g a 
k o m u n i t a s  a k a d e m i k 
U n i v e r s i t a s  K a t o l i k 
Parahyangan,
Pada hari yang berbahagia ini 
kita memperingati sekaligus 
merayakan  Kemerdekaan 
Republik Indonesia yang ke‐71 
tahun. Ucapan syukur kita 

panjatkan ke hadirat Allah yang Maha Esa atas segala rahmat 
dan karuniaNya. Allah yang Maha Pengasih senantiasa 
mendampingi seluruh warga negara, para pemimpin, dan 
tanah air Indonesia. 

Sejarah mengajarkan kepada kita bahwa kemerdekaan 
Indonesia, sebagai bangsa dan negara, adalah buah 
perjuangan, penderitaan, dan pengorbanan. Para pahlawan, 
para pemuda dan pemudi, seluruh rakyat Indonesia bahu‐
membahu mempertaruhkan segala milik mereka, termasuk 
jiwa‐raga, supaya anak‐cucu mereka dapat hidup dalam alam 
kemerdekaan dan kehidupan yang beradab. Sebab, 
kemerdekaan sejatinya adalah bagian utama dari peradaban 
umat  manus ia ;  dengan kemerdekaan pula  maka 
kesempurnaan peradaban tergenapi. Karena itu, benarlah 
pernyataan para bapak bangsa, yang tertuang dalam 
pembukaan konstitusi, bahwa kemerdekaan adalah hak 
segala bangsa. Kemerdekaan adalah hak asasi dan fondasi 
bagi perdamaian dan kesejahteraan.

Ibu, bapak, para mahasiswa, dan seluruh hadirin yang 
berbahagia,
Dari sejarah kita pun memetik pelajaran bahwa penjajahan 
adalah fenomena relasional antara dua pihak yang menjajah 
dan dijajah; juga merupakan fenomena kultural dan bahkan 
struktural yang bernuansa exploitatif oleh yang menjajah 
terhadap yang dijajah. Jika aksi atau tindakan menjajah dapat 
dipahami sebagai hasi l  dari  dorongan dan hasrat 
keserakahan, keinginan berkuasa yang ditopang oleh 
perkembangan ilmu pengetahuan dan seringkali dijustifikasi 
oleh nilai‐nilai altruisme dan messianis; maka fenomena 
dijajah seringkali merupakan indikasi dari ketidak‐sadaran, 
ketidak‐tahuan, dan ketidak‐berdayaan. 

Sejarah dan fenomena penjajahan bermuara pada rapuhnya 
dan runtuhnya peradaban. Sebaliknya, kemerdekaan akan 
memperkokoh dan maningkatkan peradaban, harkat dan 
martabat manusia, harga dan jati diri bangsa. 

Kemerdekaan merupakan realita sosial yang dapat terlihat 
pada aras individual atau diri pribadi setiap orang. Setiap 
orang haruslah merdeka, setidak‐tidaknya merasa bebas, 
merdeka, mandiri. Kemerdekaan juga tampak pada tataran 
kolektif, atas nama kelompok baik yang berbasis identitas 
primordial maupun professional. Dan, bangsa dan negara 
merupakan institusi sosial, hukum, ekonomi, dan politik 
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The Great Unpar: Unpar yang Memerdekakan
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layanan administratif yang dapat menciptakan suasana 
akademik yang semakin humanum.

Itu didasarkan pada Statuta Unpar dan Rencana Strategis 
Unpar yang menyatakan visinya yakni menjadi komunitas 
akademik yang humanum yang memperjuangkan potensi 
lokal hingga ke tataran global demi peningkatan martabat 
manusia dan keutuhan alam ciptaan.

Sebagai komunitas akademik yang humanum, Unpar 
menyatakan diri sebagai kolektivitas yang berbasis pada ilmu 
pengetahuan dan kebenaran. Cinta akan dan dalam 
kebenaran akan terus mendorong dan memotivasi pencarian 
kebenaran dan yang menjadi dasar pengembangan ilmu 
pengetahuan.

Sebagai komunitas akademik yang humanum, Unpar 
menegaskan bahwa pencarian, penyebar‐luasan dan 
pengembangan i lmu pengetahuan dan kebenaran 
merupakan usaha bersama yang bertumpu pada rasa hormat 
akan keberagaman dan perbedaan.

Dan, sebagai komunitas akademik yang humanum, kita 
bertujuan untuk memerdekakan, memandirikan setiap 
orang, mengangkat harkat dan martabat setiap anggota 
komunitas yang semakin tinggi peradaban dan martabatnya.
Itulah Spiritualitas dan Nilai‐nilai Dasar Unpar (SINDU), yakni 
cinta dalam kebenaran, hormat akan perbedaan dan 
keberagaman, dan terus berikhtiar bagi peningkatan harkat 
dan martabat umat manusia serta memelihara keutuhan 
alam semesta. Semua itu akan menjadi perwujudan 
keimanan kita yang dirumuskan dalam sesanti Bakuning 
hyang mrih guna santyaya bhakti, berdasarkan Ketuhanan 
menuntut ilmu untuk dibhaktikan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, ibu‐bapak dan hadirin sekalian, sejalan 
dengan peringatan dan perayaan kemerdekaan bangsa kita, 
Republik Indonesia, yang ke 71, hendak diingatkan kembali 
bahwa di dalam, melalui, dan bersama Unpar, setiap orang, 
setiap anggota sivitas akademika Unpar harus menyadari 
bahwa ini adalah ikhtiar bersama untuk saling meneguhkan, 
saling membangun, saling memerdekakan, secara kolektif, 
secara bertanggungjawab, saling menghargai, dan saling 
meningkatkan potensi setiap insan menjadi kekuatan 
kolektif, demi kemajuan bersama, kemajuan institusi, 
perkembangan Universitas menuju Unpar yang lebih hebat, a 
great Unpar. Kita dituntut untuk bekerja lebih nyata, lebih 
terasa, lebih impactful dalam tugas dan tanggung jawab 
membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan 
keterampilan serta ketajaman rasa dan budi untuk 
membedakan tindakan dan perilaku yang menjajah dari yang 
memerdekakan. Spritualitas dan Nilai‐nilai Dasar Unpar 
(SINDU) menjadi sikap dasar yang terus harus kita tumbuh‐
kembangkan dan kita semaikan.

Semoga Tuhan yang maha baik memberkati setiap niat baik 
kita, membimbing dan menguatkan pemimpin bangsa dan 
masyarakat, dan meneguhkan kita semua dalam berkarya 
lebih nyata, lebih terasa, lebih berdaya guna, bagi kemajuan 
Unpar, kemajuan bangsa dan rakyat Indonesia. Merdeka! 
Merdeka!  Merdeka!
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Ciptomangunkusumo, Muh. Yamin, hingga Sukarno dan Muh. 
Hatta. Dua yang terakhir dikenang sebagai proklamator 
kemerdekaan Indonesia. Selain itu kita mengenal Ki Hajar 
Dewantara, penggiat pendidikan dan pendiri Taman Siswa, 
yang merupakan sahabat dekat Sukarno dan Muh. Yamin dan 
memilihnya kemudian sebagai Menteri Pendidikan yang 
pertama dalam sejarah Indonesia merdeka.

Sepuluh tahun tahun setelah kemerdekaan, tepatnya 1955, 
dua orang pimpinan gereja Katolik di Bandung dan Bogor, Mgr. 
Geise dan Mgr. Arntz, dan atas dukungan dari para tokoh 
masyarakat di Jawa Barat, mendirikan Universitas Katolik 
Parahyangan. Pimpinan Gereja Katolik di Indonesia 
menyadari betul arti‐pentingnya pendidikan, khususnya 
pendidikan tinggi. Umat Katolik Indonesia merasa terpanggil, 
dan harus terlibat dalam pembangunan bangsa dan negara. 
Ditegaskan bahwa tujuan pendirian Universitas Katolik 
Parahyangan adalah untuk ikut serta dalam mencerdaskan 
generasi muda Jawa Barat, generasi muda bangsa Indonesia 
melalui pendidikan tinggi. Pendidikan di Unpar dengan 
demikian juga berkarakter transformatif.

Tujuhpuluhsatu tahun kemerdekaan Indonesia dan 
enampuluhsatu tahun Universitas Katolik Parahyangan 
memuat sejumlah prestasi. Pembangunan nasional terus 
berjalan,  kesejahteraan sosial  meningkat,  indeks 
pembangunan manusia semakin tinggi. Bersamaan dengan 
itu Unpar telah menghasilkan sekitar 56.000 sarjana yang 
turut serta berkontribusi bagi pembangunan nasional. Dan 
menurut Kemenristekdikti (Juli 2016) Unpar merupakan salah 
satu universitas terbaik di Indonesia yang berada pada 
peringkat 25 dari lebih dari 3.000 perguruan tinggi. 

Melalui pendidikan, Unpar berpartisipasi melakukan gerakan 
pembebasan dari kebodohan, kemiskinan dan ketidak‐
berdayaan. Melalui pendidikan, para lulusan diberdayakan, 
d i t ingkatkan pengetahuan dan keterampi lannya; 
ditumbuhkan rasa percaya diri; dan dibina kepribadian untuk 
menjadi tangguh, kuat, cerdas, dalam menghadapi dan 
mengatasi persoalan‐persoalan diri, persoalan bersama, 
persoalan bangsa dan negara. Melalui pendidikan, kita 
dituntut untuk melihat lebih banyak kebaikan‐kebaikan, dan 
menemukan kebenaran; bukan mencari kesalahan dan 
kekurangan. Para dosen dan tenaga kependidikan pun terus 
berupaya mengembangkan diri,  pengetahuan, dan 
keterampilan dalam rangka meningkatkan layanan 
pendidikan tinggi yang diemban dalam bingkai tridharma dan 



Harmoni
Kemerdekaan

(foto: LKM dan Paskibra Unpar)
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Awal	 abad	 kedua	 puluh	 menjadi	 tren	 yang	 mewabah	 di	
seluruh	dunia,	 termasuk	Jawa.	Kala	 itu,	 lapangan-lapangan	
balap	 sepeda	 yang	 dalam	 bahasa	 Perancis	 disebut	
velodrome,	 dibangun	di	 kota-kota	 besar	 seperti	 Semarang	
dan	 Surabaya.	 Di	 Bandung,	 di	 lapangan	 pacuan	 kuda	
Tegalega,	dengan	latar	belakang	Gunung	Tangkuban	Perahu,	
kuda	 balap	 digantikan	 kuda	 besi.	 Sekarang	 Tegalega	 telah	
berubah	menjadi	 taman	 kota.	 Di	 foto	 ini	 lomba	 baru	mau	
dimulai.	 Dilihat	 dari	 jumlah	 penonton,	 olah	 raga	 sepeda	
cukup	 populer	 dan	 sepertinya	 peserta	 lomba	 bersepeda	
lambat-lambat	 agar	 mudah	 diabadikan	 oleh	 fotografer.	
Kecepatan	 rana	 kamera	 saat	 itu	 masih	 rendah	 sehingga	
belum	 memungkinkan	 menangkap	 objek	 yang	 bergerak	
terlalu	cepat	tanpa	membuatnya	tampak	kabur.

Tahun
Lokasi
Judul     

Penerbit

:
:
:

:

Cap pos 1905
Bandung
Raceplein Bandoeng
(lapangan balap Bandung)
J.C. Becker, Bandoeng

sumber:
Olivier Johannes Raap, 
Soeka Doeka di Djawa Tempo Doeloe,
Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2013,
hlm. 153.
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The Nation

igital technology has brought new opportunities Dglobally but its benefits have not been equally 
enjoyed. Insufficient infrastructure, conflicting 

regulations and uneven skills are the main constraints in 
developing the digital economy in Indonesia. The 2016 World 
Development Report highlights the potential and challenges 
for countries to reap digital dividends.

Digital technologies have spread rapidly in much of the world. 
Digital dividends—that is, the broader development benefits 
from using these technologies—have lagged behind. In many 
instances, digital technologies have boosted growth, 
expanded opportunities, and improved service delivery. Yet 
their aggregate impact has fallen short and is unevenly 
distributed. For digital technologies to benefit everyone 
everywhere requires closing the remaining digital divide, 
especially in internet access. But greater digital adoption will 
not be enough. To get the most out of the digital revolution, 
c o u n t r i e s  a l s o  n e e d  t o  w o r k  o n  t h e  “ a n a l o g 
complements”—by strengthening regulations that ensure 
competition among businesses, by adapting workers' skills to 
the demands of the new economy, and by ensuring that 
institutions are accountable.

Infrastructure and regulation
Digital technology has grown rapidly but many have not fully 
benefited from these developments. Four billion people 
globally still lack internet access. Yet the potential is 
enormous, since the internet is more evenly spread than 
income. According to the report, in order to reap the digital 
dividends, internet access must be made universal, 
affordable, open, and secure. Otherwise the dividends will be 
enjoyed only by a few, the World Bank reports.

“Digital technology is a new platform of resources,” said 
Philips Vermonte, Executive Director of the Center for 
Strategic and International Studies, where the Jakarta launch 
of the report was held. “Indonesia should really start to think 
of how to take advantage of this opportunity.”

“At the moment, digital technology in Indonesia mostly 
benefits the middle class who have internet access and 
companies who provide services that are accessible online,” 
said Nadiem Makarim, CEO of Gojek Indonesia, an app‐based 
motorcycle taxi service which delivers goods and offers rides 
to commuters. “For the digital economy to be more inclusive, 
the government should help make internet access available 
for more people.”
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Digital Economy:

Indonesia to Bolster e-Commerce
President Joko "Jokowi" Widodo has called on all stakeholders to bolster e-commerce, 
noting that Indonesia, with its abundant potential, needs to catch up with other 
countries. He had realized that Indonesia's online-based business was lagging behind. 
The national's digital economy system must also be developed to help  farmers, 
fishermen and small and medium enterprises to sell their products.
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“We are in the process of developing a fiber optic network to 
connect all districts in the country,” said Rudiantara, Minister 
for Communication and Information Technology. “We plan 
that by 2019, we will have a reliable internet connection 
across the country through the Palapa Ring.” 'Palapa' refers to 
the Palapa Oath, made in the 14th century, to unite the 
islands of the archipelago.

But infrastructure alone is not enough. A thriving digital 
economy requires a strong 'analog' foundation, comprising of 
enabling regulations, skills and institutions that are suited to 
the needs of each country. “The digital economy will face 
similar challenges as with the 'analog' economy, which 
Indonesia still hasn't really managed to overcome: weak 
infrastructure, murky regulations and poor planning,” said 
Ilham Habibie, Head of the National Information Technology 
and Communication Board.

Tensions over regulations are not new in Indonesia. Recently 
the capital of Jakarta saw large demonstrations by taxi drivers 
demanding a ban of online taxi services, arguing that the 
unregistered services violate local regulations. “Clear 
regulations are important,” said Mari Pangestu, who served 
as both Minister of Trade and Minister for Tourism and 
Creative Economy. “But they should not be regulations that 
will become a burden and prevent anything from happening.”

Government's support
President Jokowi called on Indonesian businesses to begin 
cooperating with start‐up business from other countries to 
improve the domestic e‐commerce industry. He noted that a 
number of big names in foreign e‐commerce had entered 
Indonesia, such as Chinese online retail behemoth Alibaba. 
Alibaba has strengthened its grip on the Southeast Asian 
market by acquiring a controlling stake in Singapore‐based e‐
commerce portal Lazada for USD 1 billion. Foreign businesses 
see  great potential in the  digital economy in this country. 
Indonesia's e‐commerce market was estimated at Rp 18 
trillion (USD 1.3billion) in 2015, with 37 million consumers 
from a total population of 255 million, according to World 
Economic Outlook data compiled by the Internet Service 
Providers Association. The association also predicted that the 
e‐commerce market would reach Rp 25 trillion by 2016, with 
49 million consumers [The Jakarta Post 27/04/2016].

Information technology advancements have in many places 
resulted in a digital divide and eventually a widened income 
gap, merely because the poor are mostly internet illiterate. 
The government's move to provide mobile apps to farmers 
must be part of an effort to address that inequality, which is 
particularly rampant in the agricultural sector.

President Joko Widodo was simply doing his job when he 
launched the apps, called Petani, TaniHub, LimaKilo, 
PantauHarga and Nurnaya Initiative, which were all made by 
local start‐up technology companies, to give farmers easier 
access to information about crops, prices, farming equipment 
and even farming counseling. Through the app Petani, 
farmers can, for example, access information about farming 

equipment stores, farming training, agricultural news and 
online market places for selling their crops. Farmers can use 
PantauHarga to compare commodity prices in other cities.

In its editorial (13/04/2016) the Jakarta Post says the 
government's support for farmers in the e‐commerce era is 
both essential and commendable, given the fact that they 
have so far earned the smallest piece of the pie in the 
agriculture industry while bearing all the risks, including crop 
failure. For many farmers, mobile devices are no longer a 
luxury. The problem is just that they do not know how to use, 
let alone make money from, the fast‐developing technology.

It is good to highlight the main message of The 2016 World 
Development Report, that digital development strategies 
need to be much broader than ICT strategies. “Connectivity 
for all” remains an important goal and a tremendous 
challenge. But to bring the largest benefits, countries also 
need to create the right environment for technology. When 
analog complements to digital investments are absent, the 
development impact will often be disappointing. But when 
countries  build strong analog foundations, they will reap 
ample digital  dividends—in faster growth, more jobs, and 
better services. (PX)
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Kemahasiswaan

Yessy Venisia, Srikandi Unpar di Rio 2016

Kami berangkat dari Jakarta tanggal 3 Agustus. Lalu mengikuti 
opening ceremony tanggal 5 Agustus terus ikut lomba tanggal 
11 Agustus di nomor 200 meter gaya punggung. Setelah itu, 
diberi kesempatan jalan‐jalan keliling Rio satu hari penuh. 
Kami kembali ke Indonesia tanggal 19 Agustus.

Bagaimana perasaan terpilih menjadi kontingen dan bisa 
membawa nama Indonesia di kancah Internasional?
Perasaan sih pasti senang banget bisa terpilih pergi ke Rio. 
Bisa dikasih kesempatan dan pengalaman buat pergi ke sana. 
Seneng banget, soalnya kan cita‐cita dari kecil, juga pengen 
bisa ikut Olimpiade.

Bagaimana bentuk dukungan keluarga, Unpar, dan instansi 
lain?

essy Venisia, mahasiswa Unpar kelahiran 1994, Ymenjadi salah satu perenang Indonesia yang tampil di 
Olimpiade Rio 2016. Menggunakan jalur wild card, 

srikandi dengan sembilan medali di ajang kompetisi renang 
nasional maupun internasional dan ditambah empat medali 
serta predikat best swimmer di ajang Liga Mahasiswa 
Swimming 2015, berjuang mengharumkan nama bangsa di 
kancah internasional.

Apa alasan memilih berkuliah di Unpar?
Awal mula masuk Unpar karena dua orang kakak saya kuliah 
di Unpar dan sudah tahu dari dulu Unpar terkenal baik, jadi 
ketika menjadi kerja setelah lulus akan lebih mudah.

Bagaimana awal mula bergelut di dunia renang?
Awal mulanya bisa berenang karena kakak punya asma, jadi 
suka diajak ke kolam renang, terus jadi senang berenang juga 
dan masuk klub renang Aquarius, dulu tempatnya di 
Cihampelas. Dari situ, belajar renang, trus suka diikutin ke 
lomba‐lomba dan menang. Jadi keterusan sampai sekarang.

Bagaimana membagi waktu untuk kuliah dan aktivitas 
renang?
Membagi waktunya biasanya kalau latian renang pagi jam 5 
sampai jam 7, sebelum kelas. Sama kalo ada kelas pagi, 
latihannya sore jam 4 sampai jam 6. Setiap hari kayak gitu, 
cuma libur di hari Minggu.

Yessy terpilih menjadi anggota kontingen Olimpiade 
ditentukan oleh Ketua Besar Pengurus Renang Indonesia. 
Cabang renang bisa menggunakan wild card atau jalur 
khusus untuk 2 orang , yakni 1 atlet putra dan 1 atlet putri.

Bagaimana persiapan menjelang Olimpiade?
Persiapan sih setiap hari latihan, soalnya kan emang latihan 
renang setiap hari, jadi ga ada perubahan jadwal latihan.

Kegiatan apa saja yang dilakukan di Rio?
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Keluarga selalu mendukung dari dulu. 
Mereka selalu kasih motivasi supaya 
saya tetap semangat. Unpar sangat 
mendukung saya, dengan memberi 
dispensasi kuliah.

Bagaimana rencana ke depan?
Ke depan sih, di bulan September ini 
mau mengikuti ajang PON mewakili 
Jawa Barat. Trus, tahun depan mengikuti 
Sea Games di Malaysia.

Yessy juga didapuk untuk menggunakan 
baju adat daerah ketika upacara 
pembukaan.
Awal mulanya ditunjuk oleh kepala CDM 
untuk Olimpiade Rio, Raja Sapta 
Oktohari. Beliau meminta 1 atlet putra 
dan 1 atlet putri untuk memakai baju 
adat Lampung. Nama baju adatnya Tapis 
Lampung. Baju ini  dipil ih karena 
melambangkan ksatria pejuang. Kan kita 
di sana lagi lomba, jadi ceritanya baju itu dikatikan dengan 
kita yang akan berjuang di sini. Bajunya berat banget, 
terutama topinya. Tapi orang‐orang dari seluruh dunia suka 
banget ama baju itu, sampai semuanya minta foto bareng. 
Buat mereka sih unik dan keren bajunya, padahal lumayan 
berat dan menantang... hehehehe...

Yessy Venesia Yosaputra, mahasiswa Program Studi Akuntansi 2013.

Prestasi:
Juara 2 nomor 200 meter gaya punggung PON Kaltim 2008
Juara 3 nomor 200 meter gaya punggung PON Kaltim 2008
Juara 1 nomor 200 meter gaya punggung PON Riau 2012
Juara 1 nomor 100 meter gaya punggung PON Riau 2012

Juara 1 nomor 200 meter gaya punggung Sea Games Palembang 2011
Juara 2 nomor 200 meter gaya punggung Sea Games Myanmar 2013
Juara 2 nomor 200 meter gaya punggung Sea Games Singapura 2015

Peserta Olimpiade Rio 2016 cabang Renang nomor 200 meter gaya punggung

(teks: BS/foto: Istimewa)
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ai teman‐teman… tidak terasa sudah waktunya saya Huntuk menulis kembali dan mencoba berbagi dengan 
teman‐teman sekalian mengenai hal‐hal yang 

berkaitan dengan dunia Psikologi tapi juga sesuai dengan 
tema majalah kali ini. Tema kali ini adalah soal gender, pria dan 
wanita, oleh karena itu saya mencoba memberi judul tersebut 
dan membahas hal‐hal yang berkaitan dengan pria dan 
wanita.

Secara fisik, pria dan wanita jelas berbeda, namun secara 
psikologis, ada hal‐hal yang sebenarnya sama karena 
keduanya adalah seorang individu. Kalaupun ada perbedaan, 
seringkali perbedaan itu terbentuk atas buatan manusia, 
karena perbedaan fisik yang terlihat oleh kasat mata 
membuat manusia pun membedakan segalanya sejak jaman 
dahulu kala.

Persamaan pria dan wanita yang ingin saya bahas dalam 
tulisan ini adalah berkaitan dengan perasaan. Yang dikatakan 
perasaan, bukanlah sesuatu yang bersifat fisik, namun 
sesuatu yang bisa dirasakan dan mungkin saja menimbulkan 
ekspresi yang berbeda‐beda. Perasaan misalnya adalah sedih, 
takut, marah, kecewa, gembira.

Pada dasarnya, perasaan itu sangat manusiawi dirasakan oleh 
seorang manusia. Sebagai contoh seorang bayi, mereka akan 
menangis ketika lapar dan meminta susu, tanpa membedakan 
itu bayi laki‐laki atau perempuan. Mereka pun bisa tertawa, 
tersenyum apabila mereka merespon sesuatu yang 
menyenangkan baginya.

Nah dalam proses perkembangannya, di sanalah mulai terjadi 
campur tangan orang‐orang dewasa di lingkungannya, 
budaya dan kebiasaan yang lalu membentuk pola pikir untuk 
menimbulkan perbedaan. Hal yang sangat sering terjadi 
adalah ketika banyak orang tua terutama ayah menekankan 
pada anak laki‐lakinya untuk tidak boleh menangis karena 
menangis menunjukkan kelemahan, sedangkan anak laki‐laki 
harus kuat.  Anak perempuan dianggap lebih lemah sehingga 
boleh dan wajar bila menangis. Seringkali seorang ayah yang 
seperti itu pun dibentuk oleh orang tua dan lingkungan yang 
seperti itu sehingga menanamkan hal yang sama pada 
anaknya.

Padahal pada kenyataannya, menangis bukanlah perasaan 
melainkan bentuk ekspresi dari perasaan sedih, kecewa atau 
bahkan gembira. Ketika seorang anak dilarang untuk 

Humanum

menangis karena menangis itu 
dianggap cengeng dan tidak 
baik, yang dipahami oleh anak pada saat ia kecil adalah ia 
tidak boleh memiliki perasaan sedih tersebut. Ketika 
perasaan‐perasaan sering dihambat untuk dirasakan dan 
diekspresikan, maka yang terjadi adalah seseorang menjadi 
kurang peka, ia menjadi sulit untuk merasakan perasaannya 
sendiri atau bahkan perasaan orang lain.
Perasaan lain yang juga sering muncul adalah perasaan takut.  
Sama seperti perasaan sedih, perasaan takut pun seringkali 
dikaitkan dengan wanita dan menjadi tanda kelemahan.  
Padahal seorang pria pun sangat wajar memiliki perasaan 
takut dan itu bukan merupakan tanda ia lemah.

Pria dan wanita sebenarnya harus dibedakan soal bagaimana 
mereka mengekspresikan perasaannya dan bukan 
perasaannya itu sendiri. Keduanya memiliki perasaan‐
perasaan yang sama karena sejak lahir perasaan itu tidak 
pernah dibedakan berdasarkan gender. Namun dalam 
pertumbuhan dan perkembangan, mereka belajar 
mengekspresikan perasaan dengan cara yang berbeda‐beda, 
sesuai pola asuh, budaya dan lingkungan dimana mereka 
tinggal.

Jadi sebenarnya, saat ini yang masih salah kaprah adalah 
pembedaan itu diletakkan pada masalah perasaannya 
padahal pembedaan itu sebenarnya ada pada ekspresi 
perasaaan, sehingga itulah tugas kita yang memahami lebih 
baik tentang hal ini untuk membentuk pola pikir baru, agar 
perkembangan psikologis seseorang menjadi lebih matang.  
Jadi pertama‐tama harus membedakan dulu, apakah itu 
perasaan atau ekspresi perasaan.

Dewiyani Djayaprabha, S.Psi., Psikolog, Kepala Pusat 
Pengembangan Karier Universitas Katolik Parahyangan

Pria
&

Wanita
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Engineering
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Why is it more and more important?

Mechatronics Engineering

engineering, computing, optics, actuators, sensors, digital 
controls, and robotics. From its inception in computer‐
controlled machining and factory automation, mechatronics 
has incorporated these engineering disciplines and more, 
plus bioengineering and nanotechnology. Mechatronic 
devices include disk drives, cameras, imaging systems, and 
antilock brakes. Their complexity spurs the development of 
multiphysics in simulation and engineering analysis. 

Mechatronics are all around us, Alan S. Brown (2011, 
American Society of Mechanincal Engineers, ASME) says, 
from computer hard drives and robotic assembly systems to 
washing machines, coffee makers, and medical devices. 
Electronics that control mechanical systems account for 
much of the value of the average automobile, managing 
everything from stability control and antilock brakes to 
climate control and memory‐adjust seats.

French standard NF E 01‐010 gives the following definition: 
“approach aiming at the synergistic integration of mechanics, 
electronics, control theory, and computer science within 
product design and manufacturing, in order to improve 
and/or optimize its functionality".

any in the field have adapted Kevin Craig's Mdefinition of mechatronics where mechanical, 
electronic, control, and software engineering all 

meet. Many engineers reference a drawing shown by Kevin 
Craig (a professor of mechanical engineering who started a 
mechatronics program), perhaps the US foremost evangelist 
of mechatronic design. It consists of four overlapping circles: 
mechanical systems, electronic systems, control systems, and 
computers. Many people treat "mechatronics" as a modern 
buzzword  synonymous  wi th  "e lect romechan ica l 
engineering".

The word "mechatronics" originated in  and Japanese‐English
was created by Tetsuro Mori, an engineer of Yasakawa Electric 
Corporation. The word "mechatronics" was registered as 
trademark by the company in Japan in 1971. However, 
afterward the company released the right of using the word to 
public, and the word "mechatronics" spread to the rest of the 
world. Nowadays, the word is translated in each language and 
the word is considered as an essential term for industry.

American Society of Mechanical Engineers (ASME) see 
mechatronics is where electronics meets mechanical 

As technology advances, the subfields of engineering multiply and adapt. Mechatronics' 
aim is a design process that unifies these subfields. Mechatronics engineering has 
become an internationally recognized discipline with degree programs offered in Japan, 
the United States of America, Europe and Australia. There are many opportunities for 
mechatronics graduates. Last year Unpar opened a bachelor's program in electrical 
engineering (concentration: mechatronics engineering).

Source: Males Automation
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Students of mechatronics have gone on to develop many of 
the “smart” devices that have transformed a medley of 
industries around the world. From robots and anti‐lock 
brakes to photocopiers and computer drives, mechatronics 
professionals are changing the way people work and live, 
according to the American Society of Mechanical Engineers 
(ASME). The technology is also found in humidity sensitive 
clothes dryers and windshield wipers as well as in healthcare, 
agriculture, construction, entertainment, automobiles, and 
tools for the disabled and elderly communities. These 
technological innovations reflect the dedication these 
professionals have to becoming life‐long learners.

At the most fundamental level  lies the ability to design, 
model and test “simple” mechatronic systems comprising 
mechanical and electrical components connected to a single 
microcontroller. Engineers Australia describes mechatronics 
engineers are trained to have insight into how larger scale 
systems may be constructed though application of these 
fundamental skills. For example they are able to design more 
complex systems by networking microcontrollers together to 
achieve distributed control over a larger mechatronic system. 
Structured systematic design techniques are also important, 
together with conversation skills to jointly develop solutions 
with clients in terms of mechatronic engineering possibilities.  
Knowing how to conduct rigorous systematic testing is also 
critically important. Like all engineers, technical collaboration 
takes most of a mechatronic engineer's working time.  
Mechatronic engineering, by its nature, involves extensive 
collaboration with people working in more traditional 
engineering disciplines. 

Around the world the desire for a high‐tech, knowledge‐
based economy has recently been expressed. A recent survey 
of mechatronics graduates of the University of Auckland, 
New Zealand, and companies employing the graduates 
indicated strong support for the degree. Mechatronics 
engineers are employed in a wide range of jobs in design, 
improvement, implementation and maintenance of high‐
tech products, services and processes in mechanical, 
electronic and computer‐related businesses. With the multi‐
disciplinary nature of mechatronics engineering it is 
anticipated that mechatronics engineers will have excellent 
opportunities and progress quickly to jobs with greater 
responsibilities.

Contributing to the knowledge‐based society, last year (2015) 
Unpar, i.e. the Faculty of Industrial Technology, opened a 
bachelor's program in electrical engineering (concentration: 
mechatronics engineering). Several lecturers manage the 
program, led by Dr. Ir. Bagus Arthaya, M.Eng.  (PX)

Mechatronics engineering revolves around the design, 
construction and operation of intelligent products and 
systems, stemming from the integration of hardware and 
software applications. The Japanese engineer Tetsuro Mori 
developed the name for the field in 1969, while working as an 
executive engineer at the firm Yaskawa. Website of Educating 
Engineers writes that the field is still evolving. Professionals in 
this arena develop approaches to industrial problems 
employing mechanical and electronic solutions and computer 
applications. They develop products through the integration 
of diverse technologies for streamlining processes and 
applications in endeavors like underwater exploration. These 
engineers create and evaluate factory production lines 
blending manufacturing and technologies to enhance 
efficiency. In addition, they preserve and augment 
manufacturing designs and processes in applications such as 
robot floor cleaners.

In the US mechatronic engineers traditionally work in a 
laboratory, processing plant or engineering office setting, 
especially among product developers, manufacturing firms, 
mining or forestry industries, aerospace and defense, 
government and industry research groups, as well as 
electrical power facilities. In addition, the skill set is highly 
desired by prominent global enterprises in the automotive, 
aerospace and consumer products sectors and in innovative 
technology firms that manufacture and supply software 
components and equipment. Often graduates will establish 
their own firms or capitalize on research opportunities in the 
fields of bioengineering or nanotechnology. The demand for 
mechatronic specialists will continue to grow as more 
institutions seek to integrate technological innovations in the 
computer, electronic and sensor areas to enhance product 
processes and services. Institutions across the globe that 
have capitalized on mechatronics technology.

Source: Wikipedia



Denyut

Pusat Pengembangan Karir (PPK) Unpar menyelenggarakan Unpar Career Expo & Seminar 2016. Rangkaian kegiatan 
terdiri dari seminar seputar dunia kerja yang diselenggarakan pada tanggal 19-21 September 2016 di Operation Room Unpar 
dan career expo pada 23-24 September 2016 di Harris Hotel and Convention yang diikuti 26 partisipan perusahaan nasional, 
multinasional, dan institusi pendidikan, serta dihadiri lebih dari 2.000 orang pengunjung.
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Studi banding Badan Eksekutif 
Mahasiswa Universitas Kristen 
Duta Wacana, 8 September 2016

Studi banding President University Student Union, 17 September 2016

Aflah Fadlan Prawira (Ilmu Administrasi Publik Unpar) dan Yessy Venesia (Akuntansi Unpar), keduanya mewakili Jawa Barat, berhasil meraih 
medali emas pada perhelatan Pekan Olahraga Nasional XIX Jawa Barat.
Fadlan meraih emas pada nomor 800 meter gaya bebas putra, emas pada nomor 1.500 meter gaya bebas putra, 400 meter gaya bebas putra, estafet 
beregu, dan emas pada renang perairan terbuka no10.000 meter, serta medali perunggu pada nomor 200 meter gaya ganti putra perseorangan.
Yessy meraih medali emas nomor 200 meter gaya punggung putri dan emas pada cabang renang perairan terbuka 10.000 meter. (lamanUnpar)

Arvy Nathaniel, Jericko Stevanus 
Prakoso, dan Daniel Tri (mahasiswa 
Prodi Teknik Sipil), meraih Juara 1 Best 
of the Best Geothenical Engineering 
Competition 2016 (25-28 September 
2016)



Greater Bandung

Waiting for good news of

The Greater Bandung Metropolitan LRT

with the Jakarta‐Bandung high‐speed rail service and will 
serve as a mode of connection from high‐speed rail stations in 
Tegalluar and Bandung. The Jakarta‐Bandung high‐speed rail 
service will operate along a 142 kilometer route from Halim in 
Jakarta to Tegalluar. Ridwan said the LRT project would be 
carried out by state‐owned enterprises appointed by the 
government. “They will carry out detailed engineering and 
construction. The completion target will be the same as the 
high‐speed rail project, or at least the route to the city of 
Bandung can be completed first,” added Ridwan.

Ridwan Kamil expressed hope that the LRT project could be 
prioritized for the corridor from the high‐speed train station 
in Tegalluar to Bandung, The Jakarta Post reported. According 
to him, funds from the state budget would greatly support 
the development of this mode of transportation. Ridwan 
estimated that a single corridor, about 11 kilometers long, 
would require an investment of at least Rp 500 billion (USD 
37 million). Therefore, for the eight lines, the Greater 
Bandung LRT project will require investment of at least Rp 40 
trillion. Ridwan said each corridor would have 12 stations. 
“The tender for the construction of the stations is currently 
being offered and I will find another investor to finance the 
development of those points,” said Ridwan.

Private companies will be involved?
In June 2016 it was reported that contrary to the Greater 
Jakarta LRT, which is funded by the state, the Greater 
Bandung LRT will be developed and funded privately. [The 
Jakarta Post 09/06/2016].

West Java Provincial Government has rejected the funding 
scheme of the LRT project to 
involve private sector because 
t h i s  p r o j e c t  c o v e r s 
transportation area of Greater 
Bandung and it should be 
funded by the State Revenue 
a n d  E x p e n d i t u re  B u d g e t 
(APBN). Acting Governor of 
West Java, Deddy Mizwar, said 
that his office had asked the 
central government to review 
the Greater Bandung L R T 
development plan with the 
scheme. According to him, if 
this scheme is chosen, the 
people wil l  be burdened. 

Integrated with the high speed rail
Some time ago West Java Provincial Administration proposed 
eight LRT lines, two in Bandung City and the rest connecting 
to regencies and city outside of Bandung City. The proposed 
l i n e s  a r e  L e u w i p a n j a n g — J a t i n a n g o r , 
Leuwipanjang—Padalarang, Leuwipanjang—Soreang, 
G e d e b a g e — M a j a l a y a ,  D a g o — L e u w i p a n j a n g , 
Cibeureum—Gedebage, Martadinata—Majalaya, and 
Dago—Pasirluyu. The main stations would be located at 14 
points, namely Padalarang, Cibeureum Circle, Leuwipanjang, 
Soreang, Banjaran, Majalaya, Tanjungsari, Jatinangor, 
Gedebage, Martadinata, Dago Terminal, Ciumbuleuit, 
Babakan Siliwangi and Pasirluyu.

However, eight regencies and cities in West Java Province 
passed by the Jakarta‐Bandung corridor high‐speed rail 
service must revise their spatial planning related to the 
project. In April 2016 West Java Transportation Agency Head 
Taufik Dedi said, “We will adjust the spatial planning concept. 
To my knowledge, the LRT has been adapted with spatial 
planning in reference with Bandung City Bylaw No. 10/2015, 
and has also been included in the city's railway master plan.” 
[The Jakarta Post 16/04/2016].

Also in April 2016 the Bandung City administration has 
confirmed that the construction of Light Rail Transit (LRT) in 
the Greater Bandung area, designed to support the nation's 
first high‐speed rail service, will be funded by the central 
government. Bandung Mayor Ridwan Kamil said President 
Joko “Jokowi” Widodo was drafting a presidential regulation 
(Perpres) on the construction of the LRT, and the regulation 
would also encompass financing. The LRT will be integrated 

After a year of delays, the central government and the Jakarta administration have 
finally set aside their differences and agreed to proceed with the Jakarta Light Rail 
Transit (LRT) development. The government expects that LRT construction in Jakarta, 
Bandung and Palembang will be complete in time for the 2018 Asian Games. However, 
the funding scheme of the Greater Bandung Metropolitan LRT has not been very clear 
yet. Will it be funded and operated in public-private partnership scheme?
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system relies on a third party, not only for infrastructure 
construction but also for school buildings and even prisons 
and other public services such as transportation. Ridwan 
Kamil hopes his administration will be able to implement a 
system of the UK‐model PPP in Bandung City. Initial phase 
will begin by establishing a special unit that handles the PPP 
and synchronizes related regulations for tendering processes. 
[Gulalives 27/06/2016].

Investments in public sector infrastructure are seen as an 
important means of maintaining economic activity, as was 
highlighted in a European Commission communication on 
PPPs. As a result of the significant role that PPPs have 
adopted in the development of public sector infrastructure, 
in addition to the complexity of such transactions, the 
European PPP Expertise Centre (EPEC) was established to 
support public‐sector capacity to implement PPPs and share 
timely solutions to problems common across Europe in PPPs. 
PPPs provide a unique perspective on the collaborative and 
network aspects of public management. A common problem 
with PPP projects is that private investors obtained a rate of 
return that was higher than the government's bond rate, 
even though most or all of the income risk associated with the 
project was borne by the public sector. 

Good luck. We are waiting for the good news of the Greater 
Bandung Metropolitan LRT.  (PX)

[Kompas 10/06/2016, Kompas 13/06/2016].

Mayor of Bandung, Ridwan Kamil, denied that funding 
scheme by private sector was already decided by the central 
government. According to him, Bandung City Government 
still has to send another letter to the central government 
requesting legal certainty about the percentage of APBN 
funds in this project. "There has been no decision. It is to be 
decided by the President via Minister of Finance," he said. On 
the other hand, Bandung City Government has stated its 
commitment to contribute to the LRT ticket price subsidy. The 
local governments whose territories will be served by this LRT 
have been asked to contribute too, not just zero percent.

The plan is, according to Ridwan Kamil, Bandung City 
Government will manage the commercial buildings in the 
stations, and the profits generated can cover the subsidy cost. 
"We hope that the ticket prices will be affordable and people 
can use the LRT in moving around within the metropolitan 
area in Greater Bandung, involving more than six million 
people. Even if in the end we subsidize, Bandung City will not 
do so beyond its APBD limits," he said [Pikiran Rakyat 
08/06/2016].

Public‐Private Partnership?
Mayor of Bandung Ridwan Kamil hopes his administration can 
implement a system of public‐private partnership in which a 
government service or a private business venture is funded 
and operated through a partnership of government and 
private sector as in the United Kingdom. Ridwan Kamil said 
development process in the UK undertaken by the PPP 

Is this the planned route of Greater Bandung Metropolitan LRT?

Source: http://www.skyscrapercity.com/



lanjut usia (berumur 60‐74 tahun), 
pengguna smartphone dan sudah 
c u k u p  l a m a  m e n g g u n a k a n 
smartphone (minimal 6 bulan). 
Berdasarkan wawancara dan 
pengamatan awal yang dilakukan 
t e r h a d a p  1 2  r e s p o n d e n , 
ditemukan bahwa para lansia tidak 
menginginkan aplikasi social media 
yang murni untuk komunikasi sosial 
saja seperti  Facebook, Path, 
Instagram dan lain‐lain. Di usia 
lanjut, mereka lebih fokus kepada 
masalah kesehatan yang dapat 
dikatakan shared problem yang 
dialami oleh seluruh responden 
dalam penelitian ini. Oleh karena 
itu, maka aplikasi yang akan 

dihasilkan dalam penelitian ini adalah aplikasi yang dapat 
bermanfaat sebagai social media sekaligus penyedia 
informasi kesehatan bagi lansia.

Langkah awal dalam mengidentifikasi kebutuhan pengguna 
dilakukan dengan wawancara untuk mengetahui hal‐hal apa 
saja yang dibutuhkan oleh lansia atau kendala apa saja yang 
muncul dalam rangka menjaga kesehatan dan dalam 
penggunaan aplikasi pada smartphone mereka. Langkah 
selanjutnya adalah menginterpretasikan pernyataan yang 
diutarakan oleh responden menjadi sekumpulan daftar 
kebutuhan. 

Daftar kebutuhan yang didapat dari pernyataan responden 
terdiri dari: aplikasi memberikan panduan atau bantuan,  
membantu lansia dalam menjaga pola makan, membantu 
lansia untuk dapat berkomunikasi dengan teman, mudah 

dipelajari dan digunakan, membantu dalam mengontrol 
makanan yang dikonsumsi,  membantu untuk memiliki hidup 
sehat, membantu mengorganisir dan mengontrol kegiatan, 
membantu kegiatan olahraga, membantu berkomunikasi 

Proses menua adalah proses natural yang memberikan 
pengaruh sangat besar terhadap kualitas hidup 
(quality of life) orang di lanjut usia. Proses menua 

ditandai dengan menurunnya berbagai fungsi dan 
kemampuan fisik, psikis serta kognitif orang lanjut usia 
(lansia). Upaya peningkatan kualitas hidup lansia dapat 
dicapai melalui desain ruang hidup (living space) yang 
nyaman serta desain sistem pendukung komunikasi sosial 
(social communication support) yang lebih sesuai dengan 
kebutuhan, pola hidup serta kemampuan fisik dan kognitif 
mereka.

Penggunaan teknologi dalam sistem pendukung komunikasi 
sosial yang banyak berkembang sekarang ini menyebabkan 
adanya gap antara penggunaan dan keterbatasan lansia. 
Kebutuhan dan teknologi yang meningkat untuk penggunaan 
media komunikasi sosial bagi lansia tidak diiringi dengan 
kemampuan dari lansia yang cenderung semakin menurun 
baik secara fisik maupun kognitif.

Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan rancangan aplikasi 
social media yang memperhatikan karakteristik lansia 
sehinggan dapat digunakan dengan baik oleh lansia. 
Penelitian ini didasarkan pada model desain partisipatif yang 
merupakan suatu pendekatan untuk mendesain suatu 
produk dengan melibatkan pengguna dalam proses desain 
untuk memastikan produk yang didesain memenuhi 
kebutuhan pengguna dan dapat digunakan. Untuk mencapai 
tujuan tersebut, penelitian ini mencakup tiga aktivitas utama 
yaitu identifikasi kebutuhan, perancangan konsep dan 
pembuatan rancangan aplikasi.

Penelitian ini melibatkan 12 orang responden yang 
memenuhi kriteria bahwa responden merupakan orang 

Penelitian

Perancangan Aplikasi Social Media bagi Lansia
Berdasarkan Model Desain Partisipatif
Penggunaan teknologi dalam sistem pendukung komunikasi sosial yang banyak berkembang sekarang ini 
menyebabkan adanya gap antara keterbatasan lansia dan kemudahan penggunaan.

rmoljakarta.com
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lansia serta melibatkan 3 orang mahasiswa/i sebagai 
pendamping. Pada workshop yang kedua, lansia diberi 
sejumlah icon dan tampilan yang nantinya akan dipilih oleh 
mereka lalu icon tersebut ditempel di suatu kertas yang telah 
disiapkan. Pada workshop ini dihasilkan konsep desain yang 

dengan dokter, mengidentifikasi gangguan yang dialami, 
menyediakan informasi makanan yang baik untuk kesehatan, 
menyediakan ingormasi kesehatan dalam bentuk artikel, 

membantu melakukan check up, menyediakan informasi 
obat‐obatan, dan lainnya. Daftar kebutuhan tersebut 
kemudian digunakan untuk menentukan fitur apa saja yang 
diperlukan pada aplikasi serta desain seperti apa yang 
diperlukan pada tampilan aplikasi. 

Konsep desain aplikasi didapatkan dari design workshop yang 
terbagi menjadi 2 bagian, yaitu workshop yang hanya 
melibatkan mahasiswa sebagai perancang dan workshop 
kedua yang melibatkan lansia dengan bantuan mahasiswa.

Pada workshop pertama, para mahasiswa selaku partisipan 
design workshop diminta untuk membuat icon dan elemen‐
elemen lain dari tampilan ide aplikasi yang telah dibuat 
sebelumnya sehingga pada workshop pertama dihasilkan 
berbagai macam tampilan, gambar icon, bentuk tombol, 
bentuk bar, logo, dan nama aplikasi yang nantinya akan 
digunakan pada design workshop kedua. Dari workshop 
pertama ini diperoleh konsep icon seperti pada gambar 
berikut:
Proses design workshop kedua diikuti oleh 3 orang responden 

lifestyle.liputan6.com
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dalam kehidupan sehari‐harinya telah menghasilkan 
berbagai kesimpulan sebagai berikut:
1. Kebutuhan yang teridentifikasi akan aplikasi social media 
....dan penyedia informasi kesehatan bagi lansia berjumlah 
....35 kebutuhan (Tabel 3) yang perlu diakomodasi.
2. Konsep desain aplikasi social media dan penyedia 
.....informasi kesehatan bagi lansia yang dihasilkan adalah 3 
.....buah konsep. Proses perancangan konsep desain ini 
.....melalui tiga tahapan yaitu pembuatan ide konsep, design 
.....workshop pertama untuk menghasilkan konsep desain 
.....dan design workshop kedua untuk melakukan refinement 
.....konsep desain.
3. Rancangan aplikasi social media dan penyedia informasi 
.....kesehatan bagi lansia yang dihasilkan berupa low‐fidelity 
.....prototype yang dibangun berdasarkan konsep terpilih 
.....Health Assistant.

Saran yang dapat diberikan untuk penelitan selanjutnya 
adalah sebagai berikut:
1. Penelitian sebaiknya dilanjutkan hingga pembangunan 
....high‐fidelity prototype agar masalah‐masalah yang 
....tidak/belum dapat teridentifikasi dengan low‐fidelity 
....prototype dapat terdeteksi.
2. Penelitian desain aplikasi social media dan penyedia 
.....informasi kesehatan bagi lansia dapat dilanjutkan dengan 
.....proses evaluasi prototipe dengan melakukan usability 
.....testing dengan melibatkan para lansia sebagai responden 
.....untuk mendapatkan feedback untuk perbaikan prototipe.

Dr. Johanna Renny Octavia 
Hariandja
W a k i l  D e k a n  B i d a n g 
Kemahasiswaan & Alumni FTI
Mata kuliah yang diampu 
ada lah  Desa in  In te raks i , 
A n a l i s i s  S i s t e m  K e r j a , 
Perancangan Sistem Kerja dan 
E rg o n o m i ,  P e r a n c a n g a n 
Produk, Ergonomi Produk, dan
Pengantar Teknik Industri.

Kristiana Asih Damayanti, 
S.T., M.T.
Wakil Dekan Bidang Sumber 
Daya FTI
Mata kuliah yang diampu 
adalah Pengantar  Teknik 
Industri, Perancangan Produk, 
P e r a n c a n g a n  S i s t e m 
Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja,  Ergonomi Produk, 
Perancangan Sistem Kerja dan 
Ergonomi, Perancangan Sistem 
Teknik Industri, dan Analisis 
Sistem Kerja.

akan dikembangkan lebih lanjut ke rancangan aplikasi.
Rancangan Aplikasi

Hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan 
rancangan aplikasi adalah pengguna yang merupakan lansia. 
Beberapa poin yang digunakan dalam perancangan aplikasi 
bagi lansia antara lain adalah sebagai berikut : mengurangi 
kompleksitas, struktur tugas yang jelas, informasi yang 
konsisten, feedback yang jelas dan berbeda, ukuran teks 
antara 12‐24 pt dengan jenis huruf sans‐serif, ukuran tombol 
antara 16,5‐19,05 mm untuk tombol yang saling berdekatan 
dengan dan 11,43‐19,05 mm untuk tombol yang tidak 
berdekatan dan jarak antara setiap touch area antara 6,35‐
19,05 mm.

Pada gambar di bawah ini dapat dilihat contoh ukuran 
tombol, jarak antar touch area dan ukuran huruf yang 
menjadi dasar perancangan prototipe.

Prototipe dibuat dengan menggunakan software Indigo 
Studio, di mana software tersebut adalah software khusus 
untuk desain UI (User Interface) baik untuk mobile, web, dan 
sebagainya. Prototipe aplikasi ini memiliki fitur‐fitur sebagai 
berikut: halaman awal, menu, profil, artikel, diagnosa, obat, 
jadwal, forum, konsultasi online, makanan, panduan, dan 
pengaturan.

Setelah menyelesaikan tiga rangkaian aktivitas dalam 
penelitian ini, perancangan aplikasi social media dan 
penyedia informasi kesehatan yang membantu para lansia 

(diedit oleh LPPM Unpar/DH)
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30-31 Agustus 2016, Lembaga Kepresidenan Mahasiswa 
mengadakan Expo UKM. Acara ini menyajikan booth dari tiap 
Unit Kegiatan Mahasiswa, juga workshop dan penampilan 
langsung dari UKM-UKM. Lebih dari 3.672 orang 
pengunjung berkesempatan untuk mengenal lebih dekat UKM 
yang ada di Unpar, termasuk mencoba beberapa atraksi atau 
bentuk kegiatan yang khas dari UKM.

17 Agustus 2016, dilaksanakan peresmian Posyandu Rengganis 15 di 
Desa Bojongkoneng, Ngamprah, Bandung Barat. Posyandu tersebut 
merupakan hasil desain dan pembangunan dari Himpunan 
Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil dan Arsitektur, yang 
berkolaborasi dengan masyarakat setempat. Peresmian ini adalah 
puncak dari acara Bhakti Ganva 2016, program Pengabdian 
Masyarakat HMPS Teknik Sipil dan Arsitektur.

Timothy Vittorio dan Dennis Cahya Indra menerima Special 
Mention Award pada International Tropical Architecture 
Design (ITAD 2016) Competition yang diselenggarakan 
Building Construction Authorities (BCA), Singapore 
Institute of Archticts (SIA), dan Singapore Green Building 
Council (SGBC).

Timothy Vittoro (2013420061), Dennis Cahya Indra (2014420028), 
Aloysius Baskoro (2013420165). Peringkat 2 Sayembara Arch 
Grand Festival 2016.
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Rama Dwi Wahyu (2013420118), Hauzan Irsyad (2013420067), dan 
Erin (2013420064). Peringkat 3 Sayembara Arch Grand Festival 
2016.



Western Java

he government hopes the high speed train project Tdevelopment may boost the economic growth of the 
railway surrounding areas. The government explains 

that the project won't get enough profit if the income only 
depends on the train tickets and passengers. Therefore, KCIC 
consortium develops the economy of Walini City through 
transit oriented development (TOD) and turns it into a new 
city. The development is expected to grow the economy 
significantly as train passengers will visit the city. The 
government insists that the project is not only about railway 
project, it also includes the economic development of two big 
cities.

Walini City has a great potential to be developed, but the 
economic growth won't be increased significantly if the area 
is only developed for toll roads. Walini City will be developed 
into an enormous entertainment city. To develop it, KCIC will 
open bid for contractors who want to develop the area. 
However, it is also possible for state‐owned enterprises to 
synergize the city development. Disneyland, Universal Studio, 
and music center will probably be there. [Gresnews, 
04/02/2016].

The 2,800 hectare land owned by PT Perkebunan Nusantara 
(PTPN) VIII in Cikalong Wetan District, West Bandung 

Regency will serve as Walini City following the official 
commencement of the Jakarta‐Bandung corridor high speed 
train megaproject. Of the land total area, 1,270 hectares will 
be used for the development of the high speed train stopover 
location (Transit Oriented Development, TOD).

President Director of PTPN VIII Sunardi Dadi explains, the 
Walini City development has been planned since 2004. It is 
planned to anticipate the increasingly crowded Jakarta and 
Bandung. Sunardi Dadi hopes, with the presence of Walini 
City the local economic growth in Cikalong Wetan District in 
particular and West Bandung Regency in general will be 
acclerated. It will be supported by the high speed railway 
which will be integrated to the existed toll road, the old 
railway, and the provincial road. In the planning itself, Sunardi 
Dadi recognizes, 70 percent of all Walini area will remain 
green [Pojok Jabar 23/01/2016].

Walini ITB Campus?

Meanwhile since a few years ago Bandung Institute of 
Technology (ITB) has planned to develop a concept of 
technopark campus in Walini area. According to its 
masterplan, Walini ITB Campus (2020) will be developed with 
a focus on:
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Walini City:

The Future Capital of
West Java Province?
The construction of Southeast Asia's first high‐speed railway by PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), 
which is serving four stations from Halim via Karawang and Walini to Tegalluar, speeds up Walini City 
development. Will Walini City, around 36 km from Ciumbuleuit Unpar Campus, be the future capital of 
West Java Province?

Source: West Java Governor
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•Multidisciplinary Academic Studies and Research, i.e. 
..interdisciplinary blend to produce products which are more 
..applicable and responding to future challenges. This will be 
..achieved by collaboration with other disciplines outside 
..engineering.
•Science and Technopark, namely synergy aspects of 
. .bus iness ,  management,  entrepreneurship,  and 
..industryness in which research centers and programs will be 
..developed to build technopreneurship as ITB new cultural 
..traits.
•Knowledge Hub, i.e. Walini ITB Campus (2020) will function 
..as a center for ITB‐intercampus interaction, as well as 
..interaction with various parties such as universities, 
..companies, industries, research centers, government, and 
..other stakeholders.
•Green and Sustainability, i.e. Walini ITB Campus (2020) is 
..designed to promote the concept of green and sustainable 
..growth culture.
•Living‐Learning Community, namely the development of 
..new human resources who are wise, not only by building its 
..atmosphere, but also a wide range of facilities for social 
..interaction appropriate to support academic activities.

Last year the Rector of ITB Kadarsyah Suryadi said the high 
speed railway development would help in terms of access and 
connection to the ITB new campus [CNN Indonesia 
13/10/2015]. Travel time will become shorter. In addition, the 
development of the ITB new campus in Walini will encourage 
the growth of new residential and economic centers. This has 
been proven by the growth of Jatinangor region after 
Padjadjaran University and ITB campuses.

According to Kadarsyah Suryadi, the Walini new city 
development plan has been discussed since a few years ago 
between PTPN VIII, West Java Provincial Government, the 
Government of West Bandung Regency, and ITB. In the Walini 
plantation area that is no longer productive a variety of 
projects will be built, one of them is the ITB new campus with 
green technopark concept. This concept is expected to help 
improving innovation and the quality of human capital. ITB 
views university campus is no longer just a place of education 
but also a place of research and innovation.

Is the way to realization of the planned ITB new campus 
opening faster in line with the construction of the Jakarta‐
Bandung corridor high speed train megaproject which makes 
Walini one of its connecting stations?

The Future Capital of West Java Province?
Along with the construction of the Jakarta–Bandung   
corridor high speed railway, the discourse on the relocation of 
the capital of West Java Province resurfaces. The discourse 
has emerged since a few years ago, but it is still limited to just 
a discourse, has not really become a serious plan. West Java 
Provincial Government has viewed that Walini (in Cikalong 
Wetan District) area deserves to be considered because 
among other things it is close to Cipularang Tol, and several 
toll roads will be built: Ciawi–Sukabumi,  Cianjur–Sukabumi, 
and Cianjur–Padalarang  [Galamedia 05/08/2011]. In the last 
months West Java Provincial Government seems to have 
begun exploring the possibility of making the discourse a 
serious plan.

West Java Provincial Government has disclosed that an Asian‐
African village will be constructed in Cikalong Wetan District, 
West Bandung Regency. The project is being undertaken as 
mandated in the recommendations of the Asia‐Africa 
Conference (AAC) Commemorative Summit held in Jakarta 
and Bandung, in April 2015. The concept of the Asian‐African 
Village will be similar to the Beautiful Indonesia Miniature 
Park (Taman Mini Indonesia Indah) in Jakarta, where visitors 
can see replicas of various traditional houses existing in every 
region in the country. The new village will become a "show 
room" for Asian and African countries to display replicas of 
their traditional houses and heritage.

The village will be built in a tea plantation area of 
Mandalawangi Maswati (Walini), covering 350 hectares of 
land. The Asian and African miniature village will be a way to 
remember the historic event that had brought the great 
leaders of Asian and African countries together in 1955. Of 
the total land area, 300 hectares will be used for the 
preservation of the tea plantation, and about 40 hectares will 
become a park of "Asia and Africa in miniature." Meanwhile, 
the remaining 10 hectares will be allocated to set up statues 
as a tribute to the initiators of the AAC, such as Indonesia's 
First President Soekarno, and former Indian Prime Minister 
Jawaharlal Nehru [Antara 06/02/2016].

Will Walini City be the future capital of West Java Province? 
The discourse surely needs to be studied carefully. All ideas 
and inetrests have to be synchronized. If the discourse is 
feasible, then it has to be formally written in development 
plans and spatial plans. Of course it is not easy, it needs huge 
energy, huge budget, and perhaps a breakthrough from the 
central government is needed to speed up the process. (PX)



Resensi Buku

Mengenang Begawan Pemerintahan Daerah:
Prof. Dr. H. Ateng Syafrudin, S.H.

agir Manan (Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas BHukum Universitas Padjadjaran; Ketua Dewan Pers 
2010‐2016) mengenang, ”Prof. Ateng Syafrudin ... 

mengabdikan diri kepada publik melalui pemerintahan (yang 
dijalani sejak usia belia).  ... mengabdi kepada ilmu 
pengetahuan, khususnya hukum administrasi negara dengan 
pusat perhatian pada hukum‐hukum pemerintahan daerah.” 
Ada pun B.S. Kusbiantoro, Ketua Pengurus Yayasan Unpar, 
mengenang, “Pak Ateng dengan karya, layanan, dan 
keteladanannya merupakan salah satu 'legacy' dalam budaya 
dan sejarah Unpar.”

Buku berjudul Prof. Dr. H. Ateng Syafrudin, S.H.: Begawan 
Pemerintahan Daerah, Ayah, Pemimpin, Guru, dan Sahabat 
yang Menyejukkan, berisi kenangan sejumlah pribadi di 
lingkungan pendidikan tinggi yang pernah berinteraksi 
dengan begawan pemerintahan daerah ini. Buku yang 
diterbitkan oleh Unpar Press ini merupakan bagian dari upaya 
penulisan buku tentang pribadi‐pribadi yang dinilai telah 
berjasa luar biasa terhadap perkembangan dan/atau 
mengharumkan nama Universitas Katolik Parahyangan 
(Unpar). Prof. Dr. H. Ateng Syafrudin, S.H. (28 Agustus 1926 – 5 
September 2012) dikenal luas sebagai pamongpraja, 
cendekiawan yang tekun dan rendah hati, serta pendidik 
yang sabar. Tidaklah berlebihan apabila beliau dijuluki 
“begawan” pemerintahan daerah.

Ini bukanlah buku pertama yang menuliskan tentang hidup 
dan pandangan Pak Ateng. Selain sebagai ungkapan syukur 
atas seorang pribadi unik yang turut menghidupi Universitas 
Katolik Parahyangan, penulisan buku ini dimaksudkan 
sebagai upaya merawat dan mewariskan spirit Pak Ateng 
kepada siapa pun yang membaca buku ini (terutama generasi 
muda yang tidak mengalami interaksi langsung dengan 
beliau). Diterbitkan pada tahun 2016, sembilan puluh tahun 
sejak kelahiran beliau, buku ini ditulis agar para pembaca 
relatif mudah “menangkap” spirit seorang begawan 
pemerintahan yang sungguh pantas kita kenang.

Berpengalaman sebagai praktisi pemerintahan daerah yang 
kemudian mengabdikan diri sebagai akademisi, banyak 
pribadi yang memiliki kesan mendalam mengenai Pak Ateng.
“Selama masa bimbingan, saya menilai beliau sebagai … 
seorang  yang  mempunya i  s i fat  kebapakan ,  dan 
memperlakukan promovendus seperti anak sendiri,” kenang 
Sjamsiar Sjamsuddin (Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi 
Universitas Brawijaya).

Ni'matul Huda (Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam 
Indonesia) mengenang, “.., sosok Prof. Ateng di mata murid‐
muridnya sangat sejuk dan menyenangkan, selalu 
menyambut dengan senyum di setiap kunjungan kami ke 
rumah, yang selalu ditemani dengan secangkir teh hangat. 
Rasanya seperti 'pulang ke rumah' yang hangat.”

Pak Ateng lahir di lingkungan pesantren di Cibaduyut, 
Bandung, namun kemudian mengenyam pendidikan dasar 
berbahasa Belanda. Pendudukan Tentara Dai Nippon 
membuat pendidikan beliau terhambat, dan Revolusi 
Kemerdekaan membuat beliau terjun di medan laga, dengan 
tetap setia menekuni pekerjaan sebagai pamong praja. 
Seiring dengan perjalanan waktu beliau semakin dipercaya 
menangani urusan yang lebih besar. 

Pak Ateng Syafrudin tahu persis ketika dua uskup, yakni Mgr. 
Arntz, OSC dan Mgr. Geise, OFM berkunjung menemui tiga 
tokoh orang Sunda untuk menjelaskan keinginan dan niat 
masyarakat Katolik Bandung untuk mendirikan sebuah 
perguruan tinggi Katolik di Bandung. Ketiga tokoh orang 
Sunda itu adalah: R.M. Enoch Danubrata (saat itu Komisaris 
Daerah Kepolisian), Ipik Gandamana (saat itu Residen 
Priangan), serta Ir. Effendi Saleh (saat itu Direktur Djawatan 
Kereta Api). Pertemuan itu dilaksanakan di kantor Bapak Ipik 
Gandamana (waktu itu beliau Residen Priangan, yang dui 
kemudian hari menjadi Gubernur Jawa Barat, dan lalu 
Menteri Dalam Negeri). Waktu itu Pak Ateng sedang bertugas 
sebagai Sekretaris Pak Ipik Gandamana. 

Sembari tetap bekerja sebagai pamong praja, tekad kuat 
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untuk terus belajar mengasah diri membuat Pak Ateng 
mendaftarkan diri sebagai mahasiswi angkatan pertama 
Fakultas Hukum Unpar yang dibuka pada tahun 1958 (kawan 
satu angkatan almarhum Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H.). 
Tekad kuat beliau untuk belajar terus berlanjut hingga meraih 
gelar doktor ilmu hukum dari Unpar pada tahun 1975 
(menurut sistem lama). Beliaulah Sekretaris Daerah (Sekda) 
pertama di Indonesia yang bergelar doktor. Sejak itu beliau 
bertekun menulis buah‐buah pengalaman, refleksi, dan 
pandangan beliau dalam hukum pemerintahan daerah. Selain 
pernah dipercaya sebagai Kepala Bappeda Provinsi Jawa 
Barat, beliau pernah dipercaya sebagai Dekan FH Unpar 
(menggantikan Prof. R. Subekti, S.H.) dan kemudian Rektor 
Universitas Winaya Mukti.

Pak Ateng bukan hanya tekun sebagai pamong praja dan 
produktif sebagai akademisi, namun hidup beliau 
menyalurkan berkah bagi orang‐orang di sekitar beliau. “Prof. 
Dr. H. Ateng Syafrudin, S.H. adalah manusia yang sungguh‐
sungguh manusia dalam keutuhannya, a human being par 
excellence,” demikian almarhum Prof. Dr. B. Arief Sidharta, 
sahabat beliau sejak 1958.

Judul  : Prof. Dr. H. Ateng Syafrudin, S.H.
...........................Begawan Pemerintahan Daerah, 
...........................Ayah, Pemimpin, Guru dan Sahabat 
...........................yang Menyejukkan
Editor  : P. Krismastono Soediro
Penerbit : Unpar Press
Tahun    : 2016
Halaman : viii + 242 halaman

tentang (ke)sukses(an), empat pilar pembelajaran, 
pembahasan mengenai otak kiri – otak kanan dan hard skills 
– soft skills, nilai‐nilai mandiri, sinergi, asah, pemahaman 
tentang karakter, kompetensi, dan komitmen, serta nilai 
humanum, integral, dan transformatif.

Buku “Kecakapan Dasar untuk Sukses”, yang ditulis oleh P. 
Krismastono Soediro, berisikan gambaran tentang 
communication, collaboration, critical thinking, dan 
creativity. Pembahasan dalam buku ini terdiri dari 
penggambaran perubahan zaman dan kecakapan dasar 
yang diperlukan seseorang saat ini, pemaknaan tentang 
empat kecakapan dasar untuk sukses, serta bentuk 
implementasi yang bisa dilakukan guna mewujudkan 
kecakapan dasar tersebut. Keempat kecakapan dasar 
tersebut tidaklah berdiri sendiri‐sendiri, tapi saling terkait, 
saling terjalin satu sama lain. Buku ini juga turut membahas 
keterkaitan tersebut.

uku “Unpar Alma Mater Kita” mencoba memberikan Bgambaran tentang Universitas Katolik Parahyangan. 
Buku yang ditulis oleh P. Krismastono Soediro ini 

terdiri dari 10 bab, yang diantaranya menceritakan tentang 
kunjungan Ir. Soekarno dan Moh. Hatta ke Unpar, struktur 
organisasi Unpar, gedung perkuliahan dan fasilitas 
pendukung, kegiatan kemahasiswaan dan prestasi yang 
ditorehkan, dan alumni Unpar yang telah banyak berkarya 
bagi masyarakat.

Buku “Menjadi Mahasiswa Sukses”, karya P. Krismastono 
dan Dewiyani Djayaprabha ini ditujukan terutama kepada 
mahasiswa baru yang mulai menjalani pengalaman – 
berproses, bertumbuh, berkembang – melewati masa 
transisi dari dunia remaja menuju dunia manusia dewasa 
muda. Lebih dimaksudkan untuk memberikan wawasan, 
mahasiswa baru diharapkan mengolah lebih lanjut makna 
kesuksesan menurutnya sendiri, dan bagaimana berproses 
menjadi sukses. Buku ini berisikan, diantaranya, pemaknaan 
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Do	 you	 know?	 	 Unpar	 Student	 Team	 will	 represent	
Indonesia	 in	 Asia	 Pacific	 round	 of	 International	
Humanitarian	 Law	 Debate	 held	 by	 International	
Committee	of	Red	Cross	(ICRC).	The	 team,	comprised	of	
Ancilla	 Pramudita,	 Jeanne	 Sanjaya,	 and	 Moudy	 Alfiana	
(bachelor’s	 students	 in	 international	 relations)	 was	 the	
first	winner	in	the	national	round	of	the	IHL	Debate	held	
in	 Semarang	 in	 May	 2016.	 Jeanne	 Sanjaya	 also	 won	
“Second	Best	Speaker”.	
	

The	event	was	open	to	all	bachelor’s	program	students	in	
international	 relations	 across	 Indonesia.	 In	 the	 grand	
final	 phase	 Unpar	 Team	 met	 Gadjah	 Mada	 University	
(UGM)	 Team.	 Unpar	 Team	 won,	 and	 will	 represent	
Indonesia	 in	 Asia	 Pacific	 round	 of	 IHL	 Debate	 held	 in	
Kuala	Lumpur,	Malaysia.	

Unpar	Represents	Indonesia	
in	Asia	Pacific	Round	of		
International	Humanitarian	Law	
Debate	

1955 



G.	Widjonarko
Anggota

Herman	Soedarsono
Anggota

Boedi	Siswanto	B.
Anggota

Antonius	Tardia
Anggota

Iwan	Supriadi
Anggota

B.S.	Kusbiantoro
Ketua

B.	Hendra	Kimawan,	OSC
Sekretaris	Umum

Hendra	Gunawan
Sekretaris

Bambang	Hardiono
Bendahara	Umum

Alexander	Tjandana	
Bendahara

Pengurus Yayasan Unpar

mengucapkan

Selamat Hari Pahlawan
Mari kita melanjutkan semangat berkorban

demi kebaikan bersama



Megapolitan

Will Jakarta be Flood Free by 2018?

Last year Public Works and Public Housing Minister Basuki Hadimuljono said that 
Jakarta should be flood free by 2018, particularly if flood mitigation projects along 
the Ciliwung River finish on schedule. Will the dream come true?
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akarta lies in a low, flat basin, ranged from −2 to 50 meters Jwith average elevation 8 meters above sea level; 40% of 
Jakarta, particularly the northern areas, is below sea 

level, while the southern parts are comparatively hilly. Rivers 
flow from the Puncak highlands to the south of the city, across 
the city northwards towards the Java Sea; the most important 
is the Ciliwung River, which divides the city into the western 
and eastern principalities. Other rivers include the 
Pesanggrahan, and Sunter.

All these rivers, combined with the wet season rains and 
insufficient drainage due to clogging, make Jakarta prone to 
flooding. Moreover, according to Wikipedia, Jakarta is sinking 
about 5 to 10 centimeters each year, even up to 20 
centimetres in the northern coastal areas. To help cope with 
the threat from the sea, the Netherlands will give USD 4 
million for a feasibility study to build a dike around Jakarta 
Bay. The ring dike will be equipped with a pumping system 
and retention areas to defend against seawater. Additionally, 
the dike will function as a toll road. The project will be built by 
2025. 

Over the years, sediment build‐up and old infrastructure have 
weakened Jakarta's capacity to manage floods. To address the 
problem, the Indonesian Government has agreed to build 2 
dams in Ciawi, Bogor and a tunnel from Ciliwung River to 
Cisadane River to ease Jakarta floods. Construction costs will 
be paid by Central Government, but land acquisitions is the 
responsibil ity of Jakarta Authority. Nowadays, an 
underground water tunnel between Ciliwung River and East 
Flood Canal is being worked to ease Ciliwung River overflows. 

Flood Mitigation Projects
Jakarta is a city prone to flooding. Land subsidence, where the 
ground settles gradually or sinks suddenly, continues in the 
city at increasingly alarming rates mainly caused by intensive 
deep groundwater extraction. Certain areas of North Jakarta 
are seeing subsidence in the range of 15 ‐ 25 cm a year. If 
sustained, these areas will sink 4 to 5 meters below sea level 
by 2025, the World Bank (2016) reports. Adding to this potent 
mix is the rise in sea levels caused by climate change, and an 
increase in both the frequency and intensity of rainfall. In 
previous decades, floods were relatively infrequent in Jakarta 
but are expected to become more common – having severe 
socio‐economic impact.

Flood mitigation projects include the construction of the 
Ciliwung tunnel connecting West Flood Canal (Banjir Kanal 
Barat, BKB) and East Flood Canal (Banjir Kanal Timur, BKT) 
that will split water flowing from the Ciliwung River as well as 
the expansion of the capacity of the Ciliwung River, the 

longest river in the capital. According to Minister Basuki 
Hadimuljono, once the process of the Ciliwung River  
“normalization” and the construction of the Ciliwung tunnel 
are finished, the floods will recede.The flood mitigation 
projects being implemented along the Ciliwung River and 
Ciliwung Tunnel could reduce the volume of flow around 
Kampung Pulo during peak rainy season.

The Jakarta Government is supported by the World Bank to 
mitigate floods risks by dredging a number of vital floodways 
and retention basins. The project, called the Jakarta Urgent 
Flood Management Project, or JUFMP, also helps efforts to 
rehabilitate embankments and mechanical equipment that 
are part of Jakarta's flood management system. Work to 
rehabilitate the city's flood management system is shared 
with the Jakarta Government. The World Bank's project 
includes work on 11 floodways or canals, with a total length 
of 67.5 kilometers, and four retention basins covering an area 
of 65 hectares. About 42 kilometers of embankments will be 
rehabilitated or constructed within these floodways and 
retention basins.

The development objective of the Jakarta Urgent Flood 
Mitigation Project is to contribute to the improvement of the 
operation and maintenance of priority sections of Jakarta's 
flood management system. There two components to the 
project. The first component is dredging and rehabilitation of 
selected key floodways, canals and retention basins. This 
component will support the dredging and rehabilitation of 11 
floodways / canals and four retention basins which have been 
identified as priority sections of the Jakarta flood 
management system in need of urgent rehabilitation and 
improvement in flow capacities. The dredge material will be 
transported and disposed into proper disposal sites. The 
second component is technical assistance for project 
management, social safeguards, and capacity building. This 
component will support contracts management, engineering 
design reviews, construction supervision engineers for the 
dredging and rehabilitation works and technical assistance 
for implementation of the project, including the resettlement 
policy framework, resettlement plans and the grievance 
redress system.

All efforts have been made to minimize the number of people 
affected. Land acquisition and resettlement plans have been 
prepared where resettlement is unavoidable, with 
consultation with the communities. The Disaster 
Management Agency, in strong partnership with the World 
Bank, supported by the Global Facility for Disaster Reduction 
and Recovery, has also led to improved disaster risk 
mitigation efforts. Better coordination systems have been 
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put in place to ensure that appropriate resources are always 
readily available.  For example, during the rainy season, the 
city is deploying personnel in all its wards who can respond 
quickly to flood‐related risks, such as unclogging street 
drains.

Early Results
Several months ago Jakarta Governor Basuki "Ahok" Tjahaja 
Purnama lambasted his own subordinates over the non‐
functioning water pumps and poor water gate management 
that led to flooding across Jakarta [The Jakarta Post, 
22/04/2016]. During heavy rain, water flowing in the Central 
Jakarta area should be directed to West Jakarta and end up at 
the Pluit Dam in North Jakarta. However, due to the non‐
functioning water pumps, the water had been directed to 
pass through Gunung Sahari and Ancol. "The pumps must be 
activated properly so floods can be anticipated," Ahok said. 

The city administration plans to install further sheet pile in 
rivers across Jakarta as part of its flood mitigation program. 
Ahok also plans to instigate further action to curb illegal 
settlements along river banks. Bidara Cina in East Jakarta has 
been listed as a priority area as it is often inundated during 
the rainy season. The city administration will carry out 
evictions once there are sufficient low‐cost apartments 
available to accommodate the evictees.

When the normalization of 13 rivers, especially the Ciliwung 
River, is finished, Jakarta Governor Basuki “Ahok” Tjahaja 
Purnama ensures Jakarta can be free from the danger of 

flooding. Jakarta citizens are already able to enjoy early 
results, including cleaner rivers and waters receding faster 
after rain. Being flooded area , since the leadership of Jakarta 
Governor Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama, a resident of RT 08 
RW 08, Tanah Abang, Petamburan, Central Jakarta, is no 
longer too worried because of flooding in the region, which is 
usually reaches 1.5 meters and now becomes only 50 to 75 
centimeters, Liputan6 (26/07/2016) reports. "In the past 
flooding here was severe, could be up to 1.5 meters, but now 
it is only 50 centimeters," said Slamet, a guard of Petamburan 
Public Cemetery. Slamet says that this change can be realized 
since the provision of water suction machine facility, which is 
very helpful to drain stagnant water in their neighborhoods. 
People living around Petamburan area say they are satisfied 
with the performance of the governor. Jakarta Provincial 
Government responds quickly to reports or complaints. "Yes, 
we are quite satisfied. The flood is not as high as it used to 
be," said Cahyo, a resident of Petamburan.

Will Jakarta be flood free by 2018? There is a bright light to get 
there. However, serious steps are still needed.  (PX)
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langsung dengan lokasi taman yang asri.
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History

55 Years of

Merdeka Campus, 1961

t can be said that at first Unpar "has nothing" except Ivision, commitment, and courage. Little by little facilities 
to conduct academic activities increased with the passage 

of time.

When starting Parahyangan Academy of Commerce, 17 
January 1955, there were only an administrative office and a 
small lecture hall in a house previously used as a student 
dormitory at 32 (now 30) Merdeka Street. A very modest 
“campus”! The house was formerly home of a notary . To 
accommodate increased students, beginning on 1 October 
1957 The Catholic Social Meeting Hall “Panti Budaya” – 
owned by The Apostolic Vicariate of Bandung (across the 
Cathedral Church of Bandung, later on it was used as a 
theater, and then a new building of Bank of Indonesia was 
built at the location) – was used as a lecture hall and 
administrative office. At a later time, when Panti Budaya was 
no longer able to accommodate increased activities, the 

library was moved to Saint Joseph Elementary School (SD 
Santo Yusuf) in Java Street (behind the Cathedral), and the 
secretariat of the academy was moved to Kenari Street 
(Complex of The Ursuline Sisters).

Paul Maulana Kusardy, a former student of The Faculty of 
Economics enrolled in 1958 who was appointed as the 
secretary of Prof. Njoo Hong Hwie (Njoto Amidjojo), told P. 
Krismastono Soediro that when The Catholic Social Meeting 
Hall “Panti Budaya” was still the center of all activities, his 
desk was directly beneath stairs of the hall so that whenever 
he stood up his head could riskily hit the stairs if he did it 
unconsciously. Meetings were often conducted in the bicycle 
parking lot due to space limitation.

As a secretary, Paul was assigned by Prof. Njoo Hong Hwie to 
collect books from the pioneer lecturers, and then compiled 
them in a rack. It could be said that Paul was “the first Head of 
Parahyangan Library". Over time the number of books had 
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Inaugurated in 1961, Unpar Campus in Merdeka Street is 55 years old. It is the oldest 
building among other buildings of Unpar Campus. Located in the very heart of Bandung 
City, it is a witness of various memorable interactions, events, and friendship among 
lecturers, staffs, students, and alumni.



increased gradually.

Soon after the establishment of the second faculty, the 
Faculty of Law, in 1958, the Catholic Social Meeting Hall “Panti 
Budaya” was no longer sufficient to accommodate activieites 
of the college. Hence Parahyangan Catholic Higher Edication 
Foundation planned a construction of three‐storey building 
with a spatious hall to accommodate the increasing students. 
In addition, rooms for the library, administrative works, and 
documents were also planned.

The late Drs. Hasan Sidik (a lecturer and former Dean of The 
Faculty of Economics; among the first students of 
Parahyangan Academy of Commerce enrolled in 1955) wrote: 
when the number of students from The Faculty of Economics 
and The Faculty of Law were increasing, the former student 
dormitory house in Merdeka Street was demolished, then a 
three‐storey building was constructed. During the 
construction process, Father Jan van Duijnhoven, OSC's tasks 
increased, starting with recruiting and coordinating students 
to sell obligation bond for funding the construction of the 
building. Father van Duijnhoven also helped overseeing the 
entry and exit of materials for the construction of the building 
which were stored in an underground room of “Panti 
Budaya”. Steel bar and cement were rare commodities at the 
time.

The first stone of Merdeka Campus was laid by Cardinal 
Gregorio Pietro Agagianian on 30 September 1959. The 
Cardinal arrived in Bandung at 09.30 in the morning by plane 

from Jakarta with the Apostolic Nuntius to Indonesia. At the 
Husein Sastranegara Airport they were welcomed by Mgr. 
P.M. Arntz, some bishops, and Parahyangan lecturers. From 
the airport the group was escorted by police motor to 
Merdeka Street. Along Merdeka Street they were received by 
Catholic school students waving red‐and‐white flag and 
yellow‐white flag. They were also welcomed by Parahyangan 
students, military officials, civilians, and police. Chairman of 
the Foundation (Drs. A. Koesdarminta) welcomed, followed 
by the Apostolic Vicar of Bandung (Mgr. P.M. Arntz, OSC). The 
Mayor of Bandung (R. Priatna Kusuma) gave a brief but 
passionate speech. The ceremony of laying the first stone was 
conducted. Cardinal Agagianian went back to Jakarta by car.

Two years later, 2 September 1961, Merdeka Campus was 
blessed by the Apostolic Nuntius to Indonesia, Mgr. Gaetano 
Alibrandi. Minister of Higher Education and Science (Menteri 
Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, PTIP) Prof. Mr. Iwa 
Kusuma Sumantri attended and gave a speech in the 
inauguration. Bishop of the Diocese of Purwokerto, who at 
the time served as Chairman of the University Committee of 
the Bishops's Conference of Indonesia, Mgr. W. Schoemaker, 
MSC was present. Of course, Mgr. N.J.C. Geise, OFM, the 
Rector of Parahyangan, was also present.

Source: 
Soediro, P. Krismastono (2015) Persembahan kepada Nusa 
Pertiwi: Enam Puluh Tahun Universitas Katolik Parahyangan 
1955‐2015. Bandung: Unpar Press.
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	 L: Landscape                 P: Potrait 
Batas waktu konfirmasi
10 Desember 2016
10 Maret 2017
10 Juni 2017
10 September 2017

Edisi Terbit 
- Januari - Maret 2017
- April - Juni 2017
- Juli - September 2017
- Oktober - Desember 2017

Bentuk file berupa .jpg (300dpi/CMYK) dan dikirim via ekspedisi atau email ke unparpress@unpar.ac.id
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi (022) 2035137 a.n. Vita/Bobby.

ǺĶŌÏ ŤĤĎŌ	ĠYǾYUĎAAĪ 	ÔAŌŜĎǾĎÔAǾĎ	
	

Yang	bertanda	tangan	di	bawah	ini:	
Nama	 	 	 :	_________________________________________________________________________________	

Institusi/Perusahaan	 :	_________________________________________________________________________________	

Alamat		 	 :	_________________________________________________________________________________	

Telepon	 	 :	_________________________________________________________________________________	

Email	 	 	 :	���������������������������������������������������������������������������������	

Dengan	ini	menyatakan	kesediaan	untuk	berpartisipasi	memasang	iklan/advetorial/lowongan	pekerjaan.	
Adapun	jenis	kolom	yang	kami	pilih:	
	

CBL	(Sampul	belakang	luar)	
CDD	(Sampul	depan	dalam)	
CBD	(Sampul	belakang	dalam)	

SI	1	(Bagian	dalam	1	hal)	
SI	2	(Bagian	dalam	½	hal)	
SI	3	(Bagian	dalam	¼	hal)	

	
Frekuensi	terbit	:	__________	edisi	
												

Januari	–	Maret	2017	
April	–	Juni	2017	

Juli	–	September	2017	
Oktober	–	Desember	2017	

	
Pembayaran	dilakukan	secara	transfer	ke	rekening	
	 Bank	 	 :	OCBC	NISP	Cabang	Unpar,	Bandung	
	 Atas	Nama	 :	Yayasan	Universitas	Katolik	Parahyangan	
	 No	Rekening	 :	017.130.01644.6	
	
	 	 	 	 	 	 ____________________,	________________________________	
	
	
	
	
	 	 	 	 	 	 (_____________________________________________________)	
Konfirmasi	partisipasi	dapat	dilakukan	dengan	mengirimkan	formulir	di	atas	melalui	email	ke	unparpress@unpar.ac.id	atau	fax	ke	
nomor	022-2031021	

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐potong di sini‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

FORMULIR KESEDIAAN PARTISIPASI



Change	your	life,	
unlock	your	mind.	

Join	Unpar	Graduate	Programs:	
	

Master’s	Programs		
•	Management	•	Law	•	Social	Science	•	International	Relations	•	Theology		

•	Architecture	•	Civil	Engineering	•	Industrial	Engineering	•	Chemical	Engineering	

Doctoral	Programs		
•		Economics	•	Law	•	Architecture	•	Civil	Engineering	
	

www.pascasarjana.unpar.ac.id	

A	book	edited	by	Sukawarsini	Djelantik,	Ph.D.,	a	lecturer	of	international	relations.		




